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KATA PENGANTAR 
REKTOR UIN SUNAN AMPEL 

 
 

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 
2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas 
No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 
353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai 
upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen. 

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, 
UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan 
Islamic Development Bank (IDB) telah menyelenggarakan Workshop on 
Writing Textbooks for Specialization Courses dan Workshop on Writing 
Textbooks for vocational Courses bagi dosen UIN Sunan Ampel, sehingga 
masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh 
para mahasiswa-mahasiswinya.  

Buku perkuliahan yang berjudul Ilmu Hukum ini merupakan salah 
satu di antara buku-buku yang disusun oleh para dosen pengampu mata 
kuliah program S-1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan 
perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan 
perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan 
menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan 
Ampel. 

 Kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank 
(IDB) yang telah memberi support atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan 
penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, 
kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi 
perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.  
 

       Rektor 
                                                                       UIN Sunan Ampel Surabaya 
                                                                      Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag.                        
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-Nya, buku 

perkuliahan Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum) ini bisa hadir 
sebagai buku ajar dan pedoman dalam proses belajar mengajar. 

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran 
pada mata kuliah Ilmu Hukum. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket 
penting meliputi; 1) Pengertian Dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum; 2) 
Manusia,masyarakat dan hukum,; 3) Azaz, Fungsi, dan Tujuan Hukum; 4) 
Sumber Hukum; 5) Pembidangan Hukumdan Jenis-jenis Hukum; 6) Konsep 
Hukum; 7) Urgensi Ilmu Hukum sebagai Landasan Kekuatan Hukum Yang 
Mengikat; 8) Urgensi Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat; 9) Teori 
Berlakunya kaidah Hukum dan Landasan Kekuatan yang Mengikat dari 
Hukum; 10) Urgensi Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; 11) 
Mazhab/Aliran-aliran dalam Ilmu Hukum; 12) Pengertian Tata Hukum dan 
Sejarah Tata Hukum di Indonesia; 13) Sikap Tindak Hukum/Hukum dalam 
Kenyataan; 14) Penafsiran Hukum; 15) Lembaga atau Institusi Hukum; 16) 
Kepolisian, Advokat/Pengacara, Notaris/PPAT.  

 Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku 
perkuliahan Ilmu Hukum khususnya Rektor UIN Sunan Ampel, Dekan Fakultas 
Syari’ah dance Hukum, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Ketua Program 
Studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan 
satu persatu. Kritik dan saran kami tunggu guna penyempurnaan buku ini.  

Terima Kasih.  
Penulis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku Perkuliahan 
“Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum)” adalah sebagai berikut. 
 
No Arab Indonesia Arab Indonesia 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض

 ̀
b 
t 
th 
j 
h} 
kh 
d 

dh 
r 
z 
s 

sh 
s} 
d} 

 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ت
 و
 ه
 ء
 ي

t} 
z} 
‘ 

gh 
f 
q 
k 
l 

m 
n 
w 
h 
 ̀
y 

 
Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan 

tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ي, ا  dan و   ). Bunyi hidup dobel (diftong) 
Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “au” seperti 
layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi 
sebagai sifat (modifier) atau mud}a>f ilayh ditranliterasikan dengan “ah”, sedang 
yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”. 
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DAFTAR ISI 
 
PENDAHULUAN 

Halaman Judul   (i )   
Kata Pengantar   (ii)   
Prakata   (iii)   
Pedoman Transliterasi   (iv)   
Daftar Isi   (v)   
Satuan Acara Perkuliahan   (vi – xvi)   

 
ISI PAKET 

Paket 1 : Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum   (1 – 20)   
Paket 2 : Manusia, Masyarakat, dan Hukum  (21 – 40)   
Paket 3 : Azaz, Fungsi, dan Tujuan Hukum   (41 – 65)   
Paket 4 : Sumber Hukum   (66 – 90)   
Paket 5 : Pembidangan Hukum dan Jenis-jenis Hukum   (91 – 110)   
Paket 6 : Konsep Hukum   (111 – 133)   
Paket 7 : Urgensi Ilmu Hukum sebagai Landasan Kekuatan Hukum 

Yang Mengikat   (134-142) 
Paket 8 : Urgensi Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat    (143-159)   
Paket 9 : Teori Berlakunya kaidah Hukum dan Landasan Kekuatan 

yang Mengikat dari Hukum   (160-181) 
Paket 10 : Urgensi Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara   

(182-210) 
Paket 11 : Mazhab/Aliran-aliran dalam Ilmu Hukum    (211-224) 
Paket 12 : Pengertian Tata Hukum dan Sejarah Tata Hukum di Indonesia     

(225-240) 
Paket 13   : Sikap Tindak Hukum/Hukum dalam Kenyataan    (241-266) 
Paket 14    : Penafsiran Hukum     (267-284) 
Paket 15    : Lembaga atau Institusi Hukum     (285-306) 
Paket 16    : Kepolisian, Advokat/Pengacara, Notaris/PPAT    (307-332) 

 
PENUTUP 

Sistem Evaluasi dan Penilaian   (223 – 228)   
Daftar Pustaka   (229 – 234)   
CV  Penulis   (337)   
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

1. Identitas  
Nama Mata kuliah : Ilmu Hukum 
Jurusan/Program Studi : Semua jurusan/Fakultas Syari’ah dan 

Hukum 
Bobot : 2 sks 
Waktu : 2 x 50 menit/ Pertemuan 
 Kelompok Matakuliah : Mata Kuliah Kompetensi Pendukung 

 
2. Deskripsi  

Setelah menyelesaikan mata kuliah Ilmu Hukum diharapkan mahasiswa 
dapat mengidentifikasikan dan memahami tentang asas-asas dan prinsip-
prinsip umum Ilmu Hukum. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan 
teoritisnya dalam membantu memecahkan masalah-masalah hukum di 
masyarakat. Mahasiswa memahami hakekat ilmu hukum dan tujuan 
mempelajarinya dan mengerti hakekat, tujuan, kedudukan, fungsi, asas 
sumber hukum serta mengetahui sejarah tata hukum di Indonesia, jenis 
hukum dan instutusi hokum. 
 

3. Urgensi  
Mahasiswa mampu menerangkan secara kritis dan rasional mengenai 

urgensi ilmu hukum dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

 
4. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi  

No Kompetensi Dasar Indikator 
Kompetensi Materi 

1.  Mahasiswa memahami 
hakekat ilmu hukum 
dan tujuan ilmu hukum 

Mampu menjelaskan 
hakekat ilmu hukum 
dan tujuan ilmu hukum 

 

Pengertian dan ruang lingkup Ilmu 
Hukum: 
1) Pengertian ilmu hukum  
2) Metode pendekatan ilmu hokum 
3) Ilmu Hukum Sebagai Ilmu 
4) Tujuan Mempelajari Ilmu Hukum 
5) Jenis-jenis Ilmu Hukum 

a) Ilmu Hukum Normatif 
b) Ilmu Hukum Empiris 

6) Ruang lingkup ilmu hukum 
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No Kompetensi Dasar Indikator 
Kompetensi Materi 

2.  Mahasiswa memahami 
makna hukum   

Mampu menjelaskan 
makna hokum 

Manusia, Masyarakat dan Hukum  : 
1) Manusia sebagai mahluk sosial 
2) Kaidah hukum sebagai aturan 

hidup dan  perlindungan 
kepentingan 

3) Pentingnya hukum bagi 
kepentingan  masyarakat 

4) Institusi Sosial dan Hukum 
 

3.  Mahasiswa  
mempelajarinya tujuan, 
kedudukan, fungsi 
hukum 

Mampu menjelaskan  
dan mengerti hakekat, 
tujuan, kedudukan, 
fungsi hokum 

Pengertian, Tujuan, Kedudukan dan 
Fungsi Hukum 

4.  Mahasiswa memahami 
asas-asas hukum,dan 
sumber hukum  

Mampu menjelaskan 
asas-asas hokum dan 
sumber hukum  

1) Asas Hukum 
2) Subyek, obyek peristiwa hokum 
3) Isi hokum dan hubungan hokum 
4) Sumber Hukum 

5.  Mahasiswa memahami 
jenis hukum  

Mampu menjelaskan 
jenis-jenis hukum  
berdasarkan 
isinya,sifatnya,bentukn
ya,,waktu berlakunya 

Jenis Hukum  : 
Hukum Publik/Privat, Hukum 
Formil/Materiil, Ius Contitutum/Ius 
Constitundum, Hukum Adjective/ 
Constitutif, Hukum 
Imperatif/Fakultatif 

6.  Mahasiswa memahami 
secara kritis dan 
rasional mengenai 
urgensi ilmu hukum  

Mampu menerangkan 
secara kritis dan 
rasional mengenai 
urgensi ilmu hukum  

Urgensi ilmu hukum sebagai landasan 
kekuatan hukum yang mengikat 

 

7.  Mahasiswa memahami 
secara kritis dan 
rasional mengenai 
urgensi dalam 
kehidupan 
bermasyarakat  

Mampu menjelaskan 
secara kritis dan 
rasional mengenai 
urgensi dalam 
kehidupan 
bermasyarakat  

Urgensi hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat 

8.  UTS (Ujian Tengah Semester) 
9.  Mahasiswa 

memahami Teori 
Berlakunya Kaidah 
Hukum dan Landasan 
Kekuatan yang 
Mengikat dari Hukum 

 

Mampu menjelaskan 
Teori Berlakunya 
Kaidah Hukum dan 
Landasan Kekuatan 
yang Mengikat dari 
Hukum 

 

Teori Berlakunya Kaidah Hukum dan 
Landasan Kekuatan yang Mengikat 
dari Hukum :  
1) Teori berlakunya hukum 
2) Keberlakuan faktual atau 

empiris 
3) Keberlakuan normatif atau 

formal 
4) Keberlakuan evaluatif 
5) Landasan kekuatan mengikat 
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No Kompetensi Dasar Indikator 
Kompetensi Materi 

hukum 
6) Pandangan positifisme hukum 
7) Pandangan hukum kodrat / alam 
 

10.  Mahasiswa mampu 
memahami secara 
kritis dan rasional 
mengenai urgensi 
hukum dalam 
berbangsa dan 
bernegara; 

Mampu menerangkan 
secara kritis dan 
rasional mengenai 
urgensi hukum dalam 
berbangsa dan 
bernegara; 

Urgensi hukum dalam berbangsa dan 
bernegara 

11.  Mahasiswa mampu 
menerapkan 
pengetahuan teoritisnya 
dalam membantu 
memecahkan masalah-
masalah hukum di 
masyarakat 

mampu menerapkan 
pengetahuan 
teoritisnya dalam 
membantu 
memecahkan 
masalah-masalah 
hukum di masyarakat 

Mazhab / Aliran-aliran dalam Ilmu 
Hukum : 
1) Mazhab analitis 
2) Mazhab historis 
3) Teori Hukum Murni (Reine 

rechtlehre) 
4) Mazhab sosiologis dan mazhab 

realisme 
 

12.  Mahasiswa memahami 
sejarah tata hukum di 
Indonesia 

Mampu menjelaskan 
sejarah tata hukum di 
Indonesia 

Pengertian Tata Hukum, Sejarah 
Tata Hukum di Indonesia 

13.  Mahasiswa mempunyai 
sikap hukum / hukum 
dalam kenyataan 

Mampu menjelaskan 
tindakan hokum dalam 
kenyataan 

Sikap tindak hukum / hukum dalam 
kenyataan : 
1) Sosiologi Hukum 
2) Antropologi Hukum 
3) Perbandingan Hukum 
4) Sejarah Hukum 
5) Pysikologi Hukum 
 

14.  Mahasiswa memahami 
instutusi hokum 

Mampu menjelaskan 
instutusi hokum 

Lembaga / Institusi Hukum : 
1) Pengadilan 
2) Kejaksaan 

 
15.  Mahasiswa memahami 

instutusi hukum 
Mampu menjelaskan 
instutusi hukum 

3) Kepolisian 
4) Advokat / Pengacara / BH 
5) Notaris / PPAT 
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Ilmu Hukum 

PAKET 1 
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 

 

 

Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket pertama ini difokuskan pada pengertian dan 
ruang lingkup. Kajian dalam paket ini meliputi: 1. Ilmu Hukum dan 
Pengantar Ilmu Hukum. 2. Metode Pendekatan Ilmu Hukum 3. Ilmu Hukum 
Sebagai Ilmu.Paket ini sebagai pengantar dari paket-paket sesudahnya, 
sehingga paket  ini merupakan paket yang paling dasar. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta konsep 
(mind map) tentang Ilmu hukum sebagai ilmu dan hubungannya dengan 
pengantar hukum Indonesia.  dan aturan-aturan yang didasarkan pada ilmu 
hukum sebagai dasar untuk mempelajari ilmu hukum lebih lanjut.  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD dan laptop, 
kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan untuk pemaparan dalam 
bentuk power point tentang: Pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu 
hukum. Beberapa definisi dan pendapat ahli hukum.Tujuan hukum dan 
fungsi hukum.Apa arti keadilan dan bagaimana pengaplikasiannya dalam 
hukum.Asas-asas hukum yang pokok pemikiran seseorang tentang hukum 
sepanjang masa sistem formal hukum, konsepsi hukum dan arti 
fungsionalnya dalam masyarakat perkembangan hukum. Kedudukan hukum 
dalam masyarakat  

   
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami hakekat ilmu hukum dan tujuan ilmu 
hukum  

 
Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   
1. Mampu menjelaskan hakekat ilmu hukum  
2. Mampu Menyebutkan hakekat ilmu hukum  
3. Menjelaskan tujuan mempelajari ilmu hukum 

1 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ilmu Hukum 

4. Menyebutkan Metode pendekatan ilmu huku 
5. Menyebutkan fungsi ilmu hukum sebagi ilmu.  

 
Waktu 

2x50 menit 
 

Materi Pokok 
1. Pengertian dan Ruang lingkup Ilmu Hukum 
2. Metode pendekatan ilmu hukum 
3. Ilmu hukum sebagai ilmu 
4. Tujuan mempelajari ilmu hukum 
5. Jenis-jenis ilmu hukum : Ilmu Hukum Normatif, Ilmu Hukum Empiris 

 
Kegiatan Perkuliahan 

Kegiatan Awal (15 menit) 
a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai kegiatan 

tentang ilmu hukum  
b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 1 ini 

Kegiatan Inti (70 menit) 
a. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 
b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Pengertian dan ruang lingkup Ilmu Hukum 
2) Kelompok 2: Metode Pendekatan Ilmu Hukum 
3) Kelompok 3: Ilmu hukum sebagai Ilmu  
4) Kelompok 4: Tujuan mempelajari ilmu hukum 
5) Kelompok 5: Jenis-jenis ilmu hukum, Ilmu hukum 

normative, Ilmu Hukum Impiris 
c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan   

klarifikasi 
e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 
f. Dosen memberi kesempatan  kepada mahasiswa untuk menanyakan 

sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
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Ilmu Hukum 

Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
b. Menyusun sistematika Pengantar dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum 
c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 
a. Memberi tugas latihan 
b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

 
5. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Ilmu Hukum  
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Ilmu Hukum 

5. Lembar Kegiatan 
Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Ilmu Hukum  

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  
 
                                   
 

 
 

 
 

 
 

Ilmu Hukum 

Pengertian & Ruang 
Lingkup Ilmu Hukum 

Metode Pendekatan 
Ilmu Hukum 

1. Metode Idealis 
2. Metode Normatif Analitis 
3. Metode Sosiologis 
4. Metode Historis 
5. Metode Sistematis 
6. Metode Komparatif 

Ilmu hukum 
sebagai Ilmu 

Tujuan mempelajari 
Ilmu Hukum 

1. Apa hukum itu sebenarnya. 
2. Apa arti keadilan da bagaimana  

pengaplikasiannya dalam hukum. 
3. asas-asas hukum yang pokok 
4. pemikiran seseorang tentang hukum 

sepanjang masa 
5. Mempelajari sistem formal hukum 
6. konsepsi hukum dan arti 

fungsionalnya dalam masyarakat. 
7. perkembangan hokum 

8. kedudukan hukum dalam 
masyarakat 

1. Ilmu Hukum 
Empiris  

2. Imu Hukum 
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Ilmu Hukum 

D. Tujuan 
Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang ruang lingkup ilmu hukum, metode pendekatan 
ilmu hukum, tujuan memepelajari ilmu hukum melalui kreatifitas 
ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam 
bentuk mind maping.  

 
E. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 
 

F. Langkah Kegiatan 
1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 

 
 
 
 
Uraian Materi 
 

PENGANTAR & RUANG LINGKUP ILMU HUKUM 
 
A. Pengertian Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum 
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Ilmu Hukum 

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha 
menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan 
segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum 
objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang 
dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat 
orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa 
ditentukan” (Curzon, 1979).   Menurut J.B. Daliyo menyebutkan 
bahwa  Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya 
hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari 
semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal 
mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-
sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam 
masyarakat. 

Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum 
menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan 
manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang 
berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu 
mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya 
dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam 
hal tersebut.  Seringkali Pengantar Ilmu Hukum (PIH) oleh dunia 
studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata 
kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau 
inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum, sehingga Pengantar 
Ilmu Hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam 
studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, 
gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. 

 
B. Metode pendekatan ilmu hukum 

1. Metode Idealis  : Metode yang bertitik tolak dari pandangan 
bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu 
dalam masyarakat. 
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Ilmu Hukum 

2. Metode Normatif Analitis : Metode yang melihat hukum 
sebagai aturan yg abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai 
lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek 
tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan 
peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang 
digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan 
untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum 
itu diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-
perbuatan atau tulisan. Apabila ditulis, maka sangat penting 
adalah pilihan dan susunan kata-kata. 

3. Metode Sosiologis : Metode yang bertitik tolak dari pandangan 
bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. 

4. Metode Historis : Metode yang mempelajari hukum dengan 
melihat sejarah hukumnya. 

5. Metode sistematis : Metode yang melihat hukum sebagai suatu 
sistem 

6. Metode Komparatif : Metode yang mempelajari hukum 
dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem 
hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. 

 
C. Ilmu hukum sebagai ilmu 

Ilmu hukum mempunyai karateristik sebagai ilmu yang 
bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai 
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan 
norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum 
menetapkan standar perosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu 
dalam melaksanakan aturan hukum. 

Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu 
yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin 
dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Suatu 
langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan 
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mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal 
ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu 
gejala sosial yang hanya dipandang dari luar; melainkan masuk 
kedalam hal yang lebih esensial yaitu sisi intrinsik dari hukum. 
Dalam setiap perbincangan yang demikian tentu saja akan 
menjawab pertanyaan mengapa dibutuhkan hukum sedangkan 
sudah ada norma-norma sosial yang lain. Apakah yang diinginkan 
dengan kehadiran hukum. Dalam perbincangan yang demikian, 
ilmu hukum akan menyoal apa yang menjadi tujuan hukum. Dalam 
hal demikian apa yang menjadi senyatanya ada berhadapan dengan 
apa yang seharusnya. Pada perbincangan ini akan dicari jawaban 
yang nantinya akan menjembantani antara dua realitas tersebut. 

Persoalan berikutnya adalah  merupakan suatu conditio sine 
qua non dalam hukum adalah masalah keadilan. Mengenai masalah 
tersebut perlu diingat pandangan Gustav Radbruch yang secara 
tepat menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada mencapai 
keadilan “Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit 
justitia quam jus”. Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan 
matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring 
dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk 
keadilan dapat saja berubah tetapi esensial keadilan selalu ada 
dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Pandangan 
Hans Kelsen yang memisahkan keadilan dari hukum tidak dapat 
diterima karena hal itu menentang kodrat hukum itu sendiri. 
Dengan demikian memunculkan suatu pertanyaan mengenai 
mengelola keadilan tersebut. Maka disinilah mucullah preskriptif 
ilmu hukum. 

Untuk memahami validitas aturan hukum, banyak masalah 
yang timbul dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah 
merupakan anggota masyarakat dan sekaligus mahluk yang 
memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat perilakunya 
harus diatur. Dan apabila masyarakat meletakkan aturan-aturan itu 
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yang ditekankan adalah ketertiban, maka dengan demikian maka 
akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya. 
Sebaliknya, setiap orang cenderung meneguhkan kepentingan 
sambil kalau perlu melanggar hak-hak orang lain. 

Untuk mempelajari konsep-konsep hukum berarti 
mempelajari hal-hal yang semula ada dalam alam pikiran yang 
dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata. Konsep hukum, bentukkan 
hukum ataupun konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat 
dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya konsep hak 
milik, misalnya merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam 
hidup bermasyarakat. Konsep demikian tidak terjadi secara tiba-
tiba, melainkan mengalami proses berpikir yang panjang. Dengan 
diketemukannya konsep-konsep semacam itu, mau tidak mau akan 
diikuti oleh aturan-aturan yang menyertainya. 

Mempelajari norma-norma hukum merupakan esensial di 
dalam ilmu hukum. Belajar ilmu hukum tanpa mempelajari norma-
norma hukum sama halnya dengan belajar ilmu kedokteran tanpa 
mempelajari tubuh manusia. Oleh karena itu ilmu hukum 
merupakan ilmu normatif, hal ini tidak dapat disangkal dan 
memang demikian kenyataannya. Dengan demikian tidak ada 
alasan bagi seorang sarjana hukum akan tetap menganggap ilmu 
hukum adalah merupakan ilmu yang normatif. 

Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan 
konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah 
akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial. Suatu 
tujuan yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan 
apa yang hendak dicapai akan berakibat tidak ada artinya. 
Mengingat hal tersebut dalam menetapkan standar prosedur atau 
cara harus berpegang kepada sesuatu yang substansial. Dalam hal 
inilah ilmu hukum akan menelaah kemungkinan-kemungkinan 
dalam menetapkan standar tersebut. 
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Berdasarkan sifat keilmuan ilmu hukum dapat dibagi 
menjadi tiga lapisan, dalam bukunya Jan Gijssels dan Mark van 
Hoecke membagi ketiga lapisan tersebut adalah rechtsdogmatiek 
(Dogma Hukum), rechtsteorie (Teori Hukum) dan rechtsfilosie 
(Filsafat Hukum). Dalam hal kemurnian ilmu hukum sebagai suatu 
ilmu, dari ketiga pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua 
diantaranya (dogma hukum dan teori hukum) adalah merupakan 
ilmu hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu 
lain sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu 
lain karena didalamnya akan mempelajari banyak hal yang 
bersilangan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu ilmu hukum 
mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis. 

Dalam hal sekarang untuk menunjukkan paradigma tertentu 
yang mendominasi ilmu pada waktu tertentu. Sebelum adanya 
paradigma ini didahului dengan aktivitas yang terpisah-pisah dan 
tidak terorganisir yang mengawali pembentukan suatu ilmu (pra-
paradigmatik). 

Bertolak dari gagasan Kuhn tentang paradigma dalam 
konteks perkembangan ilmu seperti tersebut di atas, maka berikut 
ini dipaparkan paradigma (ilmu) hukum, yang  tampaknya juga 
berperan dalam perkembangan hukum. Bermula dari gagasan 
tentang hukum alam yang mendapatkan tantangan dari pandangan 
hukum yang kemudian (paradigma hukum alam rasional), ilmu 
hukum kemudian telah berkembang dalam bentuk revolusi sains 
yang khas. 

Namun terdapat perbedaan dengan paradigma yang terdapat 
pada ilmu alam (eksak), dimana kehadiran paradigma baru 
cenderung akan menumbangkan paradigma lama. Dalam 
paradigma ilmu sosial (termasuk ilmu hukum) kehadiran suatu 
paradigma baru di hadapan paradigma lama tidak selalu menjadi 
sebab tumbangnya paradigma lama. Paradigma yang ada hanya 
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saling bersaing, dan berimplikasi  pada saling menguat, atau 
melemah. 

Hukum alam memberikan dasar moral terhadap hukum, 
sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum 
diterapkan terhadap manusia. Potensi hukum alam ini 
mengakibatkan hukum alam senantiasa tampil memenuhi 
kebutuhan zaman manakala kehidupan hukum membutuhkan 
pertimbangan-pertimbangan moral dan etika. Implikasinya hukum 
alam menjelma dalam konstitusi dan hukum-hukum negara. 

Paradigma  Hukum Historis yang berpokok pangkal pada 
Volksgeist tidak identik bahwa jiwa bangsa tiap warganegara dari 
bangsa itu menghasilkan hukum. Merupakan sumber hukum adalah 
jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam tiap-tiap 
individu yang menghasilkan hukum positif. Hal itu 
menurut  Savigny tidak terjadi dengan menggunakan akal secara 
sadar, akan tetapi tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran 
bangsa yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. 

Oleh  Bentham, teori itu secara analogis diterapkannya pada 
bidang hukum. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik 
buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu 
ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang 
dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan 
sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai 
buruk, jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak 
adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan. 

Dengan demikian, paradigma  utilitarianis merupakan 
paradigma yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran 
hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan 
dan evaluasi hukum.Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang 
sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh 
rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat 
yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan 
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orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan 
pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. 

Perbincangan tentang keadilan rasanya merupakan suatu 
kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, mengingat salah 
satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu 
tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan 
sejarah filsafat hukum. 

Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit 
karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat 
menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk  memahami 
tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks 
pengertian  tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena 
ketika berbicara tentang makna berarti  sudah bergerak dalam 
tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai 
pada hakikat yang paling dalam. 

Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam 
semesta diciptakan dengan  prinsip keadilan, sehingga dikenal 
antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat 
umum menyatakan: Berikanlah kepada setiap orang apa yang 
menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan 
seseorang (neminem laedere)”. Cicero juga menyatakan bahwa 
hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi 
oleh alam. 

Paradigma Positivisme Hukum, keadilan dipandang sebagai 
tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang 
relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang 
juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu 
didengungkan adalah Suum jus, summa injuria; summa lex, summa 
crux. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang 
keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. 

Dalam paradigma hukum Utiliranianisme, keadilan dilihat 
secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau 
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tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia 
(human welfare). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak 
bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.” 

Melalui pendekatan holistik dalam ilmu hukum, maka ilmu 
hukum dapat menjalankan perkembangannya sebagai suatu ilmu 
pengetahuan yang lebih utuh dan tidak terintegrasi ke dalam ilmu-
ilmu lain yang nantinya akan berakibat bagi perkembangan ilmu 
hukum itu sendiri, oleh sebab itu paradigma tersebut tentunya akan 
mengubah peta hukum dan pembelajaran hukum yang selama ini 
memandu kita dalam setiap kajian-kajian ilmu hukum yang lebih 
baik dalam prinsip keilmuan. 

 
D. Tujuan mempelajari ilmu hukum 

1. Mempelajari apa hukum itu sebenarnya. 
2. Mempelajari apa arti keadilan dan bagaimana 

pengaplikasiannya dalam hukum. 
3. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok. 
4. Mempelajari pemikiran seseorang tentang hukum sepanjang 

masa. 
5. Mempelajari sistem formal hukum. 
6. Mempelajari konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam 

masyarakat. 
7. Mempelajari tentang perkembangan hukum. 
8. Mempelajari tentang kedudukan hukum dalam masyarakat. 
 

E. Jenis – jenis ilmu hukum 
Hukum merupakan objek kajian dari berbagai disiplin ilmu. 

Selain pada fakultas hukum, ilmu empiris seperti disiplin ilmu 
sosial, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dll. Juga mengarahkan 
refleksinya kepada hukum.  

Karena itulah bahwa ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu 
bersama (relicts is mede wetenschap). kemajuan kajian-kajian dari 
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segi empiris yang sedimikian rupa dapat direfleksikan dengan 
banyaknya penelitian ilmiah yang dilakukan dalam format ilmu 
empiris tersebut.  

Namun, tulisan ilmiah yang membahas hakikat keilmuan 
ilmu hukum sebagai ilmu normatif sangat jarang ditemukan. Hal itu 
tentu tidak menguntungkan bagi kemajuan ilmu hukum.
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Rangkuman 
1. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah 

hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang 
berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu 
sendiri. 

2. Metode Pendekatan Ilmu Hukum  : Metode Idealis; Metode 
Normatif Analitis; Metode Sosiologis; Metode Historis; Metode 
Sistematis; Metode Komparatif.  

3. Ilmu Hukum sebagai Ilmu hukum mempunyai karateristik sebagai 
ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. 

4. Tujuan mempelajari ilmu hukum untuk mempelajari hakekat 
sebuah hukum sebagai dasar untuk mempelajari studi hukum lebih 
lanjut 

5. Jenis-jenis Hukum : Empris dan Normatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Latihan 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Jelaskan pengertian ilmu hukum ? 
2. Bagaimana pendekatan mempelajari ilmu hukum 
3. Apakah tujuan mempelajari ilmu hukum 
4. Apakah objek ilmu hukum 
5. Sebutkan jenis-jenis ilmu hukum 
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PAKET 2 
MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM 

 

 

A. Pendahuluan 

Paket ini akan membahas tentang hubungan manusia, 

masyarakat dan hukum. Fungsinya untuk mengetahui timbulnya 

hukum dalam masyarakat, hubungan manusia, masyarakat dan 

hukum. Manusia sebagai makhluk sosial, kaidah hukum sebagai 

aturan hidup dan perlindungan kepentingan, pentingnya hukum 

bagi kepentingan masyarakat, intitusi sosial dan hukum. 

Dalam paket ini, hubungan manusia, masyarakat dan hukum, 

karena pembahasannya hanya bertujuan untuk mengetahui 

manusia sebagai makhluk sosial, kaidah sebagai perlindungan 

kepentingan sosial, macam-macam norma dalam masyarakat, 

bedanya norma non hukum  dengan norma hukum.   

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 2 ini, akan mengkaji 

hubungan manusia, masyarakat dan hukum. Manusia sebagai 

makhluk sosial, kaidah hukum sebagai aturan hidup dan 

perlindungan kepentingan, pentingnya hukum bagi kepentingan 

masyarakat, intitusi sosial dan hukum.  

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan slide 

berbagai bentuk kegiatan macam-macam norma sosial, untuk 

memancing ide-ide kreatif mahasiswa dan mahasiswi dalam upaya 

memahami hubungan manusia, masyarakat dan hokum.   
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Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas untuk membaca 

uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar 

kegiatan. Dengan memahami hubungan manusia, masyarakat dan 

hukum. Manusia sebagai makhluk sosial, kaidah hukum sebagai 

aturan hidup dan perlindungan kepentingan, pentingnya hukum 

bagi kepentingan masyarakat, intitusi sosial dan hukum yang 

tertuang dalam paket 2 ini, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan 

dapat menerapkan hubungan manusia, masyarakat dan hukum. 

Manusia sebagai makhluk sosial, kaidah hukum sebagai aturan 

hidup dan perlindungan kepentingan, pentingnya hukum bagi 

kepentingan masyarakat, intitusi sosial dan hukum. 

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD 

dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat 

mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai 

alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat 

peta konsep. 

 

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa dan mahasiswi memahami hubungan 

manusia, masyarakat dan hukum. Manusia sebagai makhluk 

sosial, kaidah hukum sebagai aturan hidup dan perlindungan 

kepentingan, pentingnya hukum bagi kepentingan 

masyarakat, intitusi sosial dan hukum.  
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2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:   

a. Menjelaskan tentang hubungan manusia, masyarakat dan 

hukum. 

b. Menjelaskan  manusia sebagai makhluk sosial  

c. Mengidentifikasi Kaidah-kaidah hukum sebagai aturan 

hidup dan perlindungan kepentingan.  

d. Menerapkan pentingnya hukum bagi kepentingan 

masyarakat, intitusi sosial dan hukum  

 

3. Waktu 

2x50 menit 

 

4. Materi Pokok 

a. Manusia sebagai makhluk  sosial  

b. Kaidah hukum sebagai aturan hidup dan perlindungan 

kepentingan 

c. Pentingnya hukum bagi kepentingan masyarakat 

d. Institusi sosial dan hukum  

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide berbagai bentuk 

kegiatan hubungan manusia,masyarakat dan hukum  

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 2 ini 
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c. Penjelasan tentang tujuan mempelajari paket 2 ini 

d. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket 

sebelumnya 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok  1 : Manusia sebagai makhluk  sosial  

2) Kelompok 2: Kaidah hukum sebagai aturan hidup dan  

perlindungan kepentingan 

3) Kelompok 3: Pentingnya hukum bagi kepentingan 

masyarakat  

4) Kelompok 4: Institusi sosial dan hukum 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Memetakan konsep tentang manusia sebagai makhluk 

sosial 

f. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

g. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau 

menyampaikan konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

310 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

b. Mengidentifikasi macam-macam norma sosial, norma 

hokum dan non  hukum, kegiatan manusia sebagai makhluk 

sosial  

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi. 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

 

D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) Manusia, Masyarakat 

dan Hukum.  

 

Gambar : Contoh Peta Konsep (Mind Map) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 

Manusia 

Masyakarat 

Norma Agama 

Norma Moral 

Norma Kebiasaan 

Norma Hukum 

Norma Sosial 

Makhluk 
Individu 

Makhluk 
Sosial 

1. Keadilan 
2. Kemanfaatan 
3. Kepastian HUkum  
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep tentang hubungan 

manusia, masyarakat dan hukum. yang dituangkan dalam bentuk 

mind maping  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard. 

 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

manusia, masyarakat dan hukum! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing +5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM 

 

 

A. Manusia sebagai makhluk sosial 

Pengertian Manusia adalah makhluk yang selalu 

berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa 

yang diinginkan dengan dirinya sendiri.Karena manusia 

menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk 

mengkomunikasikan pemikiran dan perasaanya. Manusia tidak 

dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan 

sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya 

adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya adalah 

kehidupan bersama, serta bagaimana tanggungjawab dan 

kewajibannya di dalam kebersamaan. 

1. Karakteristik Manusia Sebagai Makhluk Sosial 

Telah berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk 

sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat 

yang berkuasa kepada individu. Dimana memiliki unsur-unsur 

keharusan biologis, yang terdiri dari 

2. Dorongan untuk makan 

3. Dorongan untuk mempertahankan diri 

4. Dorongan untuk melangsungkan jenis 

Dari tahapan diatas menggambarkan bagaimana individu 

dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial dimana 
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antar individu merupakan satu komponen yang saling 

ketergantungan dan membutuhkan. Sehingga komunikasi antar 

masyarakat ditentukan oleh peran oleh manusia sebagai makhluk 

sosial. 

Dalam perkembangannya manusia juga mempunyai 

kecenderungan sosial untuk meniru dalam arti membentuk diri 

dengan melihat kehidupan masyarakat yang terdiri dari : 

1. Penerimaan bentuk-bentuk kebudayaan, dimana manusia 

menerima bentuk-bentuk pembaharuan yang berasal dari luar 

sehingga dalam diri manusia terbentuk sebuah pengetahuan. 

2. Penghematan tenaga dimana ini adalah merupakan tindakan 

meniru untuk tidak terlalu menggunakan banyak tenaga dari 

manusia sehingga kinerja mnausia dalam masyarakat bisa 

berjalan secara efektif dan efisien 

Pada umumnya hasrat meniru itu kita lihat paling jelas di 

dalam ikatan kelompok tetapi juga terjadi didalam kehidupan  

masyarakat secara luas. Dari gambaran diatas jelas bagaimana 

manusia itu sendiri membutuhkan sebuah interaksi atau 

komunikasi untuk membentuk dirinya sendiri malalui proses 

meniru. Sehingga secara jelas bahwa manusia itu sendiri punya 

konsep sebagai makhluk sosial. 

Yang menjadi ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk 

sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial didalam 

hubugannya dengan makhluk sosial lainnya yang dimaksud adalah 

dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Secara garis 
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besar faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia 

terdiri dari tiga hal yakni : 

a. Tekanan emosional.  

b. Harga diri yang rendah.  

c. Isolasi sosial.  

 

1. Kedudukan Manusia sebagai Makhluk Sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai 

warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak 

dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. 

Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu 

membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia 

lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut 

sebagai makhluk sosial. 

2.  Pengembangan Manusia Sebagai Makhluk Sosial 

Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam 

kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi 

dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia 

adalah selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini 

menunjukkan kondisi yang interdependensi. Di dalam 

kehidupan manusia selanjutnya, ia selalu hidup sebagai warga 

suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. 

Hidup dalam hubungan antaraksi dan interdependensi itu 
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mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti 

positif maupun negatif.  

Manusia sebagai makhluk social atau manusia adalah 

“zoon politicon”demikian Aristoteles mengatakannya,yang 

artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin hidup 

bersama-sama atau kelompok.Memang apa yang dikatakan 

Aristoteles itu merupakan suatu realita,bahwa sepanjang sejarah 

kehidupan manusia belum pernah ada manusia yang hidup 

sendiri (soliter) misalkan ada itupun sifatnya hanya sementara 

saja.Juga merupakan kenyataan bahwa manusia disamping 

sebagai makhluk social yang selalu dalam ikatan kelompok,juga 

sebagai makhluk yang memikirkan kehidupan 

pribadinya.Dengan kata lain manusia memiliki 2 aspek : 

a. Manusia sebagai makhluk sosial, dan 

b. sekaligus sebagai makhluk yang bersifat individual. 

Sebagai makhluk yang memikirkan kehidupan 

pribadinya sebagai individu manusia tidak mungkin tidak 

mempunyai kepentingan sama sekali. Kepentingan pribadi 

tersebut melekat pada diri manusia. Kepentingan inilah yang 

mempengaruhi tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan 

sesamanya.Oleh karena masing-masing orang bertingkah laku 

sesuai dengan kepentingannya, sedang pada sisi lain kehidupan 

bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan kodrati manusia 

untuk melangsungkan kehidupannya oleh karena itu harus 

dipertahankan juga. 
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Untuk mempertahankan kehidupan bersama 

(bermasyarakat) dan saling berinteraksi, masyarakat manusia 

mengembangkan sarana interaksi. Sarana tersebut berupa 

norma-norma social atau peraturan hidup kemasyarakatan. 

Norma aturan/pedoman tingkah laku atau petunjuk perilaku di 

dalam masyarakat yaitu petunjuk tentang perbuatan apa yang 

boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. 

Dengan adanya norma ini diharapkan akan terjadi ketertiban di 

dalam masyarakat.  

Hidup bermasyarakat/kehidupan bersama ini sudah 

merupakan kodrati manusia. Kehidupan bersama terbentuk 

apabila ada 2 orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam 

pergaulan hidup itu timbul berbagai berbagai hubungan atau 

pertalian yang mengakibatkan orang satu dengan yang lainnya 

saling  mengenal dan mempengaruhi.  

 

B. Kaidah  hukum sebagai aturan hidup dan perlindungan 

kepentingan 

Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang sengaja dibuat 

secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa Negara 

untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum ini pada 

hakikatnya untuk memperkokoh dan juga untuk memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilakukan oleh 

ketiga kaidah sosial yang lain yaitu Kaidah Agama atau Kaidah 
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Keagamaan, Kaidah Kesusilaan dan Kaidah Kesopanan atau 

kaidah sopan santun. Bagi siapa yang melanggar kaidah hukum 

akan mendapat sanksi tegas dan dapat dipaksakan oleh suatu 

instansi resmi. 

Fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan 

ketiga kaidah sosial yang lain, ada dua yaitu: 

1. Untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap 

kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh 

ketiga kaidah sosial yang lain. 

2. Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh 

ketiga kaidah sosial yang lain. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kaidah hukum merupakan bentuk penjabaran 

secara konkrit dari pasangan nilai-nilai yang bersifat global 

yang telah diserasikan. Misalnya aturan dan tata tertib berlalu 

lintas, Aturan mengenai tata cara penerimaan pegawai negeri 

sipil dan seterusnya. 

Adapun caranya adalah dengan memberi perumusan yang 

jelas, disertai dengan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh 

instansi yang berwenang. Dengan demikian seseorang yang 

melanggar larangan-larangan tersebut di atas dapat dikenakan dua 

macam sanksi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Antara kaidah hukum dan kaidah Agama. Misalnya korupsi. 

Sanksi sesuai dengan kaidah hukum, yaitu si pelanggar akan 

dijatuhi hukuman pidana penjara dan atau denda akibat telah 
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melakukan perbuatan pidana berupa korupsi. Sanksi sesuai 

dengan kaidah agama, yaitu bahwa si pelanggar adalah berdosa 

dan nantinya akan mendapatkan hukuman dari Allah di akhirat 

jika tidak bertaubat. Di samping itu juga dapat terjadi akibat 

pelanggaran tersebut yang bersangkutan mendapatkan 

penderitaan batin sewaktu hidup di dunia. Meski dalam hukum 

agama (Islam) bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur di 

dalam al-Qur’an dan Hadits tentang sanksi pidana yang akan 

mereka terima, namun tetaplah urusan pidana di kembalikan 

kepada kaidah hukum. Dan kaidah hukum hanya bisa dilakukan 

oleh penguasa masyarakat ataupun penguasa Negara. 

2. Antara kaidah hukum dan kaidah kesusilaan. Dalam hal ini di 

samping dapat dikenai sanksi karena pelanggaran kaidah 

hukum, si pelanggar juga akan mendapatkan sanksi dari dirinya 

sendiri, yaitu berupa tekanan batin. Bahkan dapat terjadi, 

sebagai akibat dari tekanan batin yang terlalu berat seseorang 

bisa jatuh sakit mendadak atau depresi bahkan mengambil jalan 

pintas yang tidak pantas yaitu bunuh diri. Na’udzubillah. 

3. Antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Orang yang 

melanggar hukum (membunuh, korupsi atau berzina) dapat 

terjadi si pelanggar yang telah dijatuhi pidana penjara misalnya, 

namun setelah Ia bebas, masyarakat masih menghukumnya. 

Hukuman dari masyarakat yang tidak resmi ini dapat berupa 

cemoohan atau yang bersangkutan dikucilkan. 
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Jadi, Kaidah hukum memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh 

ketiga kaidah sosial yang lain. 

 

C. Pentingnya hukum bagi kepentingan masyarakat 

Kepentingan Hukum bagi kepentingan masyarakat 

masyarakat adalah terletak pada fungsi dan tujuan hukum itu 

sendiri yaitu:  

1. Fungsi Hukum  

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum, terdapat dua 

paham mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat: 

Pertama, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah 

mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana 

pengendali sosial. Maka yang tampak, hukum bertugas 

mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham 

ini dipelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari 

Jerman yang diintrodusir oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-

1861). 

Kedua, menyatakan hukum berfungsi sebagai sarana 

untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham 

ini dipelopori oleh ahli hukum dari Inggris, Jeremy Bentham 

(1748-1852), untuk kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika 

dengan konsepsi “hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana 
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untuk mengadakan perubahan masyarakat” (law as a tool of social 

engineering). 

2. Tujuan Hukum 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali 

dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan 

tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan 

kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat 

dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur Ilmu Hukum para 

sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai 

sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori: 

1. Teori etis 

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, 

Aristoteles, dalam karyanya ethica dan Rhetorika, yang 

menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan 

kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini 

hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum 

ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana 

yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan 

mewujudkan keadilan. 

2. Teori Utilitis 

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan 

kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam 

mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini 

adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the 

morals and legislation”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-
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hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa 

memperhatikan aspek keadilan. 

3. Teori Campuran 

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata 

tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Dan untuk 

mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan 

kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan 

antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang 

(sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. 

Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah 

antara teori etis dan utilitis. 

 

D. Institusi sosial dan hukum 

Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara 

resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, 

pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. 

Salah satu fungsinya yaitu sebagai institusi sosial dimana hukum 

menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat agar tercipta keadilan 

dan ketentraman. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai 

tanpa ada konflik. 

Jika mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial, 

maka kita akan mengamati hukum lebih dari suatu sistem 

peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan 

fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat. 
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Menurut Koentjaraningrat, institusi sosial adalah suatu 

sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada 

aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks 

kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian 

tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan 

kehadiran institusi. Kebutuhan tersebut harus mendapatkan 

pengakuan oleh masyarakat karena pentingnya ia bagi kehidupan 

manusia. Sehingga masyarakat mengusahakan agar ia bisa 

dipelihara dan diselenggarakan secara seksama. 

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup 

manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. 

Karena itu, dibentuklah institusi sosial bernama hukum agar 

keadilan dapat terselenggara secara seksama dalam masyarakat. 

Ada beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi, yaitu: 

1. Stabilitas. Hukum sebagai institusi sosial harus menimbulkan 

suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk 

memperoleh keadilan. 

2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan 

dalam masyarakat. 

3. Adanya norma-norma. 

4. Ada jalinan antar institusi. 

Karena institusi sengaja dibentuk, maka tidak serta merta 

ia menjadi sempurna. Proses untuk membuat institusi menjadi 

makin efektif disebut penginstitusionalan. Di setiap negara 
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tentunya proses ini akan berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-

masing. 

Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya adalah 

untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. 

Penyelenggaraan tersebut berkaitan dengan tingkat kemampuan 

masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, 

terdapat perbedaan cara dalam penyelenggaraannya di berbagai 

tempat. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan 

perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga sebagai 

institusi sosial, kita dapat melihat hukum dalam kerangka yang 

luas, melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. 
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Rangkuman 

1. Pengertian Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi 

dengan sesamanya 

2. Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang sengaja dibuat secara 

resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa Negara untuk 

melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat 

3. Kepentigan Hukum bagi kepentingan masyarakat masyarakat 

adalah terletak pada fungsi dan tujuan hukum 

4. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi 

dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah 

atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. 

Latihan 

1. Jelaskan hubungan antara manusia, masyarakat dan hukum! 

2. Jelaskan manusia sebagai zoon politicon ! 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi manusia hidup 

bermasyarakat 

4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam norma social yang ada 

didalam masyarakat 

5. Bagaimanakah efektifitas norma-norma social tersebut dan apa 

perbedaannya. 
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PAKET 3 
AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM 

 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket ketiga  ini difokuskan pada Azas 

hukum, fungsi hukum,  dan tujuan hukum . Kajian dalam paket ini 

meliputi:  

1. Pengertian hukum. 

2. Fungsi, tujuan dan azas hukum. 

3. Fungsi dan pembagian azas hukum. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta 

konsep (mind map) tentang Fungsi, tujuan dan azas hukum.  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD dan 

laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan untuk 

pemaparan dalam bentuk power point tentang; Fungsi hukum 

untuk mengatur masyarakat, untuk menertibkan masyarakat ,dan 

fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang semuanya 

ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian dan 

keadilan. 

 

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan  

1. Kompetensi Dasar  
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 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan azaz, 

fungsi dan tujuan hukum. 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 

a.  Mampu menjelaskan azaz hukum 

b. Menjelaskan tujuan  hukum 

c.  Menyebutkan fungsi hukum 

 

3. Waktu 

2x50 menit 

 

4. Materi Pokok 

a. Pengertian hukum 

b. Tujuan hukum 

c. Fungsi hukum 

d. Azas Hukum 

 

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 
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a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang azas hukum, tujuan hukum dan fungsi  

hukum 

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 3  ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Pengertian dan tujuan  Hukum 

2) Kelompok 2: Fungsi Hukum 

3) Kelompok 3: Azas hukum 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 

konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika tujuan,  fungsi dan azas Hukum  

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a.  Memberi tugas latihan 

b.  Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
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D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang tujuan,fungsi dan 

azas  Hukum  

Gambar : Contoh Peta Konsep (Mind Map) 

 Dalam peta konsep ini memberikan gambaran 

bagaimana kedudukan hukum dalam masyarakat,pentingnya 

hokum dalam masyarakat, sehingga tahu tujuan hukum adalah 

untuk menciptakan keadilan,memberikan kepastian hokum dan 

memberikan kemanfaatan dalam masyarakat.sehingga minimal 

ada tiga nilai dasar hokum yaitu; 

1. nilai keadilan  2. nilai kepastian hukum 

 3. dan nilai kemanfaatan 

 Dalam prakteknya, tiga nilai dasar hokum tersebut 

tidak dapat berjalan secara simultan atau beriringan,pasti ada 

yang dikorbankan.Kalau kita lebih mengutamakan masalah 

keadilan, maka nilai kepastian hokum dan kemanfaatan 

tergeser, dan sebaliknya, jika nilai kepastian hokum 

diutamakan, maka nilai keadilan dan kemanfaatan maka akan 

tergeser.dari sini mahasiswa diminta mendiskusikan untuk 

membuat peta konsep tentang tujuan, fungsi dan azas hukum. 
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Catatan: 

Social engginering : masyarakat direkayasa dengan memanfaatkan 

aturan – aturan hukum 

 Contoh: masyarakat direkayasa melalui UU Lingkungan 

Hidup 

Social control : masyarakat dikendalikan atau diawasi agar patuh 

terhadap hukum 

 

E. Tujuan 

Tujuan: 

1. Kesejahteraan  
2. Kedamaian 
3. Keadilan 
4. ketentraman 
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Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang tujuan,fungsi dan azas  hukum, kedudukan  

hukum dalam masyarakat melalui kreatifitas ungkapan ide dari 

anggota kelompok yang dituangkan  dalam bentuk mind maping.  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing +5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

AZAZ, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM 

 

 

A. Pengertian Hukum 

Pengertian Hukum menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi 

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau 

pemerintah.  Menurut Immanuel Kant dalam buku Inleading Tot 

De Rechtswetsnlhap, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat 

yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat 

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. 

Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan lahirnya hukum 

di Indonesia. Sedangkan Ridwan Halim dalam bukunya pengantar 

tata hukum Indonesia, hukum merupakan peraturan-peraturan 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya 

berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati 

dalam hidup manusia. 

310 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

Menurut Aristoteles , hukum adalah dimana masyarakat 

menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri. 

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto mempunyai 

berbagai arti : 

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum. 

2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang 

kenyataan. 

3. Hukum dalam arti kadah atau norma. 

4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis. 

5. Hukum dalam arti keputusan pejabat. 

6. Hukum dalam arti petugas. 

7. Hukum dalam arti proses pemerintah. 

8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg 

9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. 

Secara umum hukum adalah peraturan tingkah laku 

manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, 

yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi 

tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan 

dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). 

 

B. Norma Sosial dan Hukum 

 Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk 

mempertahankan kehidupan bersama dan dan untuk menjaga 

ketertiban masyarakat diperlukan adanya norma sosial (pedoman 

perilaku bermasyarakat). 
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 Kehidupan masyarakat yang nampak tertib dan teratur 

ini ternyata didukung adanya berbagai macam norma sosial 

didalamnya. Norma sosial yang ada jika diklasifikasikan ada dua 

macam: 

1. Norma sosial yang ditujukan untuk perbaikan pribadi 

manusia yaitu norma agama dan moral. 

2. Norma sosial yang ditujukan untuk ketertiban 

masyarakat yaitu norma hukum dan kebiasaan. 

Hanya saja perlu dikemukakan bahwa meskipun norma 

tersebut ditujukan untuk kebaikan pribadi manusia namun 

diharapkan mempunyai dampak terhadap ketertiban masyarakat. 

1. Norma Agama 

 Bersifat doktrin. Sandaran dari norma ini ialah 

kepercayaan/pengakuan adanya Tuhan (iman kepada Tuhan). 

Doktrin keagamaan sampai pada manusia melalui rosul-rosul 

(orang yang dianggap sebagai pembawa/penerima wahyu). 

Ajaran agama ditujukan untuk menyempurnakan keadaan 

batin manusia. Ajaran agama merupakan pedoman perilaku 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keadaan batin yang 

baik diharapkan manusia bisa berperilaku baik juga sehingga 

tidak menganggu kepentingan orang lain. Menurut norma ini 

menganggu orang lain adalah suatu dosa. Bagi orang yang 

berdosa Tuhan telah menyediakan sanksinya (hukuman nya). 
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 Hukuman menurut norma agama dari Tuhan atau 

sanksinya dari Tuhan. Sudah barang tentu efektif tidaknya 

norma ini tergantung pada bagaimana hubungan seseorang 

dengan Tuhannya. Bagi mereka yang tidak memelihara 

hubungan dengan Tuhan sudah barang tentu tidak peduli 

dengan tingkah lakunya apakah merugikan orang lain atau 

tidak. Lebih-lebih bagi mereka yang tidak percaya terhadap 

Tuhan (atheis), norma ini tidak mempunyai kekuatan berlaku. 

 Bagi negara yang bersifat theokratis  norma agama 

punya arti penting. Doktrin agama merupakan bagian dari 

hukum nasionalnya. Oleh karena itu melanggar hukum agama 

sama dengan melanggar hukum nasionalnya. Ini berarti negara 

pun memberikan sanksi bagi pelanggarnya. 

2. Norma Moral 

Berbeda dengan norma agama sandaran norma ini 

ialah keadaan manusia itu sendiri, bersandar pada suara batin 

manusia yang disebut hati nurani. Seorang mungkin tidak ber-

Tuhan, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa bagi orang yang 

normal dapat dikatakan tidak punya hati nurani.Hati nurani 

selalu menyuarakan sesuatu yang baik. 

 Moral menghendaki setiap orang mempunyai 

sikap batin yang baik.Dengan sikap batin yang baik 

diharapkan orang dapat berbuat baik (bertingkah laku baik). 

Akan tetapi tidak selalu suara hati nurani yang baik seseorang 
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akan menciptakan perilaku yang baik juga –tanpa merugikan 

orang lain-. Orang mungkin juga punya sikap batin tanpa lebih 

dahulu mendayagunakan suara hati nuraninya. 

 Sikap batin merupakan manifestasi dari 

keinginan manusia. Keinginan tersebut tidak selalu sesuai 

dengan hati nuraninya. Sikap batin mendorong untuk 

melakukan suatu perbuatan dan apabila perbuatan itu tidak 

sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan menegur dan 

timbul suatu penyesalan. 

 Penyesalan yang mendalam mungkin mampu 

untuk mengubah sesorang untuk berbuat baik sesuai dengan 

hati nuraninya.Akan tetapi ada kalanya penyesalan yang 

mendalam dapat pula membuat orang bunuh diri. Efektif 

tidaknya norma ini tergantung pada batin seseorang. 

 Seringkali norma moral (kesusilaan) 

dikacaukan dengan norma kesopanan. (Memang ada pendapat 

yang memasukkan norma moral identik dengan norma 

kesopanan, ada juga yang mengatakan norma kesopanan 

berdiri sendiri). 

 Norma kesopanana hanya bertalian dengan 

tinggah laku lahiriah seseorang, tidak ada kaitannya dengan 

sikap batin seseorang. Norma kesopanan dibatasi oleh 

ruang/tempat dan waktu. Maksudnya masyarakat pada saat 

tertentu mempunyai ukuran masing-masing tentang apa yang 
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sopan dan yang tidak sopan. Seseorang yang mungkin 

bersikap sopan pada suatu tempat tertentu dengan sikap yang 

sama belum tentu dianggap sopan ditempat yang lain. Akan 

tetapi orang tersebut tidak dapat dikatakan tidak 

bermoral.Sebaliknya orang yang bersikap sopan belum tentu 

dikatakan selalu bermoral. 

Oleh karena tidak berkaitan dengan kepentingan 

orang lain norma kesopanan tidak dianggap sebagai norma 

tersendiri atau diklasifikasikan kedalam norma sosial. Namun 

ada yang memasukkan kedalam folkways (artinya tata cara 

yang harus diikuti). 

 Norma kesopanan itu dibatasi oleh 

ruang/tempat dan waktu, artinya pada saat/waktu yang sama, 

perilaku yang sama pada tempat yang berbeda mempunyai 

nilai yang berbeda. atau tingkah laku sama ditempat yang 

sama dalam waktu yang berbeda mempunyai nilai yang 

berbeda juga. (Masyarakat pada saat tertentu mempunyai 

ukuran masing-masing mengenai apa yang sopan dan yang 

tidak sopan). Oleh karena itu seseorang yang mungkin 

bersikap sopan pada suatu tempat tertentu dengan sikap yang 

sama belum tentu dianggap sopan ditempat yang lain, akan 

tetapi tidak dapat dikatakan orang tersebut tidak, dan 

sebaliknya orang yang sopan tidak selalu bermoral. 

3. Norma Kebiasaan dan Norma Hukum 
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 Berbeda dengan norma agama dan moral yang 

menghendaki kesempurnaan individu (tujuannya untuk 

kesempurnaan diri manusia) maka norma kebiasaan dan 

norma hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat, ia 

menghendaki adanya ketertiban masyarakat. Oleh karena itu 

norma kebiasaan dan norma hukum tidak mempedulikan 

keadaan batin seseorang. Meskipun seseorang mempunyai 

sikap batin tidak baik dan tidak beragama, namun jika orang 

tersebut tidak melalukan perbuatan yang menganggu 

kepentingan orang lain (merugikan orang lain), norma 

kebiasaan dan hukum tidak akan berbuat apa-apa (tidak 

memberi sanksi). 

 Meskipun dilihat dari tujuannya norma kebiasaan dan 

hukum tidak mempunyai perbedaan, namun sebenarnya antara 

norma kebiasaan dan norma hukum terdapat perbedaan 

walaupun tidak bersifat fundamental. 

Perbedaan tersebut terletak pada asal datangnorma 

tersebut dan cara pemberian sanksi (penjatuhan sanksi), 

Norma kebiasaan berasal dari masyarakat. 

Kebiasaan dapat dibedakan : 

a. Kebiasaan dalam tingkah laku yang tidak mengenai hak 

dan kewajiban. 

b. Kebiasaan yang menyangkut hak dan kewajiban. 
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c. Kebiasaan yang tidak menyangkut hak dan kewajiban 

misal memberi kado pada ulang tahun teman, berpakaian 

rapi pada waktu pesta dll. Kebiasaan yang semacam ini 

lebih tepat disebut folkways (tata cara yang lazim 

diikuti oleh masyarakat/rakyat kebanyakan). Norma 

kebiasaan ini terjadi dari apa yang biasa dilakukan oleh 

orang-orang dan ini menjadi norma kebiasaan, karena 

secara teratur perilaku tersebut dilakukan, ajeg 

dikerjakan dan masyarakat dengan kesadaran menerima 

perilaku tersebut. Jadi kebiasaan menjadi norma 

kebiasaan melalui uji keteraturan , keajegan dan 

kesadaran untuk menerima suatu perilaku oleh 

masyarakat. 

Dengan demikian dapat dikatakan norma kebiasaan 

mengangkat perbuatan-perbuatan yang memang lazim 

dilakukan sehari-hari menjadi norma. 

Sedangkan kebiasaan yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban , misalnya kewajiban dalam perkawinan, dalam 

pewarisan, kewajiban mendidik anak dll. Kekuasan-kekuasaan 

semacam ini bukan sekedar sopan santun atau sesuatu yang 

bersifat formalitas saja.Kebiasaan demikian lebih betalian 

dengan masalah-masalah sosial yang lebih serius yaitu 

tindakan yang harus dilakukan dalam menjamin dan 

memenuhi tuntutan bagi kehidupan bersama. 
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Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma kebiasaan 

akan menimbulkan reaksi seluruh masyarakat. Besar kecilnya 

reaksi tergantung pada jenis/macam norma kebiasaan apa 

yang dilanggar. Pelanggaran norma kebiasaan yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban akan menimbulkan reaksi yang 

lebih serius dari pada kebiasaan lainnya. Reaksi tersebut 

merupakan tindakan spontan yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap si pelanggar. Bagaimana bentuk reaksi tersebut juga 

tergantung  pada masyarakat. Tidak ada lembaga resmi yang 

dapat menentukan bentuk sanksi yang perlu diberikan kepada 

si pelanggar norma kebiasaan. 

Hal ini berarti bahwa sanksi terhadap si pelanggar norma 

kebiasaan bersifat spontan, komunal, informal, dan tidak 

terorganisasi. Namun demikian bukan berarti sanksi norma 

kebiasaan lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pada 

norma hukum -- misal dalam dunia perdagangan, melanggar 

norma kebiasaan akam mendapatkan kesulitan dalam memberi 

nafkah, juga mereka yang melakukan suatu kesalahan bisa 

diharuskan meninggalkan kelompoknya – adalah lebih ringan 

dengan hukum denda misalnya adalah kurang bisa diterima 

oleh karena itu membedakan norma kebiasaan dengan norma 

hukum dari segi bearat ringannya sanksi adalah tidak 

benar/tidak dapat diterima. Jika norma kebiasaan datangnya 

dari masyarakat maka norma hukum ada yang dari masyarakat 

dan bisa juga dari Negara. Hukum yang berasal dari 
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masyarakat itulah biasanya disebut dengan hukum kebiasaan 

tidak tertulis. Dan dari Negara biasanya dalam bentuk hukum 

tertulis (Undang-undang dll). 

Pelanggaran terhadap norma hukum berbeda dengan 

pelanggar norma kebiasaan. Pelanggar norma hukum 

sanksinya sudah terorganisasikan, oleh karena itu sudah 

tersedia lembaga resmi yang sudah ditugasi menjatuhkan 

sanksi. Inilah yang membedakan hukum dan kebiasaan. 

4. Norma Hukum 

 Sebagian sarjana berpendapat bahwa hukum itu ialah 

aturan-aturan yang dibuat oleh Negara. Hukum selalu produk 

Negara.Pendapat yang demikian ini rupanya pendapat yang 

dipengaruhi oleh paham/aliran positivisme. Paham positivism 

menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa atau 

negara – pelopornya John Austin. 

 Pembatasan pengertian hukum secara tegasoleh John 

Austin (hukum adalah perintah penguasa) yang demikian ini 

disebabkan hanya karena ia ingin mendapatkan kejelasan 

mengenai pengertian hukum. Penulis-penulis sebelumnya 

selalu mengaburkan antara norma hukum dengan norma bukan 

hukum. John Austin memisahkan secara tegas antar norma 

hukum dan norma bukan hukum yang disebut etika. Menurut 

Austin batasan dari keduanya tersebut (norma hukum dengan 

norma bukan hukum) terletak pada ada dan tidak adanya 
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perintah penguasa. Jika nrma tersebut merupakan perintah 

penguasa maka norma tersebut adalah norma hukum. 

 Pendapat ini sampai sekarang masih banyak diikuti 

sehingga para sarjana memandang hukum tidak lain adalah 

norma yang dibuat oleh negara. Misalnya Bierstedt yang 

selalu mengkaitkan norma hukum dengan kekuasaan negara. 

Berbeda dengan Timasheff yang mengkaitkan hukum dengan 

tingkat kebudayaan masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum 

baru ada jika masyarakat telah mencapai suatu tingkat 

kebudayaan tertentu. Ia juga mengatakan bahwa tidak setiap 

masyarakat ada/mempunyai hukum. 

 Terhadap pendapat ini N. Apeldoorn kurang setuju. 

Menurut Apeldoorn bahwa hukum selalu terdapat pada setiap 

masyarakat.Ia cenderung mengidentikan hukum dengan 

norma sosial. Hal ini terbukti dari uraiannya tentang hukum 

dalam pergaulan hidup. Kiranya lebih tepat jika disebutkan 

bahwa pada setiap masyarakat terdapat norma sosial.  

Lawrence Friedman berpendapat lain. Ia mengatakan 

bahwa pada masyarakat yang belum kenal tulisanpun sudah 

dimungkinkan adanya hukum. Yang menentuka ada tidaknya 

struktur formal. Struktur formal tidak selalu dalam arti 

penguasa negara sebagaimana pandangan aliran positivisme. 

 Yang dimaksud struktur formal oleh L. Friedman 

termasuk didalannya pengertian seseorang atau kelompok 
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orang tertentu yang diberi wewenang untuk mengatur 

kehidupan masyarakat. Kewenangan tersebut mungkin 

diberikan oleh negara, tetapi mungkin pula merupakan 

kewenangan yang tumbuh secara otonom dari 

masyarakat.Struktur formal tersebut dapat berupa ketua adat 

atau penguasa masyarakat. 

 Dengan berpegang pada pandangan Friedman, suatu 

norma sebagai hukum apabila didalam penyelenggarannya 

(norma) ada campur tangan dari mereka yang mempunyai 

kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. 

 Pandangan ini member tempat terhadap keberadaan 

hukum kebiasaan yang sudah barang tentu hal ini tidak 

disetujui oleh penganut paham positivisme. Hukum kebiasaan 

tidak sama dengan kebiasaan, dua hal yang sering dikacaukan. 

Baik kebiasaan maupun hukum kebiasaan keduanya timbul 

dari masyarakat, akan tetapihukum kebiasaan merupakan 

karakteristik sebagai hukum yaitu didalam 

penyelenggaraannya memerlukan keterlibatan pihak yang 

mempunyai kewenangan dalam mengatur kehidupan 

masyarakat. 

 Dalam menjatuhkan sanksi bagi si pelanggar, pihak 

yang mempunyai kewenangan itulah yang 

melakukannya.Yang demikian ini tidak terdapat dalam 

kebiasaan. Sebagai contoh dalam msalah perkawinan, jika 
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masalah tersebut tidak memerlukan ikut campur pihak yang 

berwenang dan hanya bersifat upacara maka perkawinan 

tersebut merupakan kebiasaan saja. Namun jika disyaratkan 

adanya pengesahan di pihak yang mempunyai kewenangan 

dan dengan tanpa adanya pengesahan mengakibatkan 

perkawinan tidak sah dan anak-anak yang lahir juga tidak sah, 

maka perkawinan merupakan masalah hukum. 

 Hubungan antara norma agama,  norma moral, norma 
kebiasaan  dan norma hukum tak dapat dipisahkan. Norma-norma 
tersebut secara bersam ikut serta/ saling berkaitan untuk menciptakan 
suatu ketertiban didalam masyarakat.  Adanya norma agama, norma 
moral, norma kebiasaan, tanpa norma hukum belum cukup menjamin 
terciptanya ketertiban, sebab dalam ketiga norma tersebut tidak 
terdapat sanksi, ancaman yang dapat dipaksakan dari luar,  yaitu 
penguasa yang  berwenang (norma hukum). Dan juga disebabkan 
belum semua kepentingan masyarakat dilindungi oleh ketiga norma 
tersebut. 

 

 

A. Pengertian Hukum 

 Apakah hukum itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut 

tidak mudah. Berbicara mengenai pengertian hukum, orientasinya 

selalu pada definisi-definisi. Definisi memang penting untuk sekedar 

membantu memberikan pengertian pada orang yang baru mempelajari 

suatu ilmu pengetahuan. Namun permasalahannya mungkinkah kita 
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memberi definisi tentang hukum yang tepat danmencakup 

keseluruhannya, mengingat obyek/ruang lingkup dari hukum itu luas 

sekali, hampir meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan 

pada sisi lain definisi hanya berupa susunan beberapa deretan kalimat 

saja. 

 Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoornmengatakan bahwa “adalah 

tidak mungkin untuk memberikan definisi apakah hukum itu”. 

Definisi hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk 

mengadakannya sesuai dengan kenyataan. 

Lemaire dalam bukunya Hukum di Indonesia mengatakan 

bahwa “Hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapisan itu 

menyebabkannya tidak mungkin membuat suatu definisi apa hukum 

itu sebenarnya.” 

Mr. Dr. Kisch mengatakanoleh karena hukum tidak dapat 

dilihat/ditangkap oleh panca indra, maka sukarlah untuk membuat 

suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum. Prof. Sudiman 

menyatakan hukum adalah pikiran/anggapan orang tentang adil dan 

tak adil mengenai hubungan antar manusia. Grotius menyatakan 

bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang 

menjamin keadilan. Prof. Mr. E.M. Meyers menyatakan hukum ialah 

semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang 

ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang 

menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan 

tugasnya. 
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Adanya bebrapa macam definisi hukum yang diberikan oleh 

para sarjan diatas menunjukkan betapa sulitnyamembuat definisi 

hukum yang tepat dan memuaskan dan mencakup seluruh obyeknya. 

Hal tersebut diatas membuktikan tentang kebenaran ucapan 

Immanuel Kant yang mengatakan bahwa sejak +_ 200 tahun yang 

lalu masih saja para sarjana hukum mencari-cari suatu define tentang 

hukum. 

Meskipun definisi hukum yang tepat belum dapat dirumuskan 

namun sekedar dapat digunakan sebagai pegangan bagi orang yang 

belajar hukum dapat dikemukakan sebagai berikut: 

“Hukum adalah segala peraturan-peraturan baik tertulis atau 

tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan yang 

berlakunya dapat dipaksakan dan biasanya disertai dengan 

sanksi bagi yang membuatnya”. 

 

B. Masyarakat Hukum 

 Hukum digunakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan 

orang lain. Adanya masyarakat merupakan syarat mutlak bagi 

timbulnya hukum. Suatu masyarakat yang menetapkan hukum untuk 

dirinya sendiri selanjutnya mengikatkan diri pada hukum tersebut 

disebut masyarakat hukum. 

 

C. Tujuan Hukum 

 Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur 

tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Prof. Soebekti , S.H. 
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mengatakan hukum mengabdi pada tujuan negara yang pada 

pokoknya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. 

Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan 

dan ketertiban syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan 

kebahagiaan. Oleh Prof. Soebekti, S.H. ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dngan keadilan ialah suatu keadaan keseimbangan yang 

membawa ketentraman didalam hati orang dan jika diusik atau 

dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. 

 Mengenai keadilan ini Aristoletes mengatakan bahwa da dua 

macam keadilan yaitu keadilan yang bersifat distributif dan keadilan 

komutatif.Keadilan bersifat distributif artinya keadilan memberikan 

kepada setiap orang bagiannya sesuai dengan jasanya. Sedang 

keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap 

orang sama banyaknya tanpa memperhitungkan jasanya.  

 Sehubungan dengan tujuan hukum ada dua macam teori, yaitu 

teori etis dan teori utilities (Bentham). Teori Etis mengatakan bahwa 

tujuan hukum ini semata-mata hanya untuk keadilan. Menurut teori 

ini isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa 

yang adil dan apa yang tidah adil. Menurut van Apeldorn teori ini 

brat sebelah karena hanya memperhatikan keadilan saja, tidak cukup 

memperhatikan keadaan yang sebenarnya sehingga hukum hanya 

akan bertujuan memberikan tiap-tiap orang apa-apa yang patut 

diterima, hukum tidak membentuk peraturan-peraturan yang bersifat 

umum. Teori Utilitis mengatakan bahwa tujuan hukum untuk 

mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang-orang, 
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tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya 

pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini tidak memperhatikan pada 

unsur keadilan. 
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Sumber Hukum 

PAKET 4 

SUMBER HUKUM  

 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket keempat  ini difokuskan pada sumber 

hukum. Kajian dalam paket ini meliputi;  

1. Sumber hukum materil. 

2. Sumber hukum formil. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta 

konsep (mind map) tentang sumber hukum formil dan sumber 

hukum materiil serta menunjukkan perbedaannya. 

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD dan 

laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan untuk 

pemaparan dalam bentuk power point tentang sumber hukum 

formil dan sumber hukum materiil. 

   

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami sumber hukum formil dan 

sumber hukum materiil 

 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   
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Sumber Hukum 

a.    Mampu menjelaskan sumber  hukum  

b. Mampu Menyebutkan macam-macam sumber hukum formil 

dan sumber materiil 

c. Mampu membedakan sumber formil dan sumber hukum 

materiil 

 

3. Waktu 

2x50 menit 

 

4. Materi Pokok 

a. Sumber hukum 

b. Macam-macam sumber hukum materiil dan sumber hukum  

formil (Perundang-undangan,hokum kebiasaan/hukum adat, 

traktat, doktrin dan yurisprudens. 

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang sumber 

hukum  

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 4 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Sumber Hukum  
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Sumber Hukum 

2) Kelompok 2: Sumber  Hukum formil dan Sumber Hukum 

materiil 

3) Kelompok 3: Perbedaan sumber hukum formil dan materiil 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 

konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun Sistematika sumber hukum 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
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D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Sumber Hukum  

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

materiil formil 

 
1. Ekonomi  
2. Filosofis 
3. Sosiologis 
4. historis 

 
1. Per- UU-an 
2. Hokum kebiasaan atau 

hokum adat 
3. Doktrin 
4. Traktat 
5. Yurisprudensi 

Artinya bahan-bahan 
membuat hukum 
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk 

membangun pemahaman tentang sumber hukum formil dan 

sumber hukum materiil, subyek hukum, obyek hukum dan 

sekaligus mahasiswa diharapkan mampu membuat peta konsep 

perbedaan antara subyek hukum dan obyek hukum  melalui 

ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam 

bentuk mind maping.  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

  

G. Langkah Kegiatan 

Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

1. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

2. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

3. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

6. Berikan tanggapan/klasifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi  

 

SUMBER HUKUM 

 

Membahas sumber dari segala sumber hukum tidaklah selalu 

sama dan hubungan dengan sumber hukum.  

Dalam membahas sumber dari segala sumber hukum kita dapat 

meminjam teori dari Adolf Merkl yang dikembangkan lebih jauh oleh 

Hans Kelsen dalam bukunya Allgemeine Staatslehre dan Reine 

Rechtslehre mengenai apa yang disebut dengan Grondnorm atau 

norma dasar. Grondnorm atau disebut juga Ursprungnorm tersebut 

mengandung sekumpulan pengertian yang bisa diterangkan sebagai 

berikut : 

Norma hukum suatu derajat tertentu, diberi kekuatan hukum 

dan berlaku sebagai norma hokum oleh norma hukum derajatnya ada 

diatasnya lagi. Demikian selanjutnya sampai pemberi kekuatan yang 

paling puncak. Kekuatan puncak itu tak ada lagi yang member 

kekuatan. Dialah kekuatan sebagai sumber dari segala sumber norma 

hokum dan disebut Grundnorm. Grundnorm ( norma dasar) inilah 

yang menurut Hans Kelsen sebagai puncak pemberi kekuatan norma-

norma hukum dibawahnya. 

Dalam kehidupan tatanegara RI juga ada gambaran seperti pada 

teori Hans Kelsen tersebut sungguh pun tidak tepat sama. Yaitu 

gambaran sumber dari segala sumber hukum. Pada TAP MPRS No. 
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XX/1966 jo TAP MPR No. V/1973 ditetapkan filsafat dasar Negara 

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum. Ketentuan 

semua peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang ada diatasnya. Pancasila di Indonesia 

mempunyai kedudukan seperti dalam gambaran teori Hans Kelsen 

yaitu sebagai puncak norma hukum di Indonesia. 

Teori Hans Kelsen disebut Stufenbau theorie des Recht dan 

digambarkan seperti irisan melintang piramida. Dipuncak piramida 

terletak Grundnorm sebagai sumber dari segala sumber norma hukum 

tersebut. 

Sebagaimana gambar piramida semakin kebawah semakin besar 

mendekati dasar piramida itu. Ini mengandung makna bahwa apa 

yang dipuncak terkandung kekuatan dasar yang bersifat umum. 

Kemudian semakin menurun semakin luas kandungan norma 

hukumnya dan semakin lebih konkrit/nyata dan semakin khusus 

isinya. 

Gambaran tersebut dapat dinyatakan sbb : 

1) Grundnorm (norma dasar) = peraturan hukum tertulis UUD 

Di Indonesia : sumber dari segala sumber hukum= pancasila 

(filsafat dasar Negara ) 

2) Undang-Undang (di Indonesia 1945 ) 

3) Peraturan hukum lebih rendah. 

 

Di Indonesia gambaran tersebut lebih kelihatan nyata. Di 

puncak ada pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 
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Bersifat dasar umum dan filsafat bangsa dan Negara. Kemudian UUD 

dan peraturan hokum dibawahnya terdapat berbagai macam TAP 

MPR, kemudian berbagai UU yang semakin banyak. Kandungan-

kandungan peraturan yang nyata (UU Perkawinan, UU Peradilan 

agama, dsb). 

Dari teori tentang Grundnorm itu sangat mungkin banyak 

miripnya dengan teori tentang sumber dari segala sumber hukum di 

Indonesia. 

Pernyataan yang sering diajukan sampai dimana persamaan 

teori Grundnorm dengan sumber dari segala sumber hukum menurut 

pandangan bangsa Indonesia? Dimana pula letak perbedaannya? 

Permasalahannya adalah keduanya secara fungsional (kerjanya) 

merupakan sumber paling puncak (sumber hokum awal) dan sumber 

awal pemberi kekuatan peraturan hukum bawahan. 

Perbedaanya adalah dalam wujudnya yaitu Grundnorm 

berwujud UUD atau aturan hokum tertulis. Sedangkan sumber dari 

segala sumber hukum di Indonesia adalah filsafat dasar Negara 

Pancasila. 

Mengapa teori Grundnorm Hans Kelsen justru berupa hukum 

tertulis atau UUD? 

Hal itu disebabkan karena Hans Kelsen berpendapat pada 

hokum kodrat yang rasionalistis seperti yang dianut Hugo Grotius. 

Disana akal (ratio) sebagai sumber isinya hukum. Maka wujud aturan 

hukum yang bersumber dari akal (ratio) tidak lain mesti berupa 

aturan hukum tertulis. Dalam hal ini adalah Undang Undang Dasar. 
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A. Sumber Hukum 

Membahas sumber hukum agak berbeda dengan sumber dari 

segala sumber hukum ataupun bahasan tentang Grundnorm. 

Kalau sumber dari segala sumber kita membahas/satu 

ketentuan/satu peraturan/satu norma hukum. Di German Undang-

Undang german tetapi kalau di Indonesia adalah filsafat negara 

pancasila. Tetapi kalau membahas sumber hukum bisa lebih dari 

satu ketentuan/ peraturan hukum sebagai sumber hukum. Contoh 

peraturan pemerintah bersumber hukum dari Undang-Undang.  

Undang-Undang bersumber dari Undang Undang Dasar dst. 

Teori sumber hukum dapat saja diambil dari teori 

Grondnorm Hans kelsen. Memang satu-satunya yang merupakan 

sumber ilmu tradisional adalah teori tersebut. 

Sumber hukum ada dua macam : 

1. Sumber hukum materiil 

2. Sumber hukum formil 

 

1. Sumber hukum mareriil 

Materiil berarti isi/kandungan dalam arti bahwa sumber 

itu sebagai sumber bahan (mentah) untuk mengenal hukum 

atau sumber bahan untuk membentuk aturan hukum. Bahan-

bahan mentah dalam arti bahwa bahan itu bukan suatu 

peraturan suatu ukum itu sendiri. Ia masih bahan mentah perlu 
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diolah lebih lanjut. Misal bahan mentah masakan rendang 

terdiri dari merica, bawang, gula, garam, daging, dst. 

Setelah diolah barulah jadi rendang yang siap dimakan. 

Demikian bahan-bahan mentah untuk mengenal hukum dan 

bahan mentah untuk pembentukan suatu aturan hukum. 

Bahan-bahan mentah yang merupakan sumber hukum materiil 

tersebut terdapat dalam kehidupan masyarakat manusia baik 

pada masa silam atau masa kini. 

 Wujud bahan mentah sumber hukum materiil tersebut, 

adalah : 

a. Sumber hukum materiil kesejarahan (historis). 

b. Sumber hukum materiil kemasyarakatan 

(sosiologis) 

c. Sumber hukum msteriil kefilsafatan (filosofis) 

 

a. Sumber hukum materiil kesejarahan (historis) 

Dapat berupa sumber hukum di mana kita melacak 

hukum apa yang terjadi pada sejarah masa lampau. Ini 

bisa dengan cara meneliti piagam-piagam kuno, tulisan-

tulisan kuno. Misal piagam/tulisan di zaman Mjapahit, 

Mataram dsb. Biasanya pada bahan lontar, apada tulisan 

pada batu dengan huruf sansekerta,huruf jawa kuno dsb. 

Juga pelacakan tentang suatu peraturan hukum 

masa kini yang ternyata berasal dari sumber hukum masa 

lampau. Contoh isi kitab Undang-Undang Hukum Pedata 
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(BW Indonesia) kalau dilacak secara sejarah berasal dari 

Hukum Perdata dari Negara  Belanda, Hukum Perdata 

Belanda Berasal dari Code Civil (Hukum Perdata) 

Perancis. Hukum Perdata Perancis berasal dari Hukum 

Perdata Romawi. 

b. Sumber hukum materiil kemasyarakatan (sosiologis) 

Dalam masyarakat sering terjadi peristiwa atau 

gerakan ataupun gejola baik berupa politik, ekonomi, 

budaya dan sebagainya.  Missal tuntutan  guru yang 

minta diaki dan dilindungi oleh aturan hukum yang pada 

saat itu belum diciptakan. Misal tuntutan jam kerja 

tertentu.  Tuntutan upah yang memadai. Tuntutan cuti 

hamil bagi wanita yang mengandung. Jaminan hari tua 

dan seterusnya. Demikian gejolak bidang politik, 

ekonomi dsb. Kalau pemerintah mengabulkan tuntutan 

dengan membuat aturan hukum dengan tuntutan terebut 

maka gejolak/tuntutan itu merupakan sumber hukum 

materiil kemsyarakatan (sosiologis). 

c. Sumber hukum materiil filosofis/kefilsafatan 

Di sini apa yang menjadi sumber isinya suatu aturan 

hukum ? 

Sumber isinya suatu aturan hukum dibagi : 

1)   Aliran tehokratis, keagamaan adalah sabda Tuhan 

disini digambarkan sabda Tuhan merupakan sumber 

aturan hukum yang baik. Aturan hukum yang 
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bersumber dari sabda Tuhan akan merupakan aturan 

hukum yang baik. Ingat negara-negara agama. 

2)  Aliran hukum kodrat yang rasionalistis (memuja akal 

atau logika) menyatakan bahwa akal/nalar/fikir 

manusia adalah sumber isi aturan hukum yang baik. 

Pada hakikatnya aliran inikarena memuja akal mereka 

cenderung menghasilkan wujud aturan hukum yang 

tertulis. Undang Undang dianggapsatu-satunya 

hukum dalam negara. Pendukungnya antara lain Hugo 

Grotius. Akhirnya juga Hans Kelsen termasuk aliran 

ini. 

3)  Aliran historis yang diplopori oleh Von Savigny 

berpendapat lain lagi. Sumber isi aturan hukum itu 

adalh pandangan idup suatu bangsa. Kalau sumber itu 

diwujudkan menjadi aturan hukum cenderung wujud 

hukum tidak tertulis (bandingkan dengan hukum ada  

sebagai wujud pandangan hidup rakyat Indonesia). 

4) Sumber kekuatan mengikt dari hukum : 

Disini sumber dari atuan hukum sehingga aturan 

hukum itu mengikat manusia adalah Tuhan. 

Demikian dengan pandangan Hugo Grotius. 

 

 

2. Sumber hukum formil 
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Kalau kita membahas sumber hukum materiil kita 

membahas sumber hukum yang  merupakan bahan bahan 

mentah dari hukum. Jadi sumber hukum disitu merupakan hal-

hal yang tidak  berwujud aturan hukum. Untuk menjadi aturan 

hukum/atau mengenai (untuk mengenal) suatu aturan hukum 

perlu di “olah” dulu. Jadi pada umumnya sumber hukum 

materiil agar menjadi aturan hukum siap pakai harus melalui 

proses pengelolahan. 

Sedangkan kalau itu sumber hukum formil, sumber itu 

sudah berupa hasil olahan bahan mentah (sumber hukum 

materiil) tadi. Dengan kata lain sumber hukum formil adalah 

aturan hukum iu sendiri. Apeldoorm menyebut sumber hukum 

formil itu  sebagai causaefficiens dengan pengertian sumber 

hukum itu adalah sebab langsung berlangsungnya berlakunya 

hukum. 

Sumber hukum formil meliputi : 

a. Undang-undang dan perundang-undangan 

b. Hukum kebiasaan dan hukum adat 

c. Traktak dan perjanjian hukum 

d. Yuris prudensi dan presedents 

Konsisten batasan bahwa sumber hukum formil itu 

adalah causaefficiens yang mengandung pengertian bahwa 

pada tubuh sumber hukum itu sendiri sudah berlaku aturan 

hukum, maka dosen berpandangan bahwa sumber hukum 

formil itu adalah : 1. Undang-undang 2. Kebiasaan dan 3. 
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Traktat. Kiranya berbeda dengan dosen (penulis makalah ini). 

Appeldorn tidak memasukkan yurisprudensi  pada sumber 

hukum formil, di samping kurang konsisten pada batasan 

pengertian causa efficiens yang diketengahkannya sendiri. 

Baru pada bukunya kemudian apeldoorn menambahkan 

yurisprudensi sebagai sumber hukum formil. 

Namun kalau kemudian ajaran hukum juga dianggap 

sebagai sumber hukum formil, kiranya hal itu tidak tepat. 

Ajaran hukum tetap satu sumber hukum materiil. Juga ajaran 

(doktrin) itu dipakai sebgai putusan hakim, putusan itulah 

yang menjadi sumber hukum formil.sebagai contoh kebiasaan 

yang dianggapnya umber hukum formil, causa efficiens itu 

bukan humu. Maka tentunya bukan suatu hukum 

kebiasaanlahyang merupakan sumber hukum formil dan 

bukannya kebiasaan. 

Bukankah pada peraturan hukum pasal 3 A.B jelas di 

yatakan “ Gewoonte geft green reacht, dan Alleen Wanner De 

Daarop Verwijst” yang berarti kebiasaan bukanlah hukum 

kecuali undang-undang menunjukkannya. Ini sebabkan dunia 

hukum eropa kontinetal menggunakan  pandangannya/ ajaran 

yang menyatakan bahwa undang-undang adalah satu-satunya 

sumber hukum. 

Dalam hukum adat bangsa Indonesia pun kebiasaan 

bukan hukum. Adat pun bukan hukum. sahnya adat adalah 

317 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

hukum. Hukum kebiasaan saja adalah hukum. Kapan 

kebiasaan/ adat bisa menjadi hukum kebiasaan/hukum adat ? 

Ada dua syarat yangharus dipenuhi yaitu : 

a.  Bersifat materiil yaitu pemakaian tetap atau hal sesuatu 

yang berulang-ulang dilakukan. 

b. Syarat bersifat psikologis. Yaitu bahwa anggoa 

masyarakat yakin bahwa sesuatu (yang berulang-ulang 

tersebut) merupakan kewajibn hukum yang mengikat 

(opinioiuris necessitatis) 

 

Jadi selama kebiasaan/adat itu tidak memenuhi 2 

syarat tersebut ia bukan hukum kebiasaan/hukum adat. Ia 

tetap sebagai kebiasaan/adat yang bukan hukum. 

1. Masalah Undang-undang dan perundang-undangan. 

Undang-undang dapat diartikan : 

a. Undang-undang dalam artian luas. 

b. Undang-undang dalam artian sempit. 

a. Dalam artian luas menunjukkan pada semua 

peraturan/ketentuan negara(yang mengikat rakyat). Baik 

peraturan tingkat atas/rendah. 

b.  Dalam artian sempit jika peraturan itu memang 

dimaksud dibuat untuk berkedudukan sebagai undang-

undang tidak lebih dan tidak kurang.   

Sering juga disebut : 

1) Undang-undang dalam arti materiil. 
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2) Undang-undang dalam arti formil 

Dalam artian materiil jika dilihat isinya yang berupa 

ketentuan-ketentuan pemerintah yang mengikat anggota 

masyarakat. 

Dalam artian formil jika peraturan pemerintah itu 

bentuk dan prosedur/tatacara pembentukannya sesuai benar 

dengan bentuk dan tatacara pembentukan undang-undang. 

Misal yang disebut dalam undang-undang dalam UUD 1945 

jika peraturan hukum itu dibentuk oleh presiden dan DPR 

(pasal 5 ayat 1) 

 

juga sering dibahas dalam sejarah hukum tentang : 

a. Undang-undang bersifat tertutup. 

b. Undang-undang bersifat terbuka. 

Bersifat tertutup ika ada anggapan penguasa/penegak 

hukum bahwa undang-undang itu sudah lengkap sempurna. 

Tidak boleh ditambah-tambah lagi elalui penafsiran hukum. 

Ini diyakini oleh peradilan pada abad XIX. 

Bersifat terbuka manakalah undang-undang itu masih 

bisa ditafsirkan oleh para penegak hukum bahkan bisa 

ditambah manakala diperlukan sesuai perkembangan 

zamannya. 

Dalam hal perundang-undangan yang juga sumber 

hukum formil dimaksudkan disini segala peraturan hukum 

tertulis (kecuali undang-undang yang sudah disebutkan) yang 
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dibuat oleh pembentuk hukum baik di tingkat pusat atau 

ditingkat pemerintah daerah.   

 

2. Masalah hukum kebiasaan dan hukum adat. 

Sebagaimana telah disebut terlebih dulu keadaan 

hukum itu dalah sumber hukum formil. 

Sedangkan kebiasaan atau adat bukan sumber hukum 

pengadilan. 

Pelanggaran kebiasaan/adat tidak bisa diberikan sanksi 

hukum. Tetapi pelanggaran hukum kebiasaan/hukum ada 

diberi sanksi hukum. 

3. Masalah traktat dan perjanjian hukum. 

Traktat adalah perjanjian antar negara. Dasar 

mengikatnya adalah adagium yang menyatakan “pacta sunt 

servanda” artinya setiap perjanjian mengikat sebagai 

hukum bagi fihak-fihak yang membuatnya. 

Perjanjian hukum jual beli, sewa-menyewa, soal 

pemburuhan dan sebagainya merupakan hukum bagi yang 

membuatnya. 

Jika ingkar janji dapat dituntut dimuka pengadilan. 

Jadi bisa dimintakan kekuatan untuk diadili dimuka 

pengadilan. Jelaslah bahwa perjanjian hukum adalah hukum 

pula yang diciptakan oleh yang membuat perjanjian. 

4. Yurisprudensi dan precedent. 
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Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang 

sepatutnya ditiru oleh hakim kemudian dalam perkara yang 

sama. Yurisrudensi dengan demikian menjadi sumber 

hukum formil. Ia mengikat pada mereka yang terkena 

putusan hakim tersebut. Apa di hukum bayar ganti rugi, 

ataukah dihukum dsb terserah bunyi putusan hakim. 

Yurisprudensi ini terkenal di Eropa Kontinetal (Civil 

law system). Sebaliknya di negara-negara Angilo-Sexon 

(Inggris, Amerik Serikat, Ausralia dst) menggunakan ajaran 

The dictrin of precedent (asas stare decisis) yang 

menyatakan bahwa putusan hakim terdahulu harus di ikuti 

oleh hakim yang kemudian dalam perkara yang sama. 

 

 

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum 

disebut sumber hukum. Sumber hukum ada dua macam: 

a. Sumber hukum dalam arti materiil, yaitu bahan-bahan 

yang dapat digunakan untuk membuat hukum. 

b. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu dilihat dari 

bentuknya dan prosedur pembuatannya. 

Sumber hukum materiil bisa dari segi ekonomi, 

sosiologi dan filsafat, sejarah dll. 

Segi ekonomi bahwa  bahwa kebutuhan-kebutuhan 

ekonomi akan menimbulkan hukum. Misalnya jual-beli 

(hukum perdata) 
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Dari sejarah bisa menimbulkan hukum. Disini ada dua 

macam pengertian:  

a. Sejarah sebagai sumber pengenalan hukum, 

maksudnya orang bisa mengenal hukum, tahu tentang 

system hukum yang berlaku pada masa lalu. 

b. Sejarah sebagai sumber acuan bagi pembuatan hukum 

lebih lanjut/positif, misal code civil untuk hukum 

perdata, code penal untuk hukum pidana,code du 

commerce untuk hukum dagang,HO (Hinder 

Ordonanti) untuk undang-undang gangguan, dll. 

Dari segi sosiologi : peristiwa-peristiwa yang terdapat 

dalam masyarakat dapat digunakan sebagai sumber hukum. 

Misalnya, peristiwa kelahiran dapat menimbulkan hukum 

alimentasi (kewajiban orang tua terhadap anak), peristiwa 

kematian menimbulkan hukum  waris, peristiwa pernikahan 

menimbulkan hukum benda, dll. 

Dari segi filsafat :bahwa nilai yang hidup dalam 

masyarakat dapat untuk membuat hukum.Nilai-nilai yang 

ada dalam masyarakat yang bersifat universal dapat 

digunakan untuk membuat hukum, misalnya “Tepatilah 

janjimu” nilai ini berkembang dan tumbuh hidup dalam 

masyarakat, yang akhirnya dapat digunakan untuk 

membuat hukum azas penepatan janji, dalam hukum 

perdata khususnya dalam hukum perkanjian, nilai filosofos 
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ini menjadi hukum kalau orang melakukan perjanjian maka 

harus menepati janji dan seterusnya. 

Sumber hukum formal : 

a. Undang-undang 

b. Kebiasaan 

c. Yurisprudensi 

d. Traktat 

e. Doktrin 

Undang-undang ialah peraturan negara yang 

mempunyai  kekuatan hukum mengikat, diadakan dan 

dipelihara oleh penguasa negara. 

Undang-undang ada dua macam : 

1. Undang-undang dalam arti formil, dilihat dari cara 

pembuatannya disebut undang-undang. 

2. Undang-undang dalam arti materiil, isinya mengikat 

umum/setiap penduduk. 

Setiap undang-undang yang dibuat tidak dengan 

sendirinya berlaku, namun harus memenuhi beberapa syarat 

antara lain ialah harus sudah diumumkan dalam Lembaran 

Negara oleh menteri sekretaris negara. 

Kebiasaan bisa dilihat pada norma kebiasaan atau 

literature. 

Yurisprudensi ialah keputusan hakim yang digunakan 

sebagai dasar untuk memutus perkara yang sama oleh 

hakim kemudian. 
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Tidak semua putusan hakim dapat menjadi 

yurisprudensi. Yurisprudensi ialah putusan hakim yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

 

 

 

C.  Isi hukum dan hubungan hukum 

1. Isi hukum  

 Hukum menurut isinya diklasifikasikan menjadi dua 

macam. Yaitu privat/perdata dan hukum publik. Hukum privat 

mengatur kepentingan-kepentingan yang bersifat khusus, 

sedangkan hukum publik mengatur kepentingan-kepentingan 

umum. Klasifikasi hukum privat dan hukum publik 

berkonsekuensi terhadap adanya peraturan dan proses hukum 

yang berbeda. Hukum publik diatur oleh negara sepenuhnya, 

sedangkan hukum privat diserahkan kepada masing-masing 

individu dengan sedikit intervensi dari pemerintah.  

Hukum privat mencakup : 

a. Hukum perdata 

b. Hukum dagang 

c. Hukum privat internasional 

Hukum publik mencakup : 

a. Hukum Negara  

b. Tata usaha negara 
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c. Hukum antar Negara 

d. Hukum pidana 

e. Hukum acara 

 

2. Hubungan Hukum 

Hubungan hukum ( rectsveihouding ) sangatlah terkait 

dengan hukum. Kalau hukum, meminjam  pengertian L.J Van 

Apeldorn, adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa, maka 

hubungan-hubungan yang diatur hukum disebut hubungan 

hukum.   

Istilah hubungan hukum juga sering disebut dengan hukum 

subjektif. Hal itu karena hukum( kaidah/ peraturan ) tersebut 

dihubungkan dengan sesorang tertentu/objeknya tertentu. 

Kaidah-kaidah hukum yang berisi perintah, larangan, perkenaan 

itu ditujukan pada anggota masyarakat. Hukum  mengatur 

hubungan hubungan antara anggota masyarakat, antara subjek 

hukum.  Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi ; 

a. Kewenangan/ hak (Bevoegdheid) 

b. Kewajiban (Plicht) 

Unsur-unsur hubungan hukum : 

a. Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling 

berhadapan 

b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban 

tersebut 

c. Adanya hubungan antara hak dan pengemban kewajiban. 
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 Terdapat 3 jenis hubungan hukum : 

a. Hubungan hukum yang bersegi satu 

b. Hubungan hukum bersegi dua 

c. Hubungan antara “satu”subjek hukum dengan 

“semua”subjek hukum lainnya. 

 

D. Sumber Hukum 

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, 

dokumen, naskah, dsb yangdipergunakan oleh suatu bangsa sebagai 

pedoman hidupnya pada masa tertentu yang menimbulkan aturan 

atruran dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu 

apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas. 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Sedang 

faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum 

secara formal artinya ialah, dari mana hukum itu dapat ditemukan, 

dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau 

di mana hakim dapat menemukan hukum sebagai dasar dari 

putusannya. Pada umumnya para pakar membedakan sumber 

hukum ke dalam kriteria. Sumber hukum materiil dan Sumber 

hukum formal. 

1. Sumber hukum materiil  yakni sumber hukum yang 

menentukan isi kaidah hukum dan terdiri dari  

a. Pendapat umum 

b. Agama 

c. Kebiasaan 
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d. Politik hukum dari pemerintah 

2. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber darimana 

suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. hal ini 

berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan 

peraturan hukum itu berlaku. Seperti, UU, kebiasaan, 

jurisprudentie, traktat, dan doktrin.   Undang-Undang adalah 

suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat 

yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, 

Perpu dan sebagainya.  Kebiasaan adalah perbuatan yang 

sama yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal 

yang selayaknya dilakukan. Contohnya dat-adat didaerah 

yang dilakukan turun menurun telah menjadi hukum di daerah 

tersebut. Keputusan hakim (jurisprudensi) adalah keputusan 

hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama 

sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa 

selanjutnya.hakim sendiri yang membuat keputusan sendiri 

bila perkara itu tidak diatur sama sekali di dalam UU.  Traktat 

adalah perjanjian yang diakukan oleh dua Negara ataupun 

lebih. Perjanjian ini mengikat antara Negara yang terlibat 

dalam traktat. otomatis traktat mengikat warganegara dari 

Negara yang bersangkutan. 
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PAKET 5 

PEMBIDANGAN  HUKUM DAN JENIS-JENIS HUKUM  

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket kelima ini difokuskan pada 

pembidangan hukum dan jenis-jenis hukum. Kajian dalam paket 

ini meliputi;  

a. Pembidangan  hokum berdasarkan isinya, sifatnya, bentuknya 

dan waktu berlakunya hukum 

b. jenis hokum Publik dan Privat 

c. Hukum formil dan materiil 

d. Hukum positif (ius constitutum) dan ius constituendum.  

Paket ini sebagai pengetahuan tentang konsep hukum yang 

merupakan kelanjutan dari paket-paket sebelumnya, sehingga 

paket  ini merupakan paket  yang mempelajari pembidangan 

hukum dan jenis-jenis hukum. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan 

peta konsep (mind map) tentang pembidangan hukum ditinjau 

berdasarkan isi dari pada hukum, bahwa hukum dibedakan 

menjadi hukum public dan hukum privat. Yang termasuk hukum 

public antara lain adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur 

kepentingan umum ,misalnya : Hukum Tata Negara, hukum 

Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Pajak dll 
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Sedangkan yang termasuk hukum privat adalah hukum yang 

mengatur untuk kepentingan individu/privat. antara lain adalah 

hukum perdata, hukum waris,hukum perkawinan dll.Selain itu 

juga ditunjukkan peta konsep tentang jenis-jenis hukum 

berdasarkan sifatnya, bahwa hukum dibedakan hukum yang 

bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur, juga 

berdasarkan sifatnya hukum dibedakan menjadi Hukum tertulis 

dan tidak tertulis, berdasarkan cara pembentukannya hukum bisa 

ditinjau menjadi 2 yaitu hukum formil dan hukum materiil. Dan 

berdasarkan waktu berlakunya hukum yang berlaku saat ini (Ius 

contitutum) dan hukum yang berlaku pada masa yang akan 

datang atau hukum ideal (ius constituendum) .  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; 

pembidangan  hukum dan jenis-jenis hukum, hukum ditinjau 

berdasarkan isinya hukum public dan hukum privat, hukum 

ditinjau berdasarkan sifatnya hukum yang bersifat mengatur dan 

hukum yang bersifat memaksa, selain itu berdasarkan sifatnya 

hukum ada yang bersifat tertulis yaitu semua peraturan 

perundang-undangan bersifat tertulis, tetapi ada pula hukum yang 

bersifat tidak tertulis atau hukum adat yaitu hukum yang tumbuh 

dan hidup didalam masyarakat, pembidangan hukum ditinjau dari 

proses atau cara pembentukannya ada hukum formil yaitu hukum 

untuk melaksanakan hukum materiil atau hukum acara, sedang 
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hukum materiil yaitu hukum berisi aturan-aturan yang isinya 

perintah,larangan, dispensasi dan izin kalau dilanggar akan 

dikenakan sanksi                      

 B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1.Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami pembidangan hukum dan 

jenis-jenis hukum  

 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan pembidangan  hukum  

b. Mampu Menyebutkan jenis-jenis hukum  

c. Mampu menjelaskan dan membedakan hukum publik dan 

hukum privat 

d. Mampu menjelaskan dan membedakan  hukum formil dan 

hokum materiil 

e. Mampu menjelaskan dan membedakan hukum positif dan 

hukum ideal .  

 

3. Waktu 

2x50 menit 
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C. Materi Pokok 

1. Pembidangan hukum public dan hukum privat 

2. Pembidangan hukum formil dan hukum materiil 

3. Jenis hukum tertulis dan tidak tertulis 

4. Hukum positif dan hukum ideal 

5. Hukum domestic dan hukum internasional 

 

D. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang pembidangan, pengklasifikasian, 

penggolongan hukum, serta jenis-jenis hukum 

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 5 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Pembidangan hukum public dan hukum 

privat  

2) Kelompok 2: Penggolongan hukum fomil dan hukum 

materiil 

3) Kelompok 3: Hukum tertulis dan tidak tertulis 
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4) Kelompok 4: Hukum Positif (ius constitutum) hukum 

Ideal (Ius contituendum) 

5) Kelompok 5: Jenis-jenis  hukum : hukum domestic dan 

hukum internasional 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Menanyakan sesuatu yang belum paham atau 

menyampaikan konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Pembidangan hukum, 

pengklasifikasian hukum dan jenis-jenis hukum 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

 

E. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Ilmu Hukum  

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  
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Pembidangan Hukum 

Isinya 

Berdasarkan  

Sifatnya Bentuknya 

 

 

Waktu 
Berlakunya 

Berdasarkan 
Isinya 

 

 

Hukum 
Publik 

 
Hukum 
Privat 

 

HTN, Hukum Pidana, Hukum Pajak, 
Hukum Administrasi 

 

Hukum Adat, Hukum Waris, Hukum 
Perkawinan 

 

Berdasarkan 
Sifatnya 

 

 

Memaksa 

 

Mengatur 

 

Hukum Pidana 

 

Hukum Perdata 
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F. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang pembidangan hukum, penggolongan hukum, 

pengklasifikasian hukum dan jenis-jenis hukum melalui kreatifitas 

ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam 

bentuk mind maping.  

 

G. Bahan dan Alat 

Berdasarkan 
Prosedur 

Pembentukannya 

 

 

Hukum 
Formil 

 

Hukum 
Materil 

 

Hukum Acara Pidana 
dan Hukum Acara 

 

 
Hukum Pidana dan 

Hukum Perdata 

 

Berdasarkan Waktu 
Berlangsungnya 

 

 

Ius Constitutum 

 

Ius 
Constituendum 

 

Hukum 
Positif 

 

Hukum 
Ideal 
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LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

 

H. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klasifikasi dari presentasi kelompok lain! 

 

 

Uraian Materi 

PEMBIDANGAN HUKUM DAN JENIS-JENIS HUKUM 

 

Perkembangan hukum senantiasa mengalami perubahan yang 

sangat pesat, tidak hanya dilihat dari isinya, bentuknya, maupun 
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sifatnya, tetapi juga perubahan dan dinamika perkembangan hukum 

juga dalam bertambahnya jenis-jenis hukum yang ada. 

Tidak semua putusan hakim dapat menjadi yurisprudensi. 

Yurisprudensi ialah putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

A.  Pembagian Hukum Menurut Isinya 

a. Hukum Publik : hukum yang mengatur hubungan 

antara negara dan warga negaranya. 

b. Hukum Privat : hukum mengatur hubungan anatara 

orang yang satu dengan orang yang lain, atau antara 

subyek hukum yang dititik beratkan pada kepentingan 

perseorangan. 

 

B. Tujuan, Fungsi dan Azas Hukum 

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat 

yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan 

tercapainya ketertiban dalammasyrakat, diharapkan kepentingn 

manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya, hukum 

berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam 

masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memcahakan 

masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.  Sedangkan 

menurut hukum positif kita (UUD 1945) tujuan hukum sama 

dengan tujuan negara yaitu untuk membentuk suatu pembentukan 

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
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seluruh tumpah darah indonesia,dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia 

serta ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.   

Secara umum tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. 

2. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan 

itu tidak dapat diganggu. 

3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan 

manusia. 

Di samping tujuan hukum, fungsi hukum dalam kehidupan 

manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan 

masyarakat dimana hukum tersebut berada. Namun, secara garis 

besar fungsi hukum dapat diulihat sebagai sarana pengendalian 

sosial yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk 

mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. 

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah 

asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, 

pondamen. sedangkan menurut asas yang kedua adalah sesuatu 

kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau 

berpendapat.  Asas Hukum atau Prinsip Hukum bukanlah 

peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum 

sifatnya. Atau, merupakan latar belakang yang mendasari 

peraturan yang konkrit, yang terdapat di dalam dan di belakang 

316 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan 

dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam 

peraturan konkrit tersebut.  

  

C. Fungsi dan Pembagian azas hukum 

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yakni  

1. Asas hukum dalam, asas ini mendasarkan eksistensinya pada 

rumusan pembentukan undang-undang dan hakim (yang 

bersifat mengesahkan) dan mengikat para pihak. 

2. Asas dalam ilmu hukum, asas inihanya bersifat mengatur dan 

menjelaskan. Sedangkan asas hukum sendiri dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

3. Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan 

seluruh bidang hukum, seperti: asas bahwa apa yang lahir 

tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian 

sampai diputuskan yang lain oleh pengadilan. 

4. Asas hukum khusus, asas ini berfungsi dalam bidang yang 

lebih sempit, seperti dalam hukum pidata, hukum pidana dan 

sebagainya. Yang mana meerupakan penjabaran dari asas 

hukum umum. 

 

D.  Isi hukum dan hubungan hukum 

1. Isi hukum  
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 Hukum menurut isinya diklasifikasikan menjadi dua 

macam. Yaitu privat/perdata dan hukum publik. Hukum 

privat mengatur kepentingan-kepentingan yang bersifat 

khusus, sedangkan hukum publik mengatur kepentingan-

kepentingan umum. Klasifikasi hukum privat dan hukum 

publik berkonsekuensi terhadap adanya peraturan dan proses 

hukum yang berbeda. Hukum publik diatur oleh negara 

sepenuhnya, sedangkan hukum privat diserahkan kepada 

masing-masing individu dengan sedikit intervensi dari 

pemerintah. Hukum privat mencakup : 

a. Hukum perdata 

b. Hukum dagang 

c. Hukum privat internasional 

Hukum publik mencakup : 

a. Hukum Negara  

b. Tata usaha negara 

c. Hukum antar Negara 

d. Hukum pidana 

e. Hukum acara 

 

2. Hubungan Hukum 

Hubungan hukum ( rectsveihouding ) sangatlah terkait 

dengan hukum. Kalau hukum, meminjam  pengertian L.J Van 

Apeldorn, adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa, 

318 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

maka hubungan-hubungan yang diatur hukum disebut 

hubungan hukum.   

Istilah hubungan hukum juga sering disebut dengan 

hukum subjektif. Hal itu karena hukum( kaidah/ peraturan ) 

tersebut dihubungkan dengan sesorang tertentu/objeknya 

tertentu. Kaidah-kaidah hukum yang berisi perintah, larangan, 

perkenaan itu ditujukan pada anggota masyarakat. Hukum  

mengatur hubungan hubungan antara anggota masyarakat, 

antara subjek hukum.  Tiap hubungan hukum mempunyai dua 

segi ; 

a. Kewenangan/ hak (Bevoegdheid) 

b. Kewajiban (Plicht) 

Unsur-unsur hubungan hukum : 

a. Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling 

berhadapan 

b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan 

kewajiban tersebut 

c.  Adanya hubungan antara hak dan pengemban 

kewajiban. 

Terdapat 3 jenis hubungan hukum : 

a. Hubungan hukum yang bersegi satu 

b. Hubungan hukum bersegi dua 
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c. Hubungan antara “satu”subjek hukum dengan 

“semua”subjek hukum lainnya. 

E. Jenis-jenis hukum : 

Hukum Publik adalah Hukum yang mengatur hubungan 

antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara 

negara dengan warga negaranya, hukum publik terdiri dari: 

1. Hukum Tata Negara. 

yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan 

pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara 

alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara 

Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara 

(daerah-daerah swantantra).  

2. Hukum Administrasi Negara 

(Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata 

Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara 

menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-

alat perlengkapan negara. 

3. Hukum Pidana 

( Pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur 

perbuatanperbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana 

kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana 

cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.  

4. Hukum Internasional 

   yang terdiri dari Hukum Perdata Internasional dan 

Hukum PublikInternasional. Hukum Perdata Internasional, 
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yaitu hukum yang mengatur hubungan-hukum antara warga 

negarawarga negara sesuatu bangsa dengan warga negara-

warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. 

Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu 

hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu 

dengan negara-negara yang lain dalam hubungan 

internasional. 

 

Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang 

mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan 

orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada 

kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata.  

Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-

peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-

hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. 

Contoh: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. 

Hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-

peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan 

mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang 

mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan 

bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal 

disebut hukum acara. Contoh: hukum acara pidana dan hukum 

acara perdata. 
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Ius Constituendum adalah hukum yang dicita – citakan oleh 

pergaulan hidup dan negara, tetapi belum menjadi kaidah 

berbentuk undang – undang atau peraturan lain dan hukum yang 

diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contoh : RUU, 

RAPBN, RAPBD. 

 

Ius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang 

berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu 

daerah tertentu. Didalam ensiklopedi umum dijelaskan, bahwa ius 

constitutum merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara 

pada suatu saat. Ius constitutum  mencakup pengertian mengenai 

hukum yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-

undangan. Karakter dasar dari  ius constitutum  adalah adanya 

peraturan dasar (grandnorm) yang memayungi semua peraturan 

yang ada di bawahnya. Ius constitutum  ini merupakan hukum 

yang tertulis pada suatu negara, atau sering disebut dengan jargon 

hukum positif. Hukum yang telah dipositifkan, secara  de facto dan  

de jure  merupakan hukum yang berlaku di negara tersebut, serta 

padanya melekat daya memaksa bagi setiap warga negara untuk 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada tataran ini, ius 

constitutum belum secara penuh mempertimbangkan apakah 

hukum yang dipositifkan tersebut benar-benar merepresentasikan 

keinginan-keinginan, aspirasi hukum, dan nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat. Dengan demikian, masih terdapat ruang bagi 
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kemungkinan adanya pertentangan antara hukum tersebut dengan 

kebutuhan serta keinginan masyarakat. 

Hukum fakultatif adalah hukum yang mengatur dan bisa 

diartikan juga sebagai hukum pelengkap, maksudnya  dalam 

keadaan kongkret hukum tersebut dikesampingkan oleh perjanjian 

yang dilakukan oleh para pihak dan hukum ini tidaklah mengikat 

atau wajib ditaati. Sebagai contoh dalam pasal 119 KUH Perdata 

berbunyi : ”Mulai saat perkawinan dilangsungkan,demi 

hukum,berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami 

dan harta kekayaan istri,sekadar mengenai itu dengan perjanjian 

kawin tidak di adakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang 

perkawinan tak boleh di tiadakan atau di ubah dengan sesuatu 

persetujuan antara suami dan istri”.(di kutip dari).1 

Jadi, dalam hal ini sebenarnya kedua belah pihak dapat 

mengesampingkan peraturan ini,jika kedua belah pihak 

membuatpersetujuan-persetujuan lain yang sekiranya dapat 

membuat kedunya saling menyepakati persetujuan atau perjanjian 

tersebut.misalnya dengan membuat harta mereka terpisah satu 

sama lain,atau sebagainya. Dari pengertian di atas tentang hukum 

imperative (hukum yang memaksa) dan fakultatif (hukum yang 

mengatur),kata hukum yang memaksa dan mengatur sebenarnya 

merupakan istilah yang di gunakan oleh Belanda dalam 

membentuk Undang-undang,karena itulah istilah yang sangat tepat 

untuk menyebut ”hukum yang mengatur dan memaksa” sebagai 

1 Dasar-Dasar Ilmu Hukum” Ishaq SH.M Hum 
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ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan mengatur.hal ini 

sejalan dengan istilah bahasa inggris ”Mandatory Provision”untuk 

ketentuan yang bersifat memaksa,dan ”Directory Provision” untuk 

ketentuan yang bersifat mengatur. 

Hukum imperative adalah hukum yang memaksa, yang bisa 

di artikan juga merupakan hukum yang dalam keadaan kongkret 

harus dita’ati atau hukum yang tidak boleh di tinggalkan oleh para 

pihak dan harus diikuti. Ketentuan-ketentuan yang bersifat 

memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun 

hakim sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para 

pihak mengatur sendiri hubungan mereka.sebagai contoh adalah 

ketentuan pasal 913 burgerlijk wetboek indonesia yang berbunyi: 

”Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-

undangialah suatu bagian dari harta benda yang harus di berikan 

kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang 

terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan 

sesuatu,baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup 

maupun sebagai wasiat”.2 

 

Hukum ajektif  adalah serangkaian kaidah yang memberi 

petunjuk dengan jelas tentang bagaimana kaidah-kaidah materil 

dari hukum substantif ditegakkan. Maka keduanya adalah 

komplementer yang saling mengisi ini berarti pula bahwa hukum 

2 Pengantar Ilmu Hukum”Prof.Dr.Mahmud Marzuki SH.MS.LL.M 
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subjektif adalah hukum materil, sedangkan hukum ajektif adalah 

hukum formil. 

Hukum in abstracto dan hukum in concreto Peraturan hukum 

khususnya perundang-undangan mengatur segala macam masalah 

kemsyarakatan. Ada jual beli, waris mewaris dan ada pula 

pelanggaran hukum tentang penipuan, penggelapan, pembunuhan 

dsb. Semua yang mengatur hal itu formulasi dengan peraturan 

yang bersifat abstrak umum. Kadang-kadang pasalnya dimulai 

dengan ‘barang siapa mengambil barang/benda milik orang 

lain….” Pasal pencurian. Pasal/peraturan hukum itu tidak 

ditunjukkan pada orang tertentu tapi semua orang atau umum. Ini 

yang disebut peraturan hukum (misalnya undang-undang) bersifat 

umum-abstrak berlaku untuk umum siapapun. 

Karena itu disebut undang-undang bersifat abstraco. Terserah 

dimasyarakat akan timbul seorang mencuri maka hukum in 

abstraco itu seakan-akan menunjukkan “gigi/taringnya” menuju 

seorang yang mencuri tersebut. Disini pasal pencurian bersifat 

hukum in abstraco merubah diri menjadi hukum in concerto. 

Hukum in concerto karena konkrit mengenai seorang tertentu. 

Yang dibahas adalah bagaimana hukum in abstraco berubah 

menjadi hukum in concerto ? 

Sehingga putusan hakim yang bisa disebut hukum in 

concerto tersebut dapat tepat, bijak, adil and tidak melenceng 

sehingga mengandung kekeliruan/kehilafan hakim. 
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Peran hakim sungguh amat menentukan pada transformasi 

dari hukum in abstraco ke hukum in concerto itu. 

Sarana kepandaian hakim untuk menafsirkan perundang-

undangan sungguh sangat diperlukan. 
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PAKET 6 

KONSEP HUKUM 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket keenam ini difokuskan pada konsep 

hukum. Kajian dalam paket ini meliputi;  

1. Subyek hukum. 

2. Objek Hukum.  

Paket ini sebagai pengantar dari paket-paket sebelumnya, 

sehingga paket  ini merupakan paket untuk melengkapi paket-paket 

sesudahnya. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta 

konsep (mind map) tentang Konsep Hukum yang meliputi subjek 

dan objek hukum, Selain itu menunjukkan peta konsep tentang 

perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, peristiwa hukum dan 

bukan peristiwa hukum serta menunjukkan perbedaannya. 

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD dan 

laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan untuk 

pemaparan dalam bentuk power point tentang; Konsep Hukum 

yang meliputi subjek dan objek hukum, beberapa definisi dan 

pendapat ahli hukum. 

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami Konsep Hukum yang 

meliputi subjek dan objek hukum. 
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2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan konsep hukum  

b. Mampu Menyebutkan subjek dan objek hukum  

c. Menjelaskan peristiwa dan hubungan hukum 

d. Menyebutkan hak dan kewajiban dalam hukum  

3. Waktu 

2x50 menit 

4. Materi Pokok 

a. Konsep hukum 

b. Subjek dan objek hukum 

c. Hak dan kewajib 

d. Hubungan hukum 

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang konsep hukum  

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 6 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Konsep-konsep Hukum 

2) Kelompok 2: Hak Dan Kewajiban 

3) Kelompok 3: Peristiwa Hukum  
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4) Kelompok 4: Hubungan Hukum 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau 

menyampaikan konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Konsep Hukum secara runtut 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

 

 

D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Konsep Hukum. 

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

KONSEP-KONSEP HUKUM 

 

 

 

Konsep Hukum 
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk 

membangun pemahaman tentang konsep hukum melalui 

kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  

dalam bentuk mind maping.  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

G. Langkah Kegiatan 

Subyek Hukum 
(Pengemban/Pendukung Hak Dan 

Kewajiban) 

 

 

Obyek Hukum 

(Segala Benda Yang Dimiliki/Dikuasai 
Oleh Subyek) Hukum) 

 

Manusia 

(Naturlijk Person) 

 

Badan Hukum 

(Recht Person) 

 

Benda 
Berwujud 

(Material) 

 Gedung, mobil, 
dsb. 

 

Benda Tak 
Berwujud 

(Inmaterial) 

 Aliran listrik, 
molekul, dsb. 
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1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 

 

 

Uraian Materi 

KONSEP-KONSEP HUKUM 

 

A. Subyek Hukum dan Obyek Hukum 

 

a. Subjek Hukum 

Subyek hukum ialah segala sesuatu yang dapat 

mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum (pendukung 

hak dan kewajiban). Setiap pendukung hak dan kewajiban 

mempunyai kewenangan hukum. Subyek hukum adalah segala 

sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk 

bertindak dalam hukum. Kewenangan untuk bertindak yang 
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dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Dalam kehidupan 

sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum 

Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem 

hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum 

(perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, 

subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni 

manusia dan badan hukum. 

Contoh : Hak menagih piutang 

Hak untuk mengatur ganti rugi 

Hak berbicara dan berpendapat 

Kewajiban menyerahkan barang yang dibeli 

Kewajiban membayar ganti rugi 

Kewajiban membayar pajak dst. 

Subyek hukum ada dua macam: 

1. Orang/ manusia dengan kata lain orang/ manusia alamiah. 

Secara alamiah memang manusia bisa mempunyai 

hak atau kewajiban (Natuurlijk Person). Setiap manusia 

sejak lahir sampai meninggal dunia adalah subyek hukum. 

Ia mempunyai kewenangan hukum. Perampasan terhadap 

pendukung hak dan kewajiban mengakibatkan seseorang 

kematian perdata (missal perbudakan). 

Wenang hukum belum tentu cakap hukum. Setiap 

manusia wenang hukum tetapi belum tentu cakap hukum. 

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila ia telah 

dianggap cukup cakap untuk mempertanggung jawabkan 
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sendiri segala tindakan-tindakannya. Ada beberpa orang 

yang oleh hukum dianggap tidak cakap hukum, yaitu: 

• Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, atau 

belum menikah 

• Orang yang berada dalam pengampuan (curatele) yaitu 

orang yang sakit ingatan (gila), pemabuk, Pemboros, 

dan Istri yang tunduk pada pasal 110 KUH Perdata, 

yang sudah dicabut oleh SEMA No.3/1963. Kriteria 

dewasa seseorang berbeda beda, sesuai dengan hukum 

yang mengaturnya 

Kedua orang tersebut diletakkan dibawah 

curatele/pengampuan. Orang yang diletakkan dibawah 

curatele jika ingin melaksanakan hak dan kewajibannya 

harus melalui curatornya. 

Menurut Hukum Perdata Barat : 

1)   Dewasa untuk pria adalah 18 tahun 

2)   Dewasa untuk wanita adalah 15 tahun 

Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

1)   Dewasa untuk pria adalah 19 tahun 

2)   Dewasa untuk wanita adalah 16 tahun 

Menurut Hukum Islam : 

1)   Dewasa untuk pria apabila ia telah mimpi indah 

2)   Dewasa untuk wanita apabila ia telah haid. 

 
313 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

2. Badan Hukum, suatu badan yang berunsurkan manusia, 

organisasi, dan harta kekayaan yang juga punya hak dan 

kewajiban.  

Badan Hukum bisa berupa : 

1. Badan Hukum Publik, seperti Negara beserta bagian-

bagiannya (Propinsi, Kotamadya, Kabupaten) sering 

disebut Badan Hukum Kenegaraan. 

Ada empat teori yang digunakan sebagai syarat badan 

hukum untuk menjadi subyek hukum,Yaitu : 

a)    Teori Fictie 

b)   Teori Kekayaan Bertujuan 

c)    Teori Pemilikan 

d)   Teori Organ 

 

2. Badan Hukum Privat, seperti Perseroan Terbatas (PT), 

Yayasan, Koperasi, sering disebut Badan Hukum 

Keperdataan. 

Seperti halnya manusia/ orang dapat menuntut 

dan dituntut, menagih dan ditagih, demikian pula 

Badan Hukum dapat berbuat menuntut dan dituntut, 

menagih dan ditagih, dst. Jadi sama-sama mempunyai 

hak dan kewajiban. Badan Hukum tak beda dengan 

manusia, oleh karena itu sering disebut Badan Hukum. 

Seperti layaknya manusia bisa punya hak dan 

kewajiban (Recht Person).  
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1. Apakah yang dimaksud dengan Hak itu? 

Hak adalah kekuatan /kekuasaan daripada persona 

untuk boleh melakukan sesuatu. 

Contoh : Seorang yang telah membeli karcis 

bioskop, dia boleh masuk gedung untuk 

menonton bioskop. Tetapi bila ia tidak 

jadi menonton, ia tak bisa dipaksa untuk 

menonton. 

Jadi hakekatnya hak adalah : Kebolehan. 

Akibat Hukum : Tidak ada paksaan untuk harus 

menggunakan hak itu/ boleh menggunakan. Jadi 

tidak ada sanksi bila tak mau menggunakan hak.  

2. Apa kewajiban itu? 

Kewajiban adalah suatu peran daripada persona 

untuk harus melakukan sesuatu atau harus tidak 

melakukan sesuatu. 

Contoh : -   Penjualan menyerahkan barang yang 

dibeli seseorang. 

-   Pengendara sepeda motor harus 

memakai jalur sebelah kiri. 

-   Seseorang harus tidak melakukan 

pencurian. 

- Seseorang pedagang harus tidak 

membuat merk dagang sama dengan 

dagangan merk lain. 
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Hakekat kewajiban adalah keharusan. 

Akibat Hukum : Paksaan untuk berbuat/harus tidak 

berbuat. Kalau tidak, dia dapat dipaksa. Ada sanksi 

tertentu. 

 

Selanjutnya apa hubungan hak dan kewenangan 

(wewenang)? Apakah artinya sama? Ternyata 

keduanya hubungannya erat, tetapi dapat dibedakan. 

Wewenang bersumber pada hak, dari adanya hak 

lahirlah kewenangan. Hak seorang Dosen wenang 

mengajar, menguji, dst. 

Pertumbuhan dan kewajiban dalam sejarah 

tidak seketika mempunyai kedudukan atau nilai 

sama/sederajat. Keduanya tumbuh secara tidak 

seimbang, mula-mula di jaman penjajah/kolonial atau 

budak belian, hak dan kewajiban masing-masing 

berderajat tidak sama. Seseorang budak dapat 

berkewajiban terlalu berat dengan hak yang hampir-

hampir tidak dipunyainya. Seumpama timbangan, 

tidak seimbang bobot hak dan kewajibannya. Dilain 

fihak ada golongan yang haknya berlebih-lebihan, 

kewajibannya sedikit saja. Jadi semestinya hak dan 

kewajiban berasas neraca keseimbangan. Bobot hak 

semestinya sama dengan kewajiban. Takaran hak 

adalah kewajiban itu, jadi harus takaran yang sama. 
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Jadi peraturan hukum jika mengatur hak dan 

kewajiban seharusnya dalam takaran yang sama 

(seimbang). 

Apakah hak dan kewajiban itu timbul bersama-

sama, terjadi pada saat yang bersamaan? Pada 

dasarnya memang demikian, sebagai contoh seorang 

pengendara sepeda motor yang keluar rumahnya, dia 

berhak menggunakan jalur kiri, kalau ada lampu 

perempatan menyala merah, dia wajib berhenti, lampu 

hijau dia berhak berjalan. Jadi hak dan kewajiban 

saling jalin-menjalin bersama-sama. 

Apakah  ada hak tanpa kewajiban? 

Pada asasnya tidak ada, hal itu sesuai dengan 

asas keseimbangan hak dan kewajiban saling 

melengkapi. Ada hak dan ada kewajibannya juga. Jika 

ada hak yang kelihatannya tidak ada kewajiban, misal : 

hadiah. Penerima hadiah sepertinya tidak 

kewajibannya, tidak harus membayar harga hadiah, 

tetapi secara moral dia wajib mengucapkan terima 

kasih. Demikian pula tidak ada kewajiban tanpa hak, 

karena adanya kewajiban dari adanya hak tersebut. 

Semuanya itu setelah hak-hak asasi manusia 

menjadi piagam PBB dan hampir semua Negara 

memasukkan menjadi hukum positif di Negara 

masing-masing. 
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Tentunya masih harus diakui ada beberapa 

Negara yang belum mengeseimbangkan benar hak dan 

kewajiban dalam hak positif di negara-negara tertentu. 

Contoh : hal itu masalah hak dan kewajiban di Afrika 

Selatan (diskriminasi rasial) dan beberapa Negara 

dictator komunis. 

3. Segi Penting Penggunaan Hak dan Kewajiban 

1) Segi Penting Penggunaan Hak : 

a. Hak itu mempunyai kekuatan 

Mengandung maksud jika hak kita diambil 

orang, hak milik diserobot orang lain maka hak 

kita menjadi lemah. Hak itu sesungguhnya 

dapat kia gunakan, berhalangan kita gunakan 

sebab diganggu orang lain. Di sini hak tak 

mempunyai kekuatan. Jika hak itu kembali lagi 

kepada kita, maka kekuatan kembali pada hak 

kita itu. 

b. Adanya perlindungan hukum pada hak. Disebut 

pula proteksi hukum pada hak. Jika hak itu 

diakui dan diatur oleh hukum, maka hak itu 

dilegalisasi (legalisasi hak). Maka hak akan 

dilindungi oleh hukum. 

c. Adanya pembatasan hukum hak, disebut pula 

Restriksi dari hak. Hal itu terbatas. Tidak 

mutlak dan tak boleh digunakan secara salah. 
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2) Segi Penting Penggunaan Kewajiban 

a. Kepatutan/kewajiban dari kewajiban 

Kewajiban itu harus wajar dapat dilaksanakan. 

Seorang mengangkat beras, hanya wajar 

melaksanakan kewajiban jika ia mengangkat 

maximum 1 kwintal beras saja. Jika ia harus 

mengangkat 2 kwintal sekaligus ini namanya 

tidak patut/tidak wajar. 

b. Perlindungan Hukum/Proteksi 

Jika sudah melaksanakan kewajiban yang 

menjadi tanggung jawabnya, ia dilindungi 

hukum untuk tidak harus ditambah lagi 

kewajibannya.  

c. Pembatasan/Restriksi 

Kewajiban dibatasi untuk tidak merugikan 

orang lain yang berhak akan pelaksanaan 

kewajiban tersebut. 

d. Pengecualian 

Ada kewajiban yang sangat dilaksanakan-tidak 

dapat terlaksana karena suatu sebab bencana 

alam (gempa bumi taufan) maka kewajiban 

terpaksa tidak terlaksana. (Force Majeure = 

daya memaksa) untuk hal demikian kewajiban 

yang tidak terlaksana itu tak bisa diminta lagi 

dilakukan. 
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4. Mempunyai Hak Tidak Selalu Darurat 

Melaksanakan Hak 

Seorang mempunyai hak tapi belum tentu 

dia dapat menggunakan hak itu. Itu tergantung 

pada aturan hukum yang mengatur soal kedudukan 

anak, orang dewasa, orang tua, dst. Misal seorang 

bayi mendapat warisan. Ia mempunyai rumah 

(warisan) jadi dia berhak atas rumah tersebut, apa 

ia bisa berhak menjual? Dia tidak bisa menjalankan 

hak tersebut. Orang tua atau walinya yang berhak 

melaksanakannya. 

Contoh : seorang sakit ingatan punya rumah, apa ia 

berhak menjual? Dia harus diwakili pengampuan 

(Curator) untuk melaksanakan hak menjual rumah 

tersebut. 

Ada tiga subyek hukum yang mempunyai hak tapi 

tidak dapat menjalankan hak, yaitu : 

a. Anak-anak (diwakili orang tua/walinya) 

b. Pemboros (diwakili pengampunya) 

c. Sakit ingatan (diwakili pengampunya) 

 

5. Apakah sumber hak dan kewajiban itu 

a. Perundang-undangan 

b. Hukum Adat/hukum kebiasaan 
320 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

c. Perjanjian  

d. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) 

 

6. Asal muasal dihubungkan dengan hak kebendaan 

Ada dua asal hak yaitu : 

1. Hak Asli (Hak Orginair) 

2. Hak Turunan (Hak Derivatif) 

Contoh : 

1. Hak Asli : Hak yang berasal dari suatu benda 

alam (benda bebas) yang semula belum pernah 

dikuasai oleh subyek hukum, baru kemudian 

dikuasai oleh subyek hukum tertentu. 

Misal : seorang memikat burung terkukur di 

hutan kemudin dimiliki burung itu sebagai hak 

Orginair (hak asli) orang tersebut. 

2. Hak Turunan : Hak yang berasal dari hak 

originair disebut hak turunan (hak Derivatif). 

Misal : pemilik burung tekukur itu menjual 

burung tersebut pada seseorang itu mempunyai 

Hak Turunan (Hak Derivatif). 

 

Soal hak originair dan hak derivatif itu 

terbatas/tergantung pada batas-batas kenegaraan 

atau kekuasaan negara tertentu. 
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Sebagai misal : Ikan di lautan teritorial negara RI, 

adalah hak originair negara bangsa Indonesia. 

Pelaut asing untuk dapat mempunyai hak originair 

ikan-ikan di lautan teritorial di Indonesia, harus 

ada ijin pemerintahan RI terlebih dahulu. 

 

7. Hak Kebendaan dan Hak Atas Orang. 

Hak kebendaan adalah hak seseorang terhadap 

benda tertentu. 

1. Asasnya hak kebendaan itu mengikuti kemana 

saja benda itu berada dan dapat menuntut 

benda itu ditangan siapapun benda itu berada 

(Asas Ius In re). 

Contoh : Jam tangan seseorang tertinggal 

distadion olah raga. Orang itu tetap 

mempunyai benda tersebut dan haknya 

mengikuti benda itu berada atau ditangan 

siapapun jam itu dikuasai orang lain. Ia tetap 

dapat menuntut jam itu kembali padanya. 

2. Hak Atas Orang (Hak menuntut orang bukan 

bendanya).  

Jika subjek hukum belum mempunyai hak milik 

atas suatu benda, maka ia paling-paling hanya 

mempunyai hak atas orang.  
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Contoh : Seseorang calon pembeli 

sepakat dengan calon penjual, akan jual beli 

almari, pembeli menyatakan lusa akan datang 

membanyar harga almari yang harganya telah 

disepakati/disini pembeli belum mempunyai 

hak milik atas almari tersebut. Saat itu baru 

dibayar uang panjarnya saja. Jika besok harinya 

almari dijual pada orang lain oleh pemiliknya, 

calon pembeli itu tak mempunyai hak atas 

benda almari tersebut. Biasanya hak 

tuntutannya bisa berupa ganti rugi pembayaran 

uang, tetapi almarinya sendiri tak bisa dituntut. 

Karena calon pembeli itu belum mempunyai 

hak kebendaan atas almari tersebut. Asas hak 

atas orang adalah ius ad rem Hak menuntut 

pada orang tertentu mengenai ganti rugi, 

karena merasa dirugikan. 

8. Sifat Hak dan Kewajiban 

Bersifat menebal dan menipis. Tergantung 

sebab hak-hak pada seseorang itu menebal (karena 

umur, kedewasaan, hak yang ditetapkan undang-

undang). Dapat menipis (karena hukuman, sitaan, 

perampasan dsb). Namun dinyatakan, apapun 

hukuman itu dijatuhkan hak itu tak dapat 

dihapuskan/dihilangkan. Hal ini ditetapkan pada 
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pasal 3 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tak 

satupun hukuman dapat melenyapkan hak 

seseorang. Jika seseorang dipidana mati sekaligus, 

hak-hak itu tetap tidak ikut lenyap, melainkan hak 

itu berpindah pada orang lain (ahli warisnya). 

Misalnya: hak menagih uang pada orang lain, dapat 

diteruskan pada ahli warisnya. 

Secara prinsipel badan hukum berbeda 

dengan manusia pribadi. perbedaan tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1) Manusia pribadi adalah makhluk ciptaan tuhan, 

sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan 

manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat 

dibubarkan oleh pembentukannya. 

2) Manusia pribadi mempunyai kelamin sehingga 

ia dapat kawin. dapat beranak, sedangkan 

badan hukum tidak. 

3) Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris 

sedangkan badan hukum tidak dapat. 

 

b. Objek Hukum 

Obyek Hukum ialah benda atau segala sesuatu 

yang dapat digunakan oleh subyek hukum dan yang dapat 

menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena hal itu 

dapat dikuasakan oleh subyek hukum. Obyek hukum 
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merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek 

hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan 

hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun 

hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Jenis objek 

hukum yaitu berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata 

disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni 

benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan 

benda yang bersifat tidak kebendaan 

(Immateriekegoderan). 

Menurut hukum benda dapat dibagi menjadi dua 

golongan besar: 

a. Benda bergerak 

b. Benda tak bergerak 

Pembagian benda yang demikian ini penting bagi hukum 

sebab mempunyai aturan-aturan hukum sendiri. 

c. Peristiwa Hukum 

Peristiwa hukum, adalah pelbagai kemungkinan 

dari perbuatan, hubungan dan kejadian yang alamiah-

kodrati yang diatur oleh aturan hukum yang menimbulkan 

akibat hukum tertentu. 

Jadi dengan demikian peristiwa hukum dapat berupa : 

a. Perbuatan Hukum 

Yaitu suatu perbuatan baik dilakukan atau 

tidak dilakukan yang diatur oleh aturan hukum 

sehingga menimbulkan akibat hukum.  
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Contoh: perbuatan yang dilakukan seperti membeli, 

menyewa, menipu, mencuci dsb.  

Perbuatan yang tidak dilakukan seperti ibu 

yang tidak memberi minum ASI pada bayinya 

sehingga mati, penjaga palang KA yang tidak menutup 

palang sewaktu KA lewat dsb.  

Akibat hukum suatu akibat yang berupa 

tuntutan hukum bila perbuatan atau apabila tidak 

berbuat sesuatu itu terjadi sungguh-sungguh. 

Akibatnya dapat dihukum bagi yang bersangkutan.  

b. Hubungan Hukum  

Yaitu hubungan antara subjek hukum dengan 

subyek hukum lainnya atau hubungan sebyek hukum 

dengan objek hukumnya, yang diatur oleh aturan 

hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.  

Contoh: subjek hukum dengan subjek hukum dalam 

hubungan jual beli, subjek hukum dengan objek 

hukum, seorang mempunyai hak milik tanah. 

Apeldoorn tidak setuju hubungan yang terakhir ini 

karena benda adalah tetap sekedar objek hukum. 

Padahal sesuai asas ius in re hubungan hukum itu 

begitu dilindungi hukum karenanya tak bisa 

diputuskan begitu saja.  

c. Kejadian Alamiah-Kodrati  

326 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

Yaitu kejadian yang alamiah-kodrati yang diatur oleh 

hukum  

Contoh : kelahiran anak, kedewasaan dan kematian 

seseorang semua diatur hukum dan punya akibat 

hukum tertentu. Misal kematian berakibat hukum hak 

waris bagi ahli-warisnya. 

 

Peristiwa hukum di bagi 2 yaitu  

1.   Karena perbuatan subjek hukum ( manusia atau badan 

hukum ) 

2.   Karena bukan perbuatan subjek hukum.  

Menurut hukum, peristiwa hukum dibagi menjadi dua 

yaitu : 

1.   Peristiwa hukum bersegi satu, ialah peristiwa hukum 

yang hanya ditimbulkan oleh satu pihak saja. Contoh : 

pembuatan surat wasiat, pemberian hibah. 

2.   Peristiwa hukum bersegi dua, ialah peristiwa hukum 

yang ditimbulkan oleh dua pihak atau lebih. Contoh : 

perjanjian, perikatan. Peristiwa hukum, memuat ciri-

ciri peristiwa yang dalam dirinya membawa serta 

akibat-akibat hukum yang ditautkan pada peristiwa itu 

oleh hukum positif. 

Contoh Peristiwa Hukum di antaranya, Peristiwa 

transaksi jual beli barang. Pada peristiwa ini terdapat 

akibat yang diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak 
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dan kewajiban, sebagaimana pasal 1457 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ”Jual beli 

adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan”.   
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PAKET 7 

URGENSI ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN KEKUATAN 

HUKUM YANG MENGIKAT 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket ketujuh ini difokuskan pada urgensi 

ilmu hukum sebagai landasan kekuatan hukum yang mengikat. 

Kajian dalam paket ini meliputi;  

1. Urgensi ilmu hukum. 

2. Landasan kekuatan hukum. 

3. Kekuatan peraturan tetap  

Paket ini sebagai kelanjutan dari paket-paket sesudahnya, 

sehingga paket  ini merupakan paket penting yang patut 

diketahui. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta 

konsep (mind map) tentang Urgensi Ilmu hukum sebagai landasan 

kekuatan hokum yang mengikat, diantaranya akan dipaparkan 

mengenai urgensi ilmu hukum dan landasan kekuatan hukum 

yang mengikat.  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang urgensi ilmu 

hukum dan landasan kekuatan hukum, beberapa definisi tentang 

kekuatan peraturan tetap, penafsiran hukum dan pelopornya.  
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B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan 

rasional mengenai urgensi ilmu hukum. 

 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan urgensi ilmu hukum  

b. Mampu Menyebutkan penafsiran hukum  

c. Menjelaskan landasan kekuatan hukum 

d. Menerangkan kekuatan peraturan tetap  

 

3. Waktu 

2x50 menit 

 

4. Materi Pokok 

a. Urgensi ilmu hukum 

b. Landasan kekuatan hukum  

c. Kekuatan peraturan tetap  

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang urgensi ilmu hukum  
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b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 7 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Urgensi ilmu hukum 

2) Kelompok 2: Landasan kekuatan hukum 

3) Kelompok 3: Kekuatan peraturan tetap 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau 

menyampaikan konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Urgensi Ilmu Hukum Sebagai 

Landasan Kekuatan Hukum Yang Mengikat 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
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E. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Penafsiran Hukum  

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang penafsiran hukum melalui kreatifitas 

ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam 

bentuk mind maping.  

URGENSI ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN 

KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT 

 

Urgensi ilmu 

hukum 

 

Teori kedaulatan negara 

Landasan 
kekuatan hukum 

Kekuatan 

peraturan tetap 

 

Teori perjanjian 

Teori teokratis 

Teori kedaulatan hukum 
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G. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

H. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

 

URGENSI ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN KEKUATAN 

HUKUM YANG MENGIKAT 

 

A. Urgensi Ilmu Hukum 

Dimana ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari segala 

sesuatunya dengan hukum. Tujuan dari hukum adalah untuk 

melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada. Urgensi 

adalah suatu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat 

penting atau juga pentingnya sesuatu. Pada prinsipnya, hukum 

merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk 

menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang.   

Di dalam pembelajaran Ilmu Hukum, kita membutuhkan 

sifat urgensi. Kenapa? Karena dengan memiliki rasa urgensi 

terhadap Ilmu Hukum kita bisa memiliki rasa yang dinamakan 

kebutuhan atau kepentingan akan hal tersebut. Mengapa hal itu 

menjadi penting? Itu dikarenakan dengan adanya Ilmu Hukum 

kita bisa mempelajari dan mengetahui semua seluk beluk dari 

hukum yang berlaku di Indonesia.  

Disinilah kita harus memiliki rasa urgensi terhadap Ilmu 

Hukum, kita harus memiliki rasa pentingnya mempelajari itu 
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semua, pentingnya untuk mempelajari itu semua. Dengan urgensi 

yang nyata dan bersifat positif akan menimbulkan kekuatan yang 

besar. Karena urgensi secara alami akan mengarahkan kita agar 

bersikap waspada terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada 

kehidupan ini, terutama pada hukum yang sudah diatur di dalam 

UU 1945. 

 

B. Landasan kekuatan hukum 

Pengertian Landasan Hukum, kata landasan dalam hukum 

berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu 

kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut 

ditaati, hukun itu berarti memaksa atau memerintah. Hukum atau 

aturan baku diatas tidak selalu dalam bentuk tertulis. Hukum 

sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang 

atau disuruh untuk dilakukan. Pada prinsipnya kaidah-kaidah 

hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, 

hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa yang 

sengaja dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan 

orang dan subyek hukum lain ditengah-tengah masyarakat, 

Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa 

atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang 

memiliki akibat hukum.  

Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai 

tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertentu (dasar hukum). Undang-undang Dasar 1945 
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adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Ia mendasari 

semua perundang-undangan yang ada yang muncul kemudian. 

Maka dari itu dimana dikatakan bahwasannya ilmu hukum ada 

keterkaitannya dengan landasan hukum yang mengikat karena 

adanya UU 1945 tersebut, yang saling berhubungan dimana 

hukum yang berlaku berisi di teks Perundang-undangan 1945 itu. 

Dimana didalamnya berisikan nilai-nilai yang melekat pada 

hukum, seperti : nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai 

kemanfaatan.  

Jadi urgensi ilmu hukum terhadap Ilmu Hukum bertujuan 

memiliki rasa yang dinamakan kebutuhan atau kepentingan akan 

hal tersebut. dengan adanya Ilmu Hukum kita bisa mempelajari 

dan mengetahui semua seluk beluk dari hukum yang berlaku di 

Indonesia dengan sistem paksaan dengan keterkaitannya dengan 

landasan hukum yang mengikat, karena adanya UU 1945 yang 

telah dibentuk, dan memiliki nilai-nilai yang mengikat saling 

terhubungkan.  

 

C. Kekuatan Peraturan Tetap 

Mengapa hukum ditaati oleh anggota masyarakat? 

Seseorang/anggota masyarakat tunduk/taat pada hukum 

pada dasarnya bukan semata-mata takut pada sanksi. 

Ada bebrapa teori kenapa seseorang taat pada hukum: 

a. Teori teokratis  : karena hukum berasal dari 

Tuhan. 
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b. Teori perjanjian  : karena hukum perupakan 

perjanjian antara negara dan masyarakat. 

c. Teori kedaulatan negara : Karena negara 

pemegang kekuasaan. 

d. Teori kedaulatan hukum 
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PAKET 8 

URGENSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket kedelapan ini difokuskan pada 

konsep hukum. Kajian dalam paket ini meliputi;  

1. Unsur-unsur hukum;   

2. Keberadaan hukum di masyarakat; 

3. Norma-norma di masyarakat;  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam 

masyarakat.  

Paket ini sebagai kelanjutan dari paket 7, sehingga paket  ini 

merupakan paket untuk melengkapi paket-paket sesudahnya. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta 

konsep (mind map) tentang Urgensi Hukum Dalam Kehidupan 

Bermasyarakat yang meliputi Unsur-unsur hukum, Keberadaan 

hukum di masyarakat, Norma-norma di masyarakat, Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat, Selain itu 

menunjukkan peta konsep tentang Urgensi Hukum Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat. 

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; Urgensi 

Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat yang meliputi Unsur-

unsur hukum, Keberadaan hukum di masyarakat, Norma-norma di 
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masyarakat, Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam 

masyarakat. 

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1.Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan rasional 

mengenai Urgensi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat. 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan unsur-unsur hukum 

b. Mampu Menyebutkan norma-norma hukum di 

masyarakat  

c. Menjelaskan keberadaan hukum di masyarakat 

d. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum 

dalam masyarakat  

 

3. Waktu 

2x50 menit 

4. Materi Pokok 

a. Unsur-unsur hukum 

b. Keberadaan hukum di masyarakat 

c. Norma-norma hukum di masyarakat  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam 

masyarakat 
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C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang Urgensi Hukum Dalam Kehidupan 

Bermasyarakat 

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 8 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Unsur-unsur hukum 

2) Kelompok 2: Keberadaan hukum di masyarakat 

3) Kelompok 3: Norma-norma hukum di masyarakat 

4) Kelompok 4: Faktor-faktor yang mempengaruhi 

hukum dalam masyarakat 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau 

menyampaikan konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Urgensi Hukum Dalam Kehidupan 

Bermasyarakat secara runtut 
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c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

 

D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Urgensi 

Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat 

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgensi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat 

 

Unsur-unsur 
hukum 

Keberadaan hukum 
di masyarakat 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi hukum 

dalam masyarakat 

Norma-norma di 
masyarakat 

Norma agama 

Norma sopan 
t  

Norma kebiaan 

Norma hukum 

Norma kesusilaan 
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk 

membangun pemahaman tentang Urgensi Hukum Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat melalui kreatifitas ungkapan ide dari 

anggota kelompok yang dituangkan  dalam bentuk mind maping.  

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

 

URGENSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN 

MASYARAKAT 

 

Sebelum kita membahas tentang Urgensi Hukum Dalam 

Kehidupan Bermasyarakat, perlu kita dalami terlebih daluhu bahwa 

hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup atau 

bermasyarakat. Karena hal ini dapat dilihat dari ketertiban, 

ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam sosialisali 

masyarakat, karena hukum  menentukan hak dan kewajiban serta 

mengatur dan melindungi kepentingan individu dan kepentingan 

sosisal. Dalam hal ini adapun fungsi hukum  dalam kehidupan 

masyarakat seperti; menertibkan masyarakat dan pengaturan 

pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan 

mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan 

kekerasan, memelihara dan mempertahankan  hak, mengubah tata 

tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan 

masyarakat, serta memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. 

Selain itu juga fungsi hukum sebagai sarana ketertiban dan 

ketentraman dalam  masyarakat dan juga sebagai sarana untuk 

mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. 

Keluarga adalah bentuk masyarakat yang paling kecil, di 

dalam keluarga diperlukan adanya aturan-aturan, oleh karena itu di 

dalamnya harus ada hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para 

312 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

anggotanya. Demikian pula di dalam bentuk masyarakat yang lebih 

besar, di dalamnya diperlukan hukum untuk mengatur dan 

mempertahankan sistem pergaulan hidup anggota-anggotanya. 

Keberadaan hukum di dalamnya adalah sebagai peraturan yang 

bersifat umum dimana seseorang atau kelompok secara keseluruhan 

ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya. Masyarakat sebagai 

suatu sistem pergaulan hidup manusia, pasti memiliki sistem hukum 

walaupun dalam bentuk yang paling sederhana. 

Pada prinsipnya masyarakat mengalami perkembangan, 

maksudnya semula masyarakat sederhana kemudian berkembang 

menjadi semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tadi pasti 

dibarengi dengan timbulnya hukum yang dalam perkembangan pula. 

Dalam kondisi seperti ini berarti perkembangan kehidupan 

masyarakat diikuti perkembangan hukum yang berlaku di dalamnya, 

bahkan dapat terjadi keduanya saling mempengaruhi dan satu sama 

lain saling menyempurnakan. Perkembangan masyarakat yang dapat 

menimbulkan perubahan di bidang hukum atau sebaliknya, keadaan 

tersebut erat dengan pergaulan hidup setiap orang yang memiliki 

kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. 

Dan sebagai hukum, aturan sebagai kaidah hidup dalam 

pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau 

sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Dalam 

kehidupan sosial, hukum memilki tujuan dan maksud yang sangat 

ideal, realistik dan positif, Menurut Soedjono, D.SH. 
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Dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan 

manusia bisa senantiasa berlanggaran satu sama lain. Maka tujuan 

hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Akan 

tetapi justru karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, 

maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan 

penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta 

mengabaikan kepentingan-kepentingan orang yang lain. Karena 

bukanlah perlindungan sepenuhnya dari kepentingan orang yang satu, 

berarti pengabaian kepentingan orang lain sebagian atau seluruhnya. 

Jadi penjagaan kepentingan ini terpaksa mencari jalan yang 

menengah, sehingga mencapai kompromi. Hukum itu mencari jalan 

untuk memecahkan soal ini, yakni dengan mempertimbangkan 

seteliliti-setelitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, 

sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan 

usahanya pada penyelesaian masalah tadi dengan cara adil, ialah 

suatu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara 

kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan sehingga masing-

masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima 

yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak. 

Hukum juga menjamin adanya kepastian bagi anggota masyarakat 

terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya. Sebagai bukti 

semakin sempurnanya peranan hukum yakni sebagai “tool of social 

engineering” maksudnya hukum lebih di arahkan sebagai sarana 

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan–peraturan hukum 

tersebut dapat berupa hukum yang mengatur (anvullen rich/regelan 
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recht) atau hukum yang bersifat memaksa (dwingen recht) seluruh 

anggota masyarakat untuk tunduk, patuh dan mentaatinya. 

Pada umumnya supaya fungsi hukum dapat terlaksana dengan 

baik, para pelaksana penegak hukum tentunya dituntut kemampuan 

untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seninya 

tersendiri, dengan cara menafsirkan hukum sedemikian rupa yang 

disesuaikan dengan keadaan dan posisi pihak-pihak. Bahkan bila 

perlu hukum dapat diterapkan dengan analogis atau menentukan 

kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta 

penghalusan hukum. Selain itu pula hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah faktor pelaksana penegak hukum, karena yang dibutuhkan 

dalam menegakkan hukum adalah kecekatan, ketangkasan dan 

keterampilannya. Disamping fungsi hukum yang perlu diketahui pula 

adalah tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan 

masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan 

dengan tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat 

dan diharapkan kepentingn manusia akan dapat  terlindungi dalam 

mencapai tujuannya. Karena fungsi hukum adalah membagi hak dan 

kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat dan juga membagi 

wewenang serta mengatur cara memecahkan masalah hukum. 

Tidak hanya itu, tujuan serta fungsi hukum dalam kehidupan 

manusia yang semakin terus berkembang dengan sejalannya 

perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Dan 

secara  garis besarnya  fungsi hukum sebagai sarana pengendalian 

sosial (law as tool of social control ) yaitu menjalankan tugas untuk 
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mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan dalam masyarakat 

dan sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engeneering). 

Kemudian perlu diketahui pula bahwa diadakannya hukum sama 

dengan tujuan Negara yang sesuai dengan bunyi undang-udang 1945 

yaitu untuk mmebentuk suatu Negara yang melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia serta untuk 

memajukan kesejahterraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang artinya tujuan dan fungsi 

hukum ini adalah akat secara damai, untuk menjaga kepentingan tiap 

manusia agar tidak saling menggagu serta untuk menjamin kepastian 

hukum dalam kehidupan manusia sehari-hari di masyarakat. 

 

A.  Unsur-Unsur Hukum 

Didalam hukum terdapat unsur-unsur yang merupakan refleksi 

dari manusia dan masyarakat. Menurut Purnadi dan Soerjono, unsur-

unsur hukum tersebut adalah : 

1. Unsur idiel yaitu unsur yang berkaitan dengan ide, gagasan, dan 

pemikiran manusia tentang hukum. Unsur idiel terdiri dari : 

a. Hasrat susila. 

b. Rasio manusia. 

2. Unsur riel yaitu unsur yang berkaitan dengan hal-hal konkrit atau 

nyata. Unsur riel terdiri dari: 

a. Manusia. 

b. Kebudayaan material. 
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c. Lingkungan alam. 

 

Kedua unsur tersebut bersumber pada manusia sebagai unsur 

utama yang merupakan perpaduan dari unsur rohani dan jasmani yang 

tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Hukum merupakan 

refleksi kehendak manusia dalam hidup bersama secara baik dan 

benar, sehingga keberadaan hukum senantiasa dipelihara dan 

dikembangkan. Oleh karena itu, setiap orang cenderung melakukan 

penilaian dan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Nilai adalah 

ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat untuk 

menetapkan sesuatu yang benar, yang baik dan sebagainya. 

Dalam konteks ini, Willem van der Velden membedakan nilai 

menjadi dua diantaranya : 

1. Standar Penilaian (standar of valuation) yaitu ukuran yang dapat 

digunakan terhadap suatu objek yang dapat dinilai dengan ukuran 

jelas dan pasti. Misalnya satuan ukur berat, luas, dan sebagainya. 

2. Situasi yang dapat dinilai (valuable situation) yaitu situasi yang 

digunakan terhadap objek berkenaan dengan peristiwa yang sulit 

diberikan penilaian. 

Sementara menurut Notonagoro membagi nilai menjadi tiga 

yaitu : 

1. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur 

jasmani manusia. 

2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk 

mengadakan aktivitas. 
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3. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani 

manusia. 

Selanjutnya menurut Notonagoro nilai kerohanian terbagi 

menjadi empat diantaranya: 

a. Nilai kebenaran berasal dari rasio atau cipta manusia. 

b. Nilai keindahan berasal dari rasa manusia. 

c. Nilai moral berasal dari kehendak atau karsa manusia. 

d. Nilai religius berasal dari kepercayaan atau keyakinan. 

 

B.  Keberadaan Hukum di Masyarakat 

Hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti 

dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sulit 

rasanya membayangkan apabila suatu masyarakat tanpa adanya 

hukum. Mungkin akan terjadi kehancuran dalam keutuhan 

masyarakat. Arti pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat 

setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dengan melihat 

pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian 

sengketa. Kedua, melihat kepada potensi hukum untuk 

mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarkat. Sejak 

zaman Yunani manusia dikatakan sebagai zoon politicon atau 

mahkluk politik yaitu makhluk yang selalu hidup bersama dengan 

manusia lain secara berorganisasi. Selain itu juga manusia cenderung 

mengadakan interaksi dengan manusia lain agar kebutuhan dasar dan 

yang lainnya dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar digunakan sebagai 

gagasan, motivasi, dan tujuan bagi setiap orang untuk mencapainya. 
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Oleh karena itu, hukum akan terus dipertahankan dan dikembangkan 

sehingga kebutuhan dasar lainnya dapat terpenuhi. Menurut Maslow 

ada lima kebutuhan dasar yaitu : 

1. Pangan, sandang, papan. 

2. Keselamatan diri dan pemilikan 

3. Harga diri. 

4. Aktualisasi diri. 

5. Kasih sayang. 

Hukum sebagai kebutuhan dasar maka hukum wajib 

diselenggarakan dan dipatuhi oleh seluruh anggota atau warga 

masyarakat. Untuk menyelenggarakan hukum diperlukan adanya 

lembaga yang didalamnya terdapat kumpulan orang atau kelompok 

yang diserahi tugas khusus untuk itu. 

Satjipto Rahardjo mengemukakan adanya empat ciri dari 

hukum sebagai institusi sosial yaitu : 

1. Stabilitas artinya hukum harus menjadi kebutuhan yang tetap 

pada setiap kebutuhan. 

2. Kerangka sosial artinya hukum dimasukkan ke dalam kerangka 

social tentang skala kebutuhan sosial yang dipriotitaskan untuk 

dipenuhi. 

3. Norma-norma artinya memuat tentang pedoman dan aturan yang 

digunakan dalam menyelenggarakan kebutuhan social yang 

bersangkutan. 
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4. Jalinan antarinstitusi artinya setiap kenutuhan dasar yang sudah 

dirumuskan ke dalam norma-norma harus ada jaringan dan 

jalinan hubungan antarinstitusi. 

 

C.  Norma-Norma di Masyarakat 

Keberadaan norma sebagai pedoman, acuan, dan patokan 

dalam hidup bermasyarakat akan selalu disesuaikan dengan 

kebutuhan manusia. Norma terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 

diantaranya : 

1. Norma agama adalah norma yang lebih ditujukan untuk 

kesempurnaan hidup pribadi atau sikap bathin dalam hubungan 

dengan Tuhan YME. Dengan demikian, maka norma dan sanksi 

agama bersumber dari Tuhan YME. 

2. Norma kesusilaan adalah norma yang bertujuan untuk 

kesempurnaan pribadi maka tekanannya pada sikap batin yang 

bersumber dari dalam diri sendiri berupa kata hati, hati nurani, 

suara hati atai suara batin. 

3. Norma sopan santun adalah norma yang bertujuan agar hidup 

lebih menyenangkan dalam hidup bersama tekanannya pada 

perilaku yang lebih menyenangkan. 

4. Norma kebiasaan adalah norma yang terbentuk karena adanya 

perilaku yang tetap dan berulang-ulang dalam waktu yang relatif 

lama. 
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5. Norma hukum adalah norma yang bertujuan untuk kedamaian 

dalam hidup antarpribadi atau bermasyarakat yang menekankan 

pada perbuatan lahir. 

 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum Dalam Masyarakat 

Faktor-faktor yang mempngaruhi berlakunya hukum dalam 

masyarakat, sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak. 

berikut hal-hal yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam 

masyarakat : 

1) Kaidah Hukum 

Didalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara 

tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal 

itu diungkapkan sebagai berikut : 

• kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 

didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau 

terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. 

• kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah 

tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan 

berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga 

masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena 

adanya pengakuan dari masyarakat; 

• kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita 

hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 

1. Penegak Hukum 
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Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan 

hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. sebab, 

menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan 

bawah. artinya, dalam melaksanakan tugas-tugas 

penerapan hukum, petugas seharusnya harus memiliki 

suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu 

yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya. 

2. Sarana/ Fasilitas 

Fasilitas/sarana amat penting untuk 

mengefektifkan suatu aturan tertentu. ruang lingkup 

sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung. misalnya, bila tidak ada kertas 

dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, 

bagaimana tugas dapat membuat berita acara mengenai 

suatu kejahatan. bagaimana polisi dapat bekerja dengan 

baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-

alat komunikasi yang proporsional. kalau peralatan yang 

dimaksud sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharaannya 

juga sangat penting.  

3. Warga Masyarakat  

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu 

peraturan adalah warga masyarakat. warga masyarakat 

dimaksud, adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu 

peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. secara 

sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan 
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masyrakat terhadap hukum merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
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PAKET 9 

TEORI BERLAKUNYA KAIDAH HUKUM DAN LANDASAN 

KEKUATAN YANG MENGIKAT DARI HUKUM 

 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket sembilan ini difokuskan pada Teori 

Berlakunya Kaidah Hukum Dan Landasan Kekuatan Yang 

Mengikat Dari Hukum. Kajian dalam paket ini meliputi;  

a. Teori berlakunya hukum 

b. Keberlakuan faktual atau empiris 

c. Keberlakuan normatif atau formal 

d. Keberlakuan evaluatif 

e. Landasan kekuatan mengikat hukum 

f. Pandangan positifisme hukum 

g. Pandangan hukum kodrat/alam.  

Paket ini sebagai bahan pelengkap dari paket-paket 

sesudahnya, sehingga paket  ini dapat menyempurnakan paket-

paket yang lainnya. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta 

konsep (mind map) tentang Teori Berlakunya Kaidah Hukum Dan 

Landasan Kekuatan Yang Mengikat Dari Hukum.  Dan aturan-
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aturan yang didasarkan pada ilmu hukum sebagai landasan untuk 

mempelajari ilmu hukum lebih lanjut.  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; Teori 

Berlakunya Kaidah Hukum Dan Landasan Kekuatan Yang 

Mengikat Dari Hukum yang berupa teori berlakunya hukum, 

keberlakuan faktual atau empiris, keberlakuan normatif atau 

formal, keberlakuan evaluatif, landasan kekuatan mengikat 

hukum, pandangan positifisme hukum, serta pandangan hukum 

kodrat/alam. 

   

B.Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

  Mahasiswa mampu memahami Teori Berlakunya 

Kaidah Hukum Dan Landasan Kekuatan Yang Mengikat Dari 

Hukum 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan teori berlakunya kaidah hukum  

b. Mampu Menyebutkan teori berlakunya hukum  

c. Menjelaskan keberlakuan faktual atau empiris 
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d. Menjelaskan keberlakuan normatif atau formal 

e. Menjelaskan keberlakuan evaluatif 

f. Menyebutkan landasan kekuatan mengikat hokum 

g. Menjelaskan pandangan positifisme hukum dan pandangan 

hukum kodrat/alam 

 

3. Waktu 

2x50 menit 

4. Materi Pokok 

a. Teori berlakunya hukum 

b. Keberlakuan faktual atau empiris 

c. Keberlakuan normatif atau formal 

d. Keberlakuan evaluatif 

e. Landasan kekuatan mengikat hukum 

f. Pandangan positifisme hukum 

g. Pandangan hukum kodrat/alam.  

 

C.  Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang  teori berlakunya kaidah hukum dan 

landasan kekuatan yang mengikat dari hukum 

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 9 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 
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a. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Teori berlakunya hukum 

2) Kelompok 2: Keberlakuan faktual atau empiris, 

normatif atau formal, dan Keberlakuan evaluatif 

3) Kelompok 3: Landasan kekuatan mengikat hukum 

4) Kelompok 4: Pandangan positifisme hukum 

5) Kelompok 5: Pandangan hukum kodrat/alam. 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau 

menyampaikan konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Teori Berlakunya Kaidah Hukum 

Dan Landasan Kekuatan Yang Mengikat Dari Hukum 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

D. Lembar Kegiatan 
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Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Teori 

Berlakunya Kaidah Hukum Dan Landasan Kekuatan Yang 

Mengikat Dari Hukum 

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tujuan 

Teori Berlakunya Kaidah Hukum Dan Landasan Kekuatan 

Yang Mengikat Dari Hukum 
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Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang Teori Berlakunya Kaidah Hukum Dan 

Landasan Kekuatan Yang Mengikat Dari Hukum melalui 

kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  

dalam bentuk mind maping.  

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 

 

 

Uraian Materi 
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TEORI BERLAKUNYA KAIDAH HUKUM DAN LANDASAN 

KEKUATAN YANG MENGIKAT DARI HUKUM 

 

A. Teori Berlakunya hukum 

Hukum hanya dapat berlaku pada saat siapa memenuhi 

potensi kemanusiaannya, dan pada saat apa memenuhi hukumnya. 

Maka keberlakuan adalah pada “saat terjadinya” pelanggaran / 

kejahatan yang memenuhi hukum positif, bilamana pelanggaran / 

kejahatan tidak terjadi, maka tidak berlaku pula hukum positif 

tersebut. 

a. Teori Berlakunya Hukum secara Filosofis 

Keberlakuan Kaidah Hukum berdasarkan landasannya 

secara filosofis, sesuai dengan nilai-nilai, cita/kehendak 

dimana kaidah hukum diberlakukan. Contohnya, 

permberlakuan syariat Islam di Aceh yang begitu sesuai 

dengan di Serambi Mekkah. 

• Teori Teokrasi (Teori Ketuhanan)  

Di dunia barat sebelum zaman Renaissance, orang 

menganggap “Hukum itu Kemauan Tuhan”, dimana huum 

ini berlaku atas kehendak Tuhan.  

• Teori-teori Perjanjian 
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Pada zaman Renaissance , orang beranggapan 

bahwa “Dasar Hukum adalah Rasio (akal) Manusia” , 

dimana pada abad hukum yang rasionalitas “Negara 

merupakan organisasi yang terbentuk karena ada suatu 

perjanjian yang diadakan dengan sukarela antara orang 

yang satu dengan orang yang lain. 

• Teori Kedaulatan Negara 

Pada abad ke-19,”Hukum adalah Kehendak Negara 

dan Negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas”. 

Menurut Hans Kelsen (Reine Rechtslehre) dan Wiener 

Rechtsshule, hukum sebagai “ Wille des Staates” yang 

artinya bahwa hukum adalah “Kemauan Negara”. Menurut 

Kelsen orang tidak menaati hukum sebab negara 

menghendakinya, orang taat pada hukum karena ia merasa 

wajib menaatinya sebagai perintah Negara. Teori ini 

mendapat pembelaan dari Kranenburg yang beranggapan 

bahwa sungguh-sungguh hukum itu berfungsi menurut 

suatu hukum yang real dengan menggunakan metode 

empiris-analytis. 

• Teori Kedaulatan Hukum/ Theorie van de 

Rechtssouveeiniteit 

Pada abad ke-20 teori Kedaulatan Negara 

mendapat pertentangan dari seorang mahaguru di 
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Universitas Leiden yang bernama Prof. Mr. H. Krabbe. 

Menurutnya, hokum itu ada karena tiap-tiap orang 

memiliki perasaan bagaiman seharusnya hokum itu. Hanya 

kaidah yang timbul dari perasaan hokum seseorang, 

mempunyai kekuasaan/kewibawaan (gezag). Teori ini 

disebut teori kedaulatan hokum. Kelemahan dari teori ini 

adalah apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri 

tentang hokum, maka hokum yang berdasarkan anggapan 

sendiri itu jumlah dan macamnya tak terhingga, sehingga 

masyarakat menjadi kacau. Oleh sebab itu, tatatertib 

masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi 

tiap orang. Melihat kelemahan itu Krabbe kembali 

mengemukakan pendapatnya hokum berasal dari perasaan 

hukum dari anggota suatu masyarakat. 

Dari bermacam-macam teori tersebut dapat 

disimpulkan sebagian kaidah-kaidah ditaati, oleh karena ada 

paksaan (sanksi) sosial. Dari uraian diatas ilmu hukum dibagi 

menjadi dua pengertian yaitu kekuasaan (hukum) dan 

kekuatan ( politik).  

Kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih 

tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belm tentu 

menerima paksan tersebut sebagai sesuatu yang sah serta 

sesuai dengan perasaan hukumnya. Kekuatan itu baru 

merupakan kekuasaan apabila diterima, oleh karena dirasa 

sesuai dengan perasaan hokum orang yang bersangkutan, atau 
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oleh karena badan yang lebih tinggi diakui sebagai penguasa 

(autoriteit) 

b. Teori Berlakunya Hukum secara Sosiologis 

Keberlakuan Kaidah Hukum berdasarkan landasannya 

secara sosiologis, dapat diterima oleh masyarakat, melalui 

teori pengakuan dan teori paksaan. Teori pengakuan 

menekankan pada pengakuan masyarakat terhadap 

diberlakukannya kaidah hukum tersebut misalnya, 

pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat daerah 

untuk memperoleh percepatan pembangunan dan untuk 

mengurangi kesenjangan sosial antar daerah. Teori paksaan 

yaitu, pemberlakuan suatu kaidah hukum itu dapat terlaksana 

karena paksaan oleh penguasa. 

Menurut ahli Sosiologi dan Antropologi Budaya, 

“Sumber Hukum ialah Seluruh Masyarakat” , yang ditinjau 

melalui seluruh lembaga-lembaga social. Sehingga 

diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang 

merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat 

dan disertai sanksi dalam berbagai lembada-lembaga sosial. 

c. Teori Berlakunya Hukum secara Yuridis 

Kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat 

umum, dimana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa 

yang timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi dan 
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menentukan sikap manusia. Akan tetapi, sebelum dapat 

berlaku umum di masyarakat, maka penghargaan yuridis 

tentang suatu peristiwa sosial tertentu harus diberi suatu 

bentuk (vorm) tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang 

disebut sumber hukum formil. 

 

B. Keberlakuan Faktual/Empiris 

Kaidah hukum belaku seara faktual atau efektif, jika para 

warga masyarakat, untuk  kaidah hukum itu berlaku, mematuhi 

kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual 

dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang 

perilaku para warga masyarakat. 

 

C. Keberlakuan Normatif/Formal 

Suatu keberlakuan disebut keberlakuan normatif suatu 

kaidah hukum, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem 

kaidah tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling 

menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum 

yang demikian itu terdiri dari atas suatu keseluruhan hirarki 

kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum. 

 

D. Keberlakuan Evaluatif  

Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah jika 

kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Jadi, 

pada hukum cocok sekali bahwa berbagai kaidah mempelihatkan 
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hubungan saling bertautan. Semakin hal itu demikian, maka 

semakin kuat hukum memiliki keberlakuan normatif atau formal. 

Walaupun sering terjadi kombinasi bebagai arti keberlakuan 

kaidah hukum digunakan dalam teori-teori, namun kadang-

kadang dalam teori tentang hukum tertentu suatu arti tertentu 

menempati posisi sentral. 

Dari sudut suatu pendekatan kefilsafatan, orang dapat 

mengatakan bahwa hukum memiliki keberlakuan karena isinya 

bermakna (keberlakuan evaluatif kefilsafatan atau materiil). Itu 

adalah alasan paling penting mengapa para warga masyarakat 

akan menerima hukum (keberlakuan evaluatif empiris). Jika para 

warga masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan 

berperilaku dengan mengacu padanya dan mematuhi hukum 

(keberlakuan faktual atau empiris). Hal itu sekaligus akan 

membawa akibat bahwa bagi para pejabat hukum dimungkinkan 

untuk menerapkan dan menegakkannya (keberlakuan faktual atau 

empiris). 

 

E. Landasan Kekuatan yang Mengikat Hukum 

Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan 

diperlukan landasan, karena landasan ini memberikan pengarahan 

terhadap perilaku manusia di dalam masyarakat. Landasan hukum 

merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar 

belakang dari peraturan hukum yang konkrit. Dalam setiap 

landasan hukum melihat suatu cita-cita yang hendak dicapai. 
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Oleh karena itu, landasan hukum merupakan jembatan antara 

peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan 

etis masyarakatnya.  

Menurut Eikema Hommes, landasan hukum tidak boleh 

dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi 

perlu dipandang sebagai dasar – dasar umum atau petunjuk bagi 

hukum yang berlaku. 

Landasan-landasan hukum yang diperlukan bagi 

pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan ke 

dalam : 

1. Landasan hukum yang menentukan politik hukum; 

2. Landasan hukum yang menyangkut proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan; 

3. Landasan hukum yang menyangkut aspek-aspek 

formal atau struktual atau organisatoris dari tata 

hukum nasional; 

4. Landasan hukum yang menentukan cirri dan jiwa tata 

hukum nasional; 

5. Landasan hukum yang menyangkut subtansi dan 

peraturan perundang-undangan.   

Landasan hukum yang bukan universal dipengaruhi oleh 

waktu dan tempat, maka landasan hukum pada suatu negara tidak 

sama dengan negara lain. Landasan hukum itu mengandung nilai-

nilai dan tuntutan-tuntutan etik, karenanya landasan hukum 

merupakan jembatan antara peraturan- peraturan hukum (positif) 
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dengan cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat. Melalui 

landasan hukum ini peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya 

menjadi bagian-bagian dari suatu tatanan etik. karena adanya 

ikatan internal antara landasan-landasan  hukum, maka hukum 

merupakan suatu sistem, yaitu sistem hukum. 

a. Perbuatan Hukum sebelum perseroan berstatus badan hukum. 

Mengenai perbuatan hukum Pendiri, Direksi, dan juga 

Dewan Komis perseroan sebelum berstatus badan 

hukum menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) 

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas, dapat 

dipahami bahwa ketika suatu perseroan belum dinyatakan 

sebagai badan hukum, dan para pendiri melakukan perbuatan 

hukum dengan pihak ketiga/pihak lainnya dengan 

mengatasnamakan perseroan tersebut sebagai pihak baik 

secara langsung ataupun tidak langsung, maka perbuatan 

dimaksud merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota 

Direksi, termasuk anggota Dewan Komisaris (vide Pasal 14 

ayat [2] UUPT). Perbuatan tersebut dapat dilaksanakan 

dengan ketentuan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh 

anggota Direksi, para pendiri termasuk anggota Dewan 

Komisaris. 

Namun, dalam hal perbuatan hukum tersebut dilakukan 

oleh pendiri, tidak bersama-sama dengan Direksi dan Dewan 

Komisaris (organ perusahaan, termasuk RUPS) dengan 
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mengatasnamakan perseroan sebelum memperoleh status 

badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi 

tanggung jawab pendiri yang bersangkutan, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) UUPT 

 

b. Keputusan yang diedarkan/Sirkuler (Circular Resolution) 

Mengenai keputusan sirkuler sendiri pada dasarnya 

UUPT telah mengaturnya, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 91 UUPT, Berdasarkan ketentuan 

bahwa suatu perseroan terbatas dapat mengambil keputusan 

di luar RUPS. Hal ini dalam praktik sering dipahami bahwa 

suatu RUPS harus dilakukan dengan cara melakukan rapat 

(bertemu fisik). 

Namun, keputusan sirkuler ini dapat dilakukan dengan 

cara tanpa bertemu fisik, yang dilakukan secara tertulis dan di 

bawah tangan oleh seluruh para pemegang saham dan 

tentunya disetujui usulan sirkuler tersebut secara bulat atau 

100% (seratus perseratus) oleh seluruh para pemegang saham.  

Adapun keputusan sirkuler hasilnya mengikat para 

pemegang saham, atau dengan kata lain keputusan yang 

diambil secara sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama 

dengan keputusan RUPS dengan cara bertemu fisik. 
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Selanjutnya, merujuk pada asumsi dan juga penjelasan 

sebagaimana tersebut di atas, maka kita peroleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Keputusan Sirkuler dapat dilakukan untuk menyatakan 

perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pendiri adalah 

sah dan mengikat perseroan serta merupakan tindakan 

sehingga tanggung jawab atas perbuatan hukum dimaksud 

beralih menjadi tanggung jawab perseroan. Dengan 

catatan, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam 

UUPT dipenuhi oleh perseroan, adapun syarat-syarat 

tersebut antara lain: 

a. Perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan secara 

tegas diambil alihmenjadi tanggung jawab 

perseroan dalam RUPS/Keputusan Sirkuleryang 

diadakan pertama kali oleh perseroan (Pasal 

14 ayat [1] UUPT) 

b. RUPS/Keputusan Sirkuler yang 

diselenggarakan pertama kalioleh perseroan tersebut 

harus diselenggarakan selambat-lambatnya 60 (enam 

puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan 

hukumnya (Pasal 14 ayat [5] UUPT); dan 

c. RUPS/Keputusan Sirkuler tersebut harus dihadiri dan 

disetujui oleh seluruh pemegang saham (Pasal 

14 ayat [4] UUPT). 
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2) Dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

pendiri tersebut tidak disahkan pada RUPS/Keputusan 

Sirkuler perseroan pertama kali, maka perbuatan hukum 

tersebut hanya mengikat dan merupakan tanggung 

jawabpendiri bersangkutan. Sehingga tidak 

mengikat perseroan. Ketentuan ini berlaku apabila telah 

lewatnya jangka waktu untuk menyelenggarakan 

RUPS/Keputusan Sirkuler perseroan pertama kali 

sebagaimana diatur Pasal 14ayat (5) UUPT. 

3) Selanjutnya, perbuatan hukum yang dilakukan secara 

bersama-sama oleh para pendiri, anggota Direksi serta 

semua anggota Dewan Komisaris perseroan tidak 

diperlukan RUPS/Keputusan Sirkuler. Perbuatan hukum 

tersebut telah disepakati oleh organ perusahan dan 

karenanya menurut hukum merupakan tanggung jawab 

perseroan setelah perseroan tersebut berstatus badan 

hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang diatur 

pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. 

Keputusan yang dibuat melalui Keputusan Sirkuler yang 

dilakukan untuk mengakui perbuatan hukum pendiri perseroan 

sebelum perseroan berbadan hukum, adalah sah menurut 

hukum untuk kemudian mengalihkan tanggung jawab atas 

perbuatan hukum dimaksud kepada perseroan. Perlu dipahami, 

Keputusan Sirkuler yang menegaskan mengenai hal dimaksud 
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sifatnya mengikat dan berkekuatan hukum yang sama dengan 

RUPS yang dilakukan secara fisik. 

 

F. Pandangan Positifisme 

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus 

dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya 

dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun 

yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai 

hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus 

dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui 

bahwa focus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan 

disiplin moral, teologi, sosiolgi dan politik yang mempengaruhi 

perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam 

sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang 

berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum. 

1. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai 

dasar, dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, 

dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat 

bentuk positif nya dari instansi yang berwenang. 

2. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, 

dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya. 

 

G. Pandangan Hukum Alam / Kodrat 
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Pemikiran mengenai Hukum Kodrat telah lahir dan 

berkembang semenjak masa Yunani. Pada periode tertentu 

Hukum Kodrat berakar pada ide yang religius atau supernatural, 

namun di masa modern Hukum Kodrat telah dijadikan landasan 

ideologis dan moral dalam membenarkan setiap sistem hukum, 

ekonomi maupun sosial yang ada. Gagasan Hukum Kodrat pada 

mulanya berasal dari kekuatan konserfatif yang ingin melindungi 

properti-properti tertentu dengan selimut kesucian sebagai simbol 

dari adanya tata kehidupan. Motif tersebut diakui sebagai hak 

fundamental dari setiap individu dalam hidupnya. 

Doktrin mengenai Hukum Kodrat berbeda-

beda.  Walaupun terkadang prinsip-prinsip Hukum Kodrat 

menyimpang, namun esensi dari Hukum Kodrat terletak pada 

pernyataan konstan bahwa ada prinsip-prinsip moral obyektif 

yang dapat ditemukan dengan alasan. Hukum Kodrat diyakini 

menjadi dasar rasional dalam pertimbangan moral. 

Cicero adalah ahli Hukum Kodrat pertama yang meletakan 

hukum positif di bawah hukum alam. Beliau menyatakan bahwa 

Hukum Kodrat adalah “alasan yang tepat sesuai dengan alam”. 

Pendapat ini telah banyak berpengaruh. 

Gagasan Thomas Aquinas tentang hukum, dimulai dari 

asal muasal hukum, yang pada dasarnya bersumber dari 2 tempat : 

dari wahyu dan dari akal budi manusia. Hukum yang berasal dari 
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wahyu Ilahi merupakan aturan alam semesta yang diciptakan oleh 

Tuhan, dalam hukum abadinya (lex aeterna) serta hukum tuhan 

dalam kitab suci (lex divina). Sementara yang berasal dari akal 

manusia terdiri dari beberapa macam, diantaranya lex 

naturalis yang terdiri dari hukum kekal yang rasional, lex 

humana atau hukum positif dan hukum bangsa-bangsa atau ius 

gentium. Menurut Aquinas, Hukum Kodrat sebagai norma yang 

abstrak harus dimanifestasikan dalam peraturan yang lebih 

konkret seperti undang-undang. Aturan yang konkret ini disebut 

hukum positif. Thomas Aquinas melihat hubungannya bersifat 

hierarkis, dimana hukum kodrat berkedudukan lebih tinggi 

daripada hukum positif dan yang tertinggi adalah hukum abadi 

yang berasal dari Tuhan. 

Menurut Lon Fuller, hubungan antara hukum dan 

moralitas adalah hal penting. Bagi Fuller, ajaran paling 

fundamental dari Hukum Kodrat adalah penegasan dari peran 

pertimbangan dalam pesan hukum. Sedangkan, Hart mencoba 

untuk mengemukakan kembali sebuah posisi Hukum Kodrat dari 

pandangan semi-sosiologis. Hart meletakan penekanan pertama 

pada asumsi bahwa “kelangsungan hidup manusia sebagai 

keutamaan yang utama”. Di lain pihak, Finnis menyatakan bahwa 

Hukum Kodrat adalah seperangkat prinsip-prinsip praktek yang 

bijaksana dalam mengatur kehidupan dan  komunitas manusia. 
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Hukum Kodrat membuat kita berpikir tentang kenapa kita 

mempunyai hukum, apa yang dapat hukum capai dan apa yang 

harus kita lakukan ketika kita berpikir jika hukum tidak berhasil. 

Jika melihat pandangan-pandangan tokoh-tokoh di atas mengenai 

Hukum Kodrat, saya lebih sependapat dengan pandangan dari 

Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa hukum kodrat 

berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan yang 

tertinggi adalah hukum abadi yang berasal dari Tuhan. Sebab, 

menurut saya hukum positif yang berasal dari akal manusia tidak 

boleh bertentangan dengan hukum kodrat dan hukum abadi yang 

diciptakan Tuhan. Sebaliknya, saya tidak setuju dengan 

pandangan Grotius yang menyatakan bahwa Hukum Kodrat akan 

tetap hidup walaupun Tuhan tidak ada sebab menurut saya, asal 

mula adanya hukum adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan 

melalui wahyu-Nya, sebagai seorang yang religius saya meyakini 

bahwa Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta, seiring 

dengan diciptakannya alam semesta beserta isisnya Tuhan pun 

menciptakan hukum abadi yang mengatur seluruh aspek di alam 

semesta ini. Oleh karena itu, menurut saya tidaklah mungkin jika 

suatu hukum akan hidup tanpa adanya hukum abadi yang 

diciptakan Tuhan terlebih dahulu. 

1. Kekuatan utamanya tidak hanya berlaku pada nilai moralitas 

tapi juga pencapaian nilai untuk keadilan bagi masyarakat.  

2. Merupakan ideal -ideal yang menuntut perkembangan hukum 

dan pelaksanaannya. 
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3. Metode untuk menentukan hukum yang sempurna . 

4. Isi dari hukum yang sempurna, dapat dideduksikan melalui 

akal. 

5. Kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum. 

6. Memberikan dasar terhadap pengakuan hak – hak dasar 

manusia dalam kehidupan negara. 

7. Merupakan ide dasar tentang hakikat hukum dan keadilan 

sebagai tujuan hukum. 
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PAKET 10 

URGENSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA 

DAN BERNEGARA 

 

A. Pendahuluan 

 Perkuliahan pada paket sepuluh ini difokuskan pada 

Urgensi Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara. Kajian dalam paket ini meliputi; 

1. Hakekat dan arti penting hukum bagi warga negara;  

2. Unsur-unsur hukum; 

3. Ciri-ciri hukum;  

4. Sifat, fungsi, dan tujuan hukum. 

 Paket ini juga termasuk paket yang terpenting, sehingga 

kita dapat mempelajari ilmu hukum dengan sempurna. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan 

peta konsep (mind map) tentang Urgensi Hukum dalam 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.  Dan aturan-aturan 

yang didasarkan pada ilmu hukum sebagai dasar untuk 

mempelajari ilmu hukum lebih lanjut.  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa 

LCD dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop 

digunakan untuk pemaparan dalam bentuk power point 
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tentang; urgensi hukum dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, hakekat dan arti penting hukum bagi warga 

negara, beberapa definisi dan pendapat ahli hukum, unsur-

unsur hukum, ciri-ciri hukum, sifat, fungsi, dan tujuan 

hukum dan masih banyak lagi yang lainnya. 

   

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan 

rasional mengenai Urgensi Hukum dalam Kehidupan 

Berbangsa dan Bernegara 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan hakekat dan arti penting hukum bagi 

warga negara 

b. Mampu Menyebutkan unsur-unsur hukum 

c. Menjelaskan ciri-ciri hukum 

d. Menyebutkan sifat hukum 

e. Menyebutkan fungsi, tujuan dan pembagian hukum.  

3.  Waktu 

2x50 menit 
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4. Materi Pokok 

a. Hakekat dan arti penting hukum bagi warga negara 

b. Unsur-unsur hukum 

c. Ciri-ciri hukum 

d. Sifat, fungsi, tujuan hukum 

e. Pembagian hukum 

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang Urgensi Hukum dalam Kehidupan 

Berbangsa dan Bernegara.  

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 10 ini 

2.Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Hakekat dan arti penting hukum bagi 

warga negara 

2) Kelompok 2: Unsur-unsur hukum 

3) Kelompok 3: Ciri-ciri hukum 

4) Kelompok 4: Sifat, fungsi, tujuan hukum 

5) Kelompok 5: Pembagian hukum 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
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d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 

konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Urgensi Hukum dalam Kehidupan 

Berbangsa dan Bernegara. 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

 

 

D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Urgensi 

Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.  

 

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind 

Map)  
Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.  
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk 

membangun pemahaman tentang Urgensi Hukum dalam 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui kreatifitas 

ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam 

bentuk mind maping.  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan 

solasi. 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

Hakekat dan arti penting hukum bagi warganegara 

Sifat, fungsi, dan tujuan hukum 

Unsur-unsur 
h k  

Ciri-ciri hukum 
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2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

URGENSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA 

DAN BERNEGARA 

 

Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hubungan 

antar manusia, antar masyarakat, antar kelompok masyarakat. 

pentingnya hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara 

adalah untuk mengatur seluruh rakyat atau masyarakatnya, 

dengan adanya hukum kita bisa terikat, dan tidak berbuat 

sewenang-wenang, dan dengan adanya hukum pasti kejahatan 

tidak merajalela di masyarakat. 

Hukum mengatur agar antar masyarakat tidak saling 

mengganggu, jika saling mengganggu ada sanksinya. Bahkan 

antar tetangga pun ada norma hukum, agar tetap terjalin 

kerukunan. Masyarakat saling membutuhkan, saling 

berinteraksi, sebagai dasar terbentuknya bangsa dan negara. 
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A. Hakekat dan Arti Penting Hukum Bagi Warga Negara 

Manusia diciptakan tuhan dalam kondisi tidak mampu 

hidup sendiri artinya tidak mampu hidup tanpa bantuan orang 

lain, namun demikian, dalam kenyataan banyak di jumpai 

manusia hanya mementingkan diri sendiri bahkan semaunya 

sendiri tidak memperhatikan kepentingan orang lain. 

Kenyataan tersebut sering mengakibatkan tejadinya konflik 

antar manusia, karena dalam memenuhi kebutuhannya, manusia 

sering mengganggu ataupun menghilangkan hak dan 

kepentingan orang lain. Sejarah manusia telah menunjukkan 

adanya upaya menghindari ataupun mencegah terjadinya 

konflik, upaya paling utama pencegahan konflik adalah 

dibuatnya aturan-aturan yang harus ditaati bersama, agar tidak 

terjadi konflik, sekaligus untuk menjaga kehidupan masyarakat 

yang harmonis, tertib dan damai. Ada banyak macam-macam 

aturan yang yang telah dibuat dalam kehidupan manusia, ada 

yang tidak mengikat, artinya longgar dan bebas untuk diikuti, 

ada aturan yang bersifat memaksa dengan sangsi tegas bagi 

para pelanggarnya, yaitu hukum. Hukum diperlukan disamping 

karena banyaknya manusia yang tidak mengindahkan 

kepentingan orang lain disatu sisi, disisi yang lain, hukum 

dipergunakan sebagai tatanan yang mengatur pola kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan 

pendapat-pendapat mengenai pengertian hukum : 
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a. Menurut Prof. Mr. E. M. Mayer Hukum adalah semua 

aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, 

ditujukan kepada Tingkah laku manusia dalam masyarakat 

dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam 

melakukan tugasnya.  

b. Menurut Prof. Sudiman Kartohadiprodjo SH. Hukum adalah 

pikiran atau anggapan orang teentang adil dan tidak adil 

mengenai hubungan antar manusia.  

c. Menurut Simorangkir dan Wargono Sastropranoto, SH. 

Hukum adalah peaturan yang besifat memaksa, yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang bewajib, 

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi 

mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman 

tertentu. 

 Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari 

norma dan sangsi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam 

pergaulan manusia dan pada dasarnya kita dapat menemukan 

unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat hukum. 

Arti pentingnya hukum bagi warga Negara. 

1. Memberikan kepastian hukum bagi warga Negara 

2. Melindungi dan Mengayomi hak-hak warga Negara. 

3. Memberikan rasa Keadilan bagi warga Negara. 

4. Menciptakan Keteratiban dan Ketenteraman. 
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Kegiatan Kompetensi Siswa Setiap Negara mempunyai 

aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur warga 

Negaranya. Aturan-aturan itu besifat mengatur dan memaksa 

warga Negaranya agar mematuhinya, Aturan itu biasa disebut 

hukum. 

 

B. Unsur-Unsur Hukum 

Unsur-unsur Hukum yang dimaksud adalah bahwa 

peraturan hukum meliputi:  

1. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat 

2. Peraturan yang ditetapkan oleh badan badan resmi Negara.  

3. Peraturan yang besifat memaksa.  

4. Peraturan yang memiliki sangsi yang tegas. 

 

C. Ciri-Ciri Hukum 

Dalam rumusan mengenai hukum, ciri-ciri hukum seperti 

berikut : 

1. Adanya perintah atau larangan. 

2. Adanya keharusan untuk mentaati peraturan hukum, 

kewajiban ini berlaku bagi siapa saja. 

 

D. Sifat, Fungsi, dan Tujuan Hukum 

316 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

Hukum mempunyai sifat :  

1. Mengatur, karena hukum memuat peraturan peraturan 

berupa peerintah dan atau larangan yang mengatur tingkah 

laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya 

ketertiban dalam masyarakat. 

2. Memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota 

masyarakat untuk mematuhuinya. Apabila melanggar 

hukum akan menerima sangsi.  

Dengan adanya hukum, hak dan kewajiban setiap 

anggota masyarakat menjadi jelas dan lebih terjamin. Jadi 

jelaslah bahwa dalam menjalankan peranannya, hukum 

mempunyai Fungsi yang sangat penting :  

a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. 

b. Menyelesaikan pertikaian.  

c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan.  

d. Mengubah tata tertib dan aturan dalam rangka penyesuaian 

dengan kebutuhan masyarakat.  

e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.  

Sedangkan mengenai Tujuan Hukum, beberapa ahli 

hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 

• Menurut Aristoteles Tujuan hukum adalah mempunyai 

tugas yang suci yaitu memberi kepada tiap orang apa yang 

menjadi haknya. 
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• Menurut Jeremy Bentham Tujuan hukum adalah untuk 

mewujudkan semata mata apa yang berfaidah bagi orang. 

Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebesar-

besarnya untuk orang sebanyak banyaknya. 

• Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. van Apeldoorn Tujuan hukum 

adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai 

dan adil. 

 

E. Pembagian Hukum 

Penggolongan Hukum yang berhubungan dengan ruang 

lingkup dan aspek hukum sangat luas, maka hukum dapat 

digolongkan ke dalam bermacam-macam jenis.  

Berikut ini akan dijelaskan pembagian hukum yang 

ditinjau dari beberapa segi : 

a) Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya  

1) Undang-undang 

Pengertian mengenai undang-undang dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu undang-undang 

dalam arti material dan undang-undang dalam arti 

formal. Undang-undang dalam arti material adalah 

setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 

isinya mengikat secara umum di dalam UUD 1945, 

dapat kita jumpai beberapa contoh seperti : UUD 1945, 
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Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan 

Pemerintah. 

Undang-undang dalam arti formal adalah setiap 

peraturan yang karena bentuknya dapat disebut Undang-

Undang, misalnya : ketentuan Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 

yang berbunyi “Presiden bersama sama DPR 

membentuk Undang-Undang”. Jadi, undang-undang 

yang dibentuk Presiden bersama DPR tersebut dapat 

diakui sebagai sumber hukum.  

2) Kebiasaann ( Hukum Tidak Tertulis ) 

Di dalam masyarakat, kenyataan keberadaan 

hukum tidak tertulis atau keebiasaan diakui sebagai 

norma hukum yang patut dipatuhi. Dalam praktek 

penyelenggaraan Negara, hukum tidak tertulis disebut 

Konvensi. Oleh karena itu hukum tidak tertulis sering 

digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara 

yang belum pernah diatur didalam undang-undang.  

3) Yurisprudensi 

Adalah keputusan hakim terdahulu terhadap 

suatu perkara yang tidak diatur oleh undang undang dan 

dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam 

memutuskan perkara yang serupa. Yurisprudensi lahir 

karena adanya peraturan perundang-undangan yang 

kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga 

menyulitkan hakim dalam memutuskan perkara. Untuk 
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itulah, hakim membuat hukum baru dengan cara 

mempelajari putusan putusan hakim terdahulu.  

4) Traktat 

Adalah perjanjian yang dibuat oleh dua Negara 

atau lebih mengenai persolan persoalan tertentu yang 

menjadi kepentingan Negara yang bersangkutan. 

Traktat dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Traktat Bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh 

dua Negara. Traktat ini bersifat tertutup, karena 

hanya melibatkan dua Negara yang berkepentingan. 

Misalnya perjanjian antara Republik Indonesia dan 

Philipina tentang “ Pemberantasan Penyelundupan 

dan Bajak Laut “. 

b. Traktat Multilateral, adalah perjanjian yang dibuat 

atau dibentuk oleh lebih dua Negara, traktat ini 

bersifat terbuka bagi Negara Negara lainnya untuk 

mengikatkan diri ( PBB, NATO dll) 

5) Doktrin. 

Adalah pendapat para ahli hukum terkemuka 

yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam 

hukum dan penerapannya. Dalam hukum 

ketatatnegaraan, kita mengenal doktrin, seperti doktrin 

dari Montesquieu, yaitu Trias Politica yang membagi 

kekuasaan menjadi 3 bagian yang terpisah yaitu :  
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• Kekuasaan Ekskutif ( kekuasaan untuk 

melaksanakan undang-undang 

• Kekuasaan Legislative ( kekuasaan untuk membuat 

undang-undang 

• Kekuasaan Yudikatif ( kekuasaan untuk mengadili 

pelanggaran undang-undang). 

 

b) Penggolongan Hukum menurut Bentuknya 

Menurut bentuknya, hukum dapat dikelompokkan 

menjadi 2 jenis, yaitu : 

1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan 

dalam berbagai peraturan perundang undangan. 

2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup 

dalam keyakinan dan kenyataan di dalam 

masyarakat serta dianut dan ditaati oleh masyarakat 

yang bersangkutan contoh : Hukum Adat. 

c) Penggolongan Hukum menurut Tempat Berlakunya 

1. Hukum Nasional : yaitu hukum yang berlaku dalam suatu 

Negara 

2. Hukum International : yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antara satu Negara dengan Negara lain dalam 

dunia. 

3. Hukum Asing : hukum yang berlaku dinegara lain. 

4. Hukum Gereja : yaitu kumpulan norma-norma yang 

ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. 
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d) Penggolongan Hukum menurut Waktu berlakunya 

1. Hukum Positif ( Ius Constitutum ), yaitu hukum yang 

berlaku sekarang pada masyarakat tertentu dan wilayah 

tertentu. Hukum positif biasanya disebut Tata hukum. 

2. Hukum Antar Waktu ( Ius Constituendum ), yaitu 

hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan 

datang. 

3. Hukum Universal ( Hukum Alam ), yaitu hukum yang 

dianggab berlaku tanpa mengenal batas ruang dan 

waktu, berlaku sepanjang masa, dimanapun, dan 

terhadap siapapun. 

e) Penggolongan Hukum menurut Wujudnya. 

1. Hukum Objectif yaitu hukum dalam suatu Negara yang 

berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan 

tertentu. 

2. Hukum Subyektif yaitu hukum yang timbul dari hukum 

objectif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau 

lebih. 

f) Penggolongan Hukum menurut Cara mempertahankannya 

1. Hukum Materiil yaitu hukum yang isinya memuat 

peraturan peraturan yang mengatur kepentingan 

kepentingan dan hubungan hubungan yangberwujud 

perintah dan larangan disertai dengan sangsi sangsi. 

2. Hukum Formil yaitu hukum yang memuat peraturan 

peraturan yang mengatur bagaimana cara cara 
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melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. 

Contoh Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, 

dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 

g) Penggolongan Hukum menurut isinya 

1. Hukum Publik ( Hukum Negara ) Adalah hukum yang 

mengatur hubungan antara negara dan alat alat 

perlengkapan Negara, atau hubungan antara Negara 

dengan warga Negara (perorangan ), dan hukum publik 

meliputi : 

a. Hukum Pidana : adalah hukum yang mengatur 

perbuatan perbuatan apa yang dilarang, memberikan 

hukuman kepada siapa yang melanggarnya. Bentuk 

atau jenis pelanggaran dan kejahatan dimuat dalam 

KUHP 

b. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur 

bentuk dan susunan pemerintah pemerintahan suatu 

Negara, serta hubungan antar lembaga Negara 

c. Hukum Administrasi Negara : adalah hukum yang 

mengatur cara menjalankan tugas (Hak dan 

Kewajiban) dari Penjabat Negara (Alat 

Perelengkapan Negara) 

d. Hukum International, yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antar Negara dalam hubungan 

International. 
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2. Hukum Privat ( Perdata ) Adalah hukum yang mengatur 

hubungan antara orang yang satu dengan orang yang 

lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan 

perseorangan. Dan hukum perdata dapat dibagi sebagai 

berikut : 

a. Hukum Perorangan ( pribadi ) 

b. Hukum Keluarga 

Terjadi karena adanya perkawinan antara 

seorang laki-laki dengan perempuan yang kemudian 

melahirkan anak, hukum keluarga antara lain 

mencangkup hal sebagai berikut : 

1) Kekuasaan orang tua, yaitu orang tua yang wajib 

membimbing anak-anaknya sebelum cukup 

umur. Kekuasaan orang tua putus dan berhenti 

apabila sianak telah dewasa ( berumur 21 tahun 

), perkawinan orang tua putus, anak yang terlalu 

nakal sehingga orang tua nya tak berdaya. 

2) Perwalian, seseorang atau perkumpulan tertentu 

yang bertindak sebagai wali untuk memelihara 

anak yatim piatu sampai dengan cukup umur. 

3) Pengapuan, yaitu seorang atau badan badan 

perkumpulan yang ditunjuk oleh hakim untuk 

menjadi curator ( pengapu ) bagi orang yang 

telah dewasa tetapi sakit ingatan, boros, lemah 
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daya, tidak sanggup mengurus kepentingan diri 

sendiri. 

4) Perkawinan, yaitu peraturan hukum yang 

mengatur perbuatan perbuatan hukum serta 

akibat akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang 

laki laki dan seorang wanita dengan maksud 

hidup bersama untuk waktu yang lama menurut 

UU yang ditetapkan yaitu UU No 1 Tahun 1974. 

c. Hukum Kekayaan. 

Adalah peraturan peraturan hukum yang 

mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai 

uang. Yang dimaksud benda adalah segala barang 

dan hak yang dapat menjadi milik orang atau 

sebagai objek hak milik. d. Hukum dagang Adalah 

hukum yang mengatur hubungan antara produsen 

dan konsumen dalam jual beli barang jasa.  

d. Hukum Agraria 

Adalah hukum yang mengatur tentang 

pertahanan, Semua hak atas tanah wajib didaftarkan 

kepada Badan Pertahanan Nasional agar mendapat 

kepastian. Pemegang hak atas tanah diberi tanda 

bukti kepemilikan yang disebut sertifikat. 

e. Hukum Perdata 
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Adalah hukum yang mengatur hubungan 

antara orang yang satu dengan orang yang lain dan 

menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. 

f. Hukum Adat 

Adalah hukum yang tidak tertulis meliputi 

aturan-aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh yang 

berwajib, tetapi tetap ditaati dan di dukung oleh 

rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa aturan 

tersebut mempunyai kekuatan hukum. 
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PAKET 11 

MAZHAB/ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU HUKUM 

 

A.Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket sebelas ini difokuskan pada 

Mazhab/ Aliran-Aliran Dalam Hukum. Kajian dalam paket ini 

meliputi; 1) Mazhab analitis, 2) Mazhab historis, 3) Teori hukum 

murni, 4) Mazhab sosiologi, 5) Mazhab realisme. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan peta 

konsep (mind map) tentang Mazhab/Aliran-Aliran Dalam Ilmu 

Hukum. Dan juga menjelaskan perbedaan aliran tersebut.  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; 

Mazhab/Aliran-Aliran Dalam Ilmu Hukum. 

 

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teoritisnya 

dalam membantu memecahkan masalah-masalah hukum di 

masyarakat.  
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2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :  

a. Mampu menjelaskan pengertian mazhab analitis, mazhab 

historis, teori hukum murni, mazhab sosiologis, dan mazhab 

realisme. 

b. Mampu membedakan masing-masing mazhab/aliran dalam 

ilmu hukum. 

c. Mampu memahami latar belakang adanya mazhab/aliran 

dalam ilmu hukum. 

 

3.Waktu 

2x50 menit 

 

4. Materi Pokok 

a. Mazhab analitis 

b. Mazhab historis 

c. Teori hukum murni 

d. Mazhab sosiologis dan mazhab realisme 

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 
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a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang ilmu hukum  

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 11 ini 

 

3.Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Mazhab Analitis 

2) Kelompok 2: Mazhab Historis 

3) Kelompok 3: Teori Hukum Murni   

4) Kelompok 4: Mazhab Sosiologis 

5) Kelompok 5: Mazhab Realisme 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 

konfirmasi 

 

4. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Mazhab/ Aliran-Aliran Dalam Ilmu 

Hukum 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
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5. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

 

D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Mazhab/Aliran-

Aliran Dalam Ilmu Hukum 

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Mazhab/Aliran-
Aliran Dalam Ilmu 
Hukum 

 

Mazhab 
Analitis 

Teori 
Hukum 
Murni   

Mazhab 
Sosiologi
 

Mazhab 
Historis 

Mazhab 
Realisme 

Tokoh: John Austin  

Tokoh: Friedrich Carl von Savigny (1779-
1861) 

Tokoh: Hans Kelsen (1881-1973) 

Tokoh: Hammaker, Eugen Ehrlich, dan 
Max Weber 

Tokoh: Karl Lewellyn, Jerome Frank, 
dan Oliver Wendel Holmes 
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang azas mazhab/aliran-aliran dalam ilmu hukum 

melalui ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  

dalam bentuk mind maping.  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

MAZHAB/ ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU HUKUM 

 

Mazhab hukum hakikatnya adalah suatu keseluruhan 

pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual 

aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut 

untuk sebagian yang penting dipositifkan.1 

Beberapa mazhab dalam ilmu hukum yakni: 

A. Mazhab Analitis 

Analitis adalah Pemikiran yang berkembang di Inggris 

namun sedikit ada perbedaan dari tempat asal kelahiran Legisme 

di Jerman. Di Inggris, berkembang bentuk yang agak lain, yang 

dikenal dengan ajaran Positivisme Hukum dari John Austin, yaitu 

Analytical Jurisprudence. Austin membagi hukum atas 2 hal, 

yaitu: 

1. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. 

2. Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia, yang terdiri 

dari: 

a. Hukum dalam arti yang sebenarnya. 

Jenis ini disebut sebagai hukum positif yang terdiri dari 

hukum yang dibuat penguasa, seperti: undang-undang, 

1 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: 2006. 145 
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peraturan pemerintah, dan sebagainya, hukum yang dibuat 

atau disusun rakyat secara individuil yang dipergunakan 

untuk melaksanakan hak-haknya, contoh hak wali terhadap 

perwaliannya. 

b. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya. 

Dalam arti hukum yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagai hukum, contoh: ketentuan-ketentuan dalam 

organisasi atau perkumpulan-perkumpulan. 

 Menurut Austin, dalam hukum yang nyata pada point 

pertama, di dalamnya terkandung perintah, sanksi, kewajiban, dan 

kedaulatan. Sehingga ketentuan yang tidak memenuhi keempat 

unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum. 

 

B. Mazhab Historis (Sejarah) 

Abad kesembilan belas merupakan masa keemasan bagi 

lahirnya ide-ide baru dan gerakan intelaktual dimana manusia 

mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan dalam 

semua lapangan kehidupan. Kesadaran tersebut telah membawa 

perubahan cara pandang dalam melihat eksistensi manusia. Pada 

masa ini manusia dipandang sebagai wujud dinamis yang 

senantiasa berkembang dalam lintasan sejarah. 

Dibidang hukum, abad kesembilan belas dapat dikatakan 

sebagai tonggak lahirnya berbagai macam aliran atau mazhab 

hukum yang pengaruhnya bisa dirasakan sampai saat ini. Aliran 

atau mazhab hukum yang lahir pada masa ini secara sederhana 
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dapat diklasifikasi menjadi tiga aliran yaitu mazhab positivisme, 

mazhab utilitarianisme, dan mazhab historis atau sejarah. 

Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Carl 

von Savigny (1779-1861), melalui tulisannya yang berjudul Von 

Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtwissenschaft 

(Tentang Pekerjaan pada Zaman Kita di Bidang Perundang-

undangan dan Ilmu Hukum), di pengaruhi oleh dua faktor yaitu 

pertama ajaran Montesqueu dalam bukunya “L’ esprit des Lois” 

dan pengaruh faham nasionalisme yang mulai timbul pada awal 

abad ke 19. Disamping itu, munculnya aliran ini juga merupakan 

reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya 

kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum 

Prancis (Code Napoleon).2 

Aliran sejarah lahir sebagai reaksi terhadap ajaran hukum 

alam atau kodrat dari abad ke-17 dan abad ke-18, yang mencoba 

membangun hukum yang berlaku menyeluruh dan abadi (universal 

dan abadi) hanya dengan mempergunakan akal pikiran (ratsio) 

manusia tanpa mau melihat kenyataan hidup yang berubah-ubah. 

Aliran ini merupakan pemikiran para pemuja hukum alam yang 

berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan 

berlaku bagi segala bangsa, untuk semua tempat dan waktu. Aliran 

teori historis ini berpendapat bahwa tiap-tiap hukum  itu 

ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan 

2 Diambil dari: http://kuliahfilsafathukum12.blogspot.com/2012/04/madzhab-
sejarah.html. pada 15-12-2013 
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tempat. Aliran ini menitik beratkan pandangannya pada jiwa 

bangsa (Volksgeist). Menurut aliran ini hukum bersumber pada 

perasaan keadilan yang naluriah yang dimiliki setiap bangsa. 

Namun demikian tidak berarti bahwa jika setiap warga Negara 

dari bangsa itu menghasilkan hukum, karna yang dapat 

mewujudkan hukum itu adalah jiwa yang sama-sama hidup dan 

berada dalam setiap individu dan menghasilkan hukum positif. 

Jadi tumbuh dan berkembangnya hukum itu bersama-sama dengan 

tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa. Jadi singkatnya, bahwa 

hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama 

dengan rakyat. 

Mazhab historis adalah aliran yang menghubungkan 

hukum dan sejarah sehingga menimbulkan hukum positif/ hukum 

yang berlaku di daerah tertentu dan waktu tertentu. Aliran yang 

dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Dia 

berpendapat bahwa, hukum itu harus dipandang sebagai suatu 

penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa; selalu ada suatu 

hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu 

bangsa. 

Dia berpendapat juga bahwa, hukum bukanlah disusun atau 

diciptakan oleh orang, tapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-

tengah rakyat; hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat, 

yang pada saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan 

kepribadiannya.3 

 

3 Ibid. 148-149 
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C. Teori Hukum Murni (Reinerechtlehre) 

Ide mengenai Teori Hukum Murni (the Pure Theory of 

Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka 

dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha 

pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas 

menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen 

mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. 

Yurisprudensi dikarakterisasikan sebagai kajian kepada 

hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga 

kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologikal dasar dari 

filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini 

bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. 

Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai 

sebuah praktik normatif, maka metodologi yang reduksionis 

semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak 

hanya sebatas permasalahan metodologi saja.4 

Teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif, 

suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan hukum 

yang seharusnya ada, dan teori ini lazim dikaitkan dengan mazhab 

Wina oleh Hans Kelsen. 

4 Diambil dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni. pada 15-12-2013 

316 
 

                                                             

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Kelsen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1881
http://id.wikipedia.org/wiki/1973
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

Ajaran ini menghendaki agar ajaran hukum dibersihkan 

dari anasir-anasir yang tidak yuridik (seperti sosiologis, politis, 

filosofis, historis, ekonomik, dan lain-lain). Ajaran hukum murni 

menghendaki bahwa hukum menjadi objek ilmu hukum, bukan 

hukum menjadi perikelakuan. Sebab hukum sebagai perikelakuan 

merupakan obyek sosiologi hukum, yang bagi Kelsen, bukan 

merupakan ilmu hukum.5 

Ajaran hukum murni adalah Aliran yang hanya 

menghendaki hukum sebagai norma yang menjadi objek ilmu 

hukum, ajaran  Hukum Murni adalah teori tentang hukum  positif, 

suatu  ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang 

hukum yang seharusnya ada. 

Ajaran hukum murni dikatagorikan ke dalam aliran 

positivisme, karena pandangan-pandangannya tidak jauh berbeda 

dengan ajaran Auistin. Hans Kelsen seorang Neo Kantian, namun 

pemikirannya sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan Rudolf 

Stammler. Perbedaannya terletak pada penggunaan hukum alam. 

Stanmmler masih menerima dan menganut berlakunya suatu 

hukum alam walaupun ajaran hukum alamnya dibatasi oleh ruang 

dan waktu. Sedang Hans Kelsen secara tegas mengatakan tidak 

menganut berlakunya suatu hukum alam, walaupun Kelsen 

mengemukakan adanya asas-asas hukum umum sebagaimana 

tercermin dalam Grundnorm/Ursprungnormnya.  

5 Ibid. 156 
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D. Mazhab Sosiologis 

Aliran ini lahir akibat aliran Freirechtbewegung, aliran ini 

juga disebut aliran sosiologi hukum. Penganutnya Hamaker dan 

Hymans dari Negeri Belanda dan dari Amerika misalnya : Roscoe 

Pound. Pokok pikiran dari aliran ini ialah terutama hendak 

menahan dan menolak kemungkinan kesewenang-wenangan dari 

hakim, berhubungan dengan adanya “freies Ermessen” dari aliran 

hukum bebas di atas. Mereka pada dasarnya tidak setuju dengan 

kebebasan bagi para pejabat hukum untuk menyampingkan 

undang-undang sesuai dengan perasaannya. Menurut  aliran 

sosiologis, disebut pula hukum yang  merupakan interaksi sosial 

dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, 

karenanya perkembangan hukum (timbulnya berubah dan 

lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Perkembangan hukum merupakan refleksi dari perkembangan 

masyarakat. Undang-undang harus tetap dihormati, tetapi 

sebaliknya memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam 

menyatakan hukum, akan tetapi kebebasan tersebut terbatas dalam 

rangka undang-undang. 

Menurut penganut aliran ini, hakim hendaknya 

mendasarkan putusan-putusannya pada peraturan undang-undang, 

tapi tidak kurang pentingnya, supaya putusan-putusan tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan terhadap asas-asas keadilan, 

kesadaran dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam 

masyarakat. 
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Menurut aliran ini, hukum merupakan hasil interaksi sosial 

dalam kehidupan di masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, 

yang karenanya perkembangan hukum itu sesuai dengan 

perkembangan masyarakat. Hammaker berpendapat bahwa hukum 

itu bukan suatu himpunan norma-norma, bukan himpunan 

peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut 

tata tertib masyarakat, tetapi suatu himpunan peraturan-peraturan 

yang menunjuk kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan 

orang lain di dalam masyarakat itu.6 

Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan 

oleh negara. Karena hukum bukan merupakan pernyataan-

pernyataan, tetapi berdiri dari lembaga-lembaga hukum yang 

diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. 

 

E. Mazhab Realisme 

Aliran ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum realis di 

Amerika antara lain Karl Lewllyn (1893-1962), Jerome Frank 

(1889-1957), Hakim Agung Oliver Wendell Holmes (1841-1935) 

dan ahli hukum Skandinavia dimana para ahli realis yang 

menggunakan pendekatan sosiologis dengan semboyan ‘Hukum 

adalah apa yang dibuat oleh para hakim’. Menurut kaum realis 

hakim lebih layak disebut ‘pembuat hukum’ dari pada penemu 

hukum. 

6 Ibid. 156-157 
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Didalam bidang filsafat hukum mengakibatkan pergeseran 

perhatian dari dunia teori yang mendominasi pemikiran filsafat 

sebelumnya kearah dunia praktek dalam hal ini penerapan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Menurut Oliver Wendell Holmes hukum bukanlah apa yang 

tertulis tetapi hukum yang sebenrnya adalah hukum yang 

dijalankan. 
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PAKET 12 

PENGERTIAN TATA HUKUM DAN SEJARAH TATA HUKUM 

DI INDONESIA 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket dua belas ini difokuskan pada 

pengertian tata hukum dan sejarah tata hukum di Indonesia. 

Kajian dalam paket ini meliputi;  

1.Pengertian tata hukum;  

2.Sejarah tata hukum di Indonesia. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan 

peta konsep (mind map) tentang pengertian tata hokum dan 

sejarah tata hokum di Indonesia.  Dan aturan-aturan yang 

didasarkan pada ilmu hukum sebagai dasar untuk mempelajari 

ilmu hukum lebih lanjut. 

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; pengertian 

tata hokum dan sejarah tata hokum di Indonesia.  
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B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami pengertian tata hokum dan 

sejarah tata hokum di Indonesia. 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a.  Mampu menjelaskan pengertian tata hukum 

b. Mampu menjelaskan sejarah maupun subtema tata hukum di    

Indonesia. 

 

3. Waktu 

2x50 menit 

4. Materi Pokok 

a. Pengertian tata hukum 

b. Sejarah tata hukum di Indonesia 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a.  Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang  pengertian tata hukum dan sejarah tata 

hukum di Indonesia  

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 12 ini 
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2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Pengertian Tata Hukum 

2) Kelompok 2: Sejarah Tata Hukum di Indonesia pada 

waktu sebelum dekrit Presiden 5 Juli 1959 

3) Kelompok 3: Sejarah Tata Hukum di Indonesia pada 

waktu setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 

4) Kelompok 4: Sejarah Tata Hukum di Indonesia pada 

waktu Setelah Amandemen UUD 1945 ( 10 Agustus 

2002 ) 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 

konfirmasi 

 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika pengertian tata hukum dan sejarah 

tata hukum di Indonesia 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
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4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang pengertian tata 

hukum dan sejarah tata hukum di Indonesia 

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Pengertian Tata Hukum Sejarah Tata Hukum 
di Indonesia 

Periode Sebelum 
Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 

Periode Setelah Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 

Periode Setelah 
Amandemen UUD 
1945 [ 10 Agustus 
2002 ] 

1. Undang-undang 
Dasar  

2. Undang-undang  
3. Peraturan 

Pemerintah Pusat  
4. Peraturan Daerah  

 

1. UUD 1945  
2. Ketetapan MPRS/MPR  
3. Undang-undang atau 

Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-
undang 

4. Peraturan Pemerintah 
(PP)  

5. Keputusan Presiden 
(Kepres)  

6. Peraturan Daerah  
7. Peraturan-peraturan 

pelaksanaan lainnya  

 

Hasil dari sidang tahunan 
MPR tahun 2000: 

1. Undang-Undang 
Dasar 1945 

2. TAP MPR  
3. Undang-Undang 
4. Perpu 
5. PP 
6. Kepres 
7. Perda 
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang tata hukum dan sejarah tata hukum di 

Indonesia melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok 

yang dituangkan  dalam bentuk mind maping.  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

PENGERTIAN TATA HUKUM DAN SEJARAH TATA HUKUM 

DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Tata Hukum 

Jika kita berbicara tentang hukum, maka hukum dalam bahasa 

Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. 

ialah susunan hukum, yang artinya memberikan tempat sebenarnya 

kepada hukum, yaitu dengan menyusun lebih baik, dan tertib aturan–

aturan hukum  dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Dalam Tata Hukum, ada aturan hukum yang berlaku, pada 

saat tertentu, yang disebut hukum Positif  atau Ius Constitutum, 

aturan-aturan hukum yang berlaku tersebut dinamakan rech, atau 

Hukum. 

Perlu diingat bahwa manusia selalu berkembang, sehingga 

rasionya berjalan sesuai dengan rasa adil yang dibutuhkan dalam 

perkembangan masyarakat saat itu, oleh karena itu, ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif  juga akan 

berkembang sesuai dengan tujuannya. 

Berarti hukum positif pun  akan mengalami perubahan  dan 

berkembang sebagaimana aturan hukum yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Suatu ketentuan hukum, seperti hukum positif, yang 
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tidak sesuai dengan kebutuhan, wajib diganti dengan ketentuan 

hukum sejenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu.1 

Hukum hidup dalam pergaulan manusia, seperti kita lihat 

cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia 

hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang 

menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru 

dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah 

memperoleh ketertiban dalam hubungan manusia. Menjaga jangan 

sampai seseorang dapat dipaksa orang lain untuk melakukan sesuatu 

yang tidak kehendaknya, dan lain-lain. 

Tetapi ada faktor lain selain tata tertib yang terdapat pada 

hukum yaitu keadilan, suatu sifat khas pada hukum yang tidak 

terdapat pada ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk 

mencapai tata tertib. Jadi hukum itu berkenaan dalam kehidupan 

manusia, ialah manusia dalam hubungan antar manusia untuk 

mencapai tata tertib didalamnya berdasarkan keadilan. 

Dalam hubungan Hukum dan Negara, baik hukum maupun 

negara muncul dari kehidupan manusia karena keinginan bathinnya 

untuk memperoleh tata tertib. Sehubungan dengan hal itu mengingat 

tujuan negara adalah menjaga dan memelihara tata tertib. 

Di Negara Indonesia seperti kita ketahui bahwa tata hukum di 

Indonesia ialah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia (Ius 

Constitutum) berlaku disini berarti yang memberikan akibat hukum 

1 Diambil dari: http://mdjum.wordpress.com/pengertian-tata-hukum/, pada 16-12-
2013 
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pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup, sedangkan sekarang 

adalah menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini 

dan bukan pergaulan hidup masa lampau, di Indonesia menunjukkan 

pergaulan hidup yang terdapat pada Republik Indonesia dan bukan 

negara lain. Tata hukum disebut juga Hukum Positif atau Ius 

Contitutum, sedang hukum yang dicita-citakan adalah Ius 

Constituendum. 

 

B. Sejarah Tata Hukum di Indonesia 

Sejarah Tata Hukum Indonesia dimulai sejak berdirinya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dimana 

kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Dengan adanya 

proklamsi berarti sejak saat itu bangsa Indonesia telah menentukan 

dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia 

dengan Tata Hukum Indonesia.  

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti 

pula memiliki dua arti, pertama menegarakan Indonesia dan , kedua 

menetapkan Tata Hukum Indonesia. Kesempurnaan Negara dan Tata 

Hukumnya itu lebih lengkap dengan diundangkannya UUD 1945 

pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya secara garis besar 

tertulis tentang Tata Hukum Indonesia. Pada saat berdirinya Negara 

Indonesia dibentuklah tata hukumnya, hal itu dinyatakan dalam: 

1. Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini 

menyatakan kemerdekaan Indonesia.” 
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2. Pembukaan UUD-1945: “Atas berkat Rahmat Allah Yang 

Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 

supaya berkehidupan kebangasaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” 

“Kemudian daripada itu … disusunlah Kemerdekaan 

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 

Negara Indonesia ….” 

Pernyataan tersebut mengandung arti: 

1. Menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan 

berdaulat. 

2. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, sekedar 

mengenai bagian yang tertulis. Di dalam Undang-Undang 

Dasar Negara itulah tertulis tata hukum Indonesia. 

UUD hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan 

rangka dari Tata Hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-

ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam berbagai 

Undang-Undang Organik. 

 Oleh karena sampai sekarang belum juga banyak Undang-

Undang demikian, maka sangat pentinglah arti ketentuan peralihan 

dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan adanya aturan 

peralihan tersebut, pengaturan dalam peraturan-perundangan Organik 

yang menyelenggarakan ketentuan Dasar dari UUD, maka melalui 

jembatan pasal peralihan tersebut, masih harus kita pergunakan 

peraturan perundangan tentang hal itu dari tata hukum sebelum 17 

Agustus 1945, ialah tata Hukum Belanda. 
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 Kenyataan demikian, dewasa ini masih terdapat dalam banyak 

lapangan hukum Indonesia. Kiranya tak ada tata hukum di dunia ini 

“sesulit” tata hukum Indonesia! 

 Akan tetapi walaupun demikian, tata hukum Indonesia tetap 

berpribadi Indonesia, yang sepanjang masa mengalami pengaruh dari 

anasir tata hukum asing, yang pada masa penjajahan Belanda hamper-

hampir terdesak oleh tata hukum Hindia Belanda. Tetapi akhirnya 

dengan Proklamasi Kemerdekaan hidup kembali dengan segarnya 

dengan kesadaran akan pribadinya sendiri. 

 Bahwasannya bangsa Indonesia mempunyai tata hukum 

pribadi asli itu dibuktikan oleh adanya ilmu pengetahuan Hukum 

Adat, berkat hasil penyelidikan ilmiah Prof. Mr. C. Van Vollenhoven 

di Indonesia. 

 Dalam pada itu tata hukum Indonesia, semenjak tanggal 17 

Agustus 1945 ada di tengah-tengah dunia modern. Tata hukum 

Indonesia yang pada waktu dahulu dikatakan tidak berbentuk kini 

menemukan dirinya lahir kembali dalam bentuk tertentu. 

  Negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasarnya, sebagai 

perwujutan dari pribadi tata hukum Indonesia. UUD 1945 adalah inti 

tata hukum Nasional Indonesia yang harus kita perkembangkan. 

Dalam perkembangan selanjutnya UUD 1945 mengalami 

pasang naik dan pasang surut, antara lain : 

1. Periode Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Berdasarkan pada UUDS 1950 dan konstitusi RIS 1949, peraturan 

perundang-undangan di Indonesia terdiri dari : 
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a. Undang-undang Dasar (UUD) 

UUD adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita 

bangsa dan memuat garis besar dasar dan tujuan Negara. 

b. Undang-undang (biasa) dan Undang-undang Darurat 

1) UU Biasa ialah peraturan negara yang diadakan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang 

dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan Undang-

Undang Dasar. 

2) UU Darurat yaitu Undang-undang yang dibuat oleh 

pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab 

pemerintah yang karena keadaan mendesak perlu diatur 

dengan segera. 

c. Peraturan Pemerintah tingkat Pusat 

Peraturan Pemerintah Pusat adalah suatu peraturan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan 

undang-undang. Peraturan Pemerintah dibuat semata-mata 

oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR. 

d. Peraturan Pemerintah tingkat Daerah. 

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh 

Pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-

peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. 

2. Periode Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan 

umum seluruh rakyat, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam 

peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundangan. 
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Adapun bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan perundangan RI 

sekarang ini menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 

kemudian dikuatkan oleh Tap No. V/MPR/1973 adalah sebagai 

berikut : 

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, 

sedangkan disamping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang 

tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum, misalnya 

kebiasaan-kebiasaan (konvensi), traktat dan sebagainya.  

b. Ketetapan MPRS/MPR 

Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislative yang 

merupakan keputusan musyawarah MPR, yang ditujukan 

mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang legislative 

dan eksekutif.  

c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (PERPU) 

Undang-Undang adalah salah satu bentuk peraturan 

perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD dan 

ketetapan MPR. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak 

diatur dalam UUD 1945 maupun ketetapan MPR. Undang-

undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD 

dinamakan undang-undang organik. UU organik bertujuan 

untuk pelaksanaan dari suatu UUD, misalnya UU No. 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk 

melaksanakan Pasal 18 UUD 1945. 
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Suatu Undang-Undang mulai sah berlaku apabila telah 

diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara, 

dan tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal 

yang ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tidak 

disebutkan maka berlaku 30 hari setelah diundangkan untuk 

Jawa dan Madura dan 100 hari untuk daerah lain. 

Sehubungan dengan berlakunya suatu undang-undang, 

terdapat beberapa asas Peraturan Perundangan : 

1) Undang-undang tidak berlaku surut 

2) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 

3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan 

undang-undang yang bersifat umum 

4) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan 

undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal yang 

sama) 

5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 

Pada suatu masa undang-undang dapat dinyatakan tidak 

berlaku lagi apa bila : 

1) Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh UU 

yang bersangkutan sudah habis 

2) Keadaan atau hal untuk mana UU itu dibuat sudah tidak 

ada lagi 

3) UU itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi 

yang lebih tinggi 
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4) Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau 

berlainan dengan UU yang dahulu berlaku. 

d. Peraturan Pemerintah (PP) 

Peraturan pemerintah diadakan untuk melaksanakan 

undang-undang, maka tidak mungkin presiden menetapkan 

peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang. Peraturan 

pemerintah memuat aturan-aturan umum umtuk 

melaksanakan undang-undang. 

e. Keputusan Presiden (Kepres) 

UU, Perpu, dan PP adalah peraturan yang disebutkan 

dalam UUD 1945. Kepres sebagai bentuk peraturan yang baru, 

ditetapkan oleh Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Kepres berisi 

keputusan yang bersifat khusus (einmalig) yaitu untuk 

melaksanakan ketentuan UUD 1945 yang bersangkutan 

dengan Tap MPR(S) dalam bidang eksekutif, UU/Perpu atau 

PP. 

f. Peraturan daerah 

Peraturan Daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh 

pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi ataupun 

pemerintah kabupaten dan kota, dalam rangka mengatur 

rumah tangganya sendiri. 

g. Peraturan–peraturan pelaksana lainnya seperti : Peraturan 

Menteri, Instruksi Menteri, Peraturan Daerah (Perda), dan 

Sebagainya. 
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Peraturan ini merupakan bentuk peraturan yang ada 

setelah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Peraturan pelaksana 

lainnya (baik dikeluarkan oleh pejabat sipil maupun pejabat 

militer) dapat berbentuk : Keputusan Menteri, Instruksi 

Menteri, Keputusan Panglima TNI, dll, haruslah dengan tegas 

bersumber dan berdasarkan peraturan perundangan yang lebih 

tinggi. 

3. Periode Setelah Amandemen UUD 1945 [ 10 Agustus 2002 ] 

Dalam rangka pembaharuan sistem peraturan perundang-

undangan di era reformasi dewasa ini, Sidang Tahunan MPR 

Tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No. III/MPR/2000 

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan 

sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. TAP MPR 

c. Undang-Undang 

d. Perpu 

e. PP 

f. Kepres 

g. dan Perda. 2 

 

 

 

2 Diambil dari: http://gubukhukum.blogspot.com/2013/06/2-sejarah-tata-hukum-
indonesia.html. pada 16-12-2013 
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PAKET 13 

SIKAP TINDAK HUKUM/HUKUM DALAM KENYATAAN 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket tiga belas ini difokuskan pada 

sikap tindak hukum/ hukum dalam kenyataan. Kajian dalam paket 

ini meliputi;  

1. Sosiologi hukum. 

2. Antropologi hukum. 

3. Perbandingan hukum. 

4. Sejarah hukum. 

5. Pysikologi hukum. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan 

peta konsep (mind map) tentang sikap tindak hukum/ hukum 

dalam kenyataan.  dan aturan-aturan yang didasarkan pada ilmu 

hukum sebagai dasar untuk mempelajari ilmu hukum lebih lanjut.  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; sikap tindak 

hukum/ hukum dalam kenyataan. 
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B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mempunyai sikap hukum/hukum dalam kenyataan  

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan tindak hukum/ hukum dalam 

kenyataan. 

b. Mampu menjelaskan sub tema yaitu sosiologi hukum, 

antropoligi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, 

pysikologi hukum. 

c. Mampu membedakan antara masing-masing sub tema. 

3. Waktu 

2x50 meni 

4. Materi Pokok 

a. Sosiologi Hukum 

b. Antropologi Hukum 

c. Perbandingan Hukum 

d. Sejarah Hukum 

e. Pysikologi Hukum 

 

C, Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

308 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang sikap tindak hukum/hukum dalam 

kenyataan 

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 1 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 5 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Sosiologi Hukum 

2) Kelompok 2: Antropologi Hukum 

3) Kelompok 3: Perbandingan Hukum 

4) Kelompok 4: Sejarah Hukum 

5) Kelompok 5: Pysikologi Hukum 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 

konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika sikap tindak hukum/hukum dalam 

kenyataan 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
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4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang sikap tindak 

hukum/hukum dalam kenyataan 

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUM DALAM 
KENYATAAN 

Pengertian 

SOSIOLOGI HUKUM Konsep Dasar Sosiologi 

Gejala Sosial Kemasyarakatan 

Ciri-Ciri Utama 
Sosiologi 

Objek yang Disoroti Sosiologi 
Hukum 

Struktur Sosial  

Proses Sosial 

a. Hukum dan sistem sosial 
masyarakat  

b. Persamaan dan 
perbedaan sistem-sistem 
hukum 

c. Hukum dan kekuasaan  
d. Hukum dan nilai-nilai 

sosial budaya 
e. Kepastian hukum dan 

kesebandingan 
f. Peranan hukum sebagai 

alat untuk merubah 
masyarakat 

 

a. Bersifat empiris 
b. Bersifat teoritis 
c. Bersifat kumulatif 
d. Bersifat non-etis 
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang sikap tindak hukum/hukum dalam kenyataan 

melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang 

dituangkan  dalam bentuk mind maping.  

 

SEJARAH HUKUM 

PYSIKOLOGI 
HUKUM 

ANTROPOLOGI HUKUM 

PERBANDINGAN HUKUM Tujuan Perbandingan 
Hukum 

Dasar-dasar Premis 
Antropologi Hukum 

Fungsi Sejarah 
Hukum 

Pentingnya Pysikologi Hukum bagi 
Penegakan Hukum 

Ada (4) empat  

Ada (5) lima 

Ada (6) enam 

Ada (6) enam 
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F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 

 

 

 

Uraian Materi 

SIKAP TINDAK HUKUM/HUKUM DALAM KENYATAAN 
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Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan membahas hukum dari 

sisi sikap tindak atau perilaku.Artinya hukum akan dilihat dari segi 

penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau sikap 

tindak (das sein).  Di dunia ini manusia terikat oleh peraturan hidup 

yang disebut norma, tanpa atau disertai sanksi.Bilamana seseorang 

melanggar seseatu norma, maka orang itu akan mengalami sanksi 

yang berbagai-bagai sifat dan beratnya.  

Sikap tindak hukum atau hukum dalam kenyataan meliputi: 

A. Sosiologi Hukum  

adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan 

empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan 

gejala-gejala sosial. 

a. Konsep Dasar Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum 

yang mengkaji hubungan timbal balik atau pengaruh timbal 

balik antara hukum dan gejala sosial yang dilakukan secara 

analitis dan empiris. Dalam konteks ini yang diartikan hukum 

adalah suatu kompleksitas daripada sikap-tindak manusia 

yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam pergaulan 

hidup.1 

b. Gejala sosial kemasyarakatan 

1 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, jakarta: prestasi pustaka, 2006. 162 
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Menurut Soerjono Soekanto, bahwa gejala-gejala sosial 

masyarakat ruang lingkupnya meliputi “struktur sosial” dan 

“proses sosial”: 

 Struktur Sosial 

a. Kelompok sosial 

Kelompok sosial timbuk karena manusia dengan 

sesamanya mengadakan hubungan yang langgeng 

untuk suatu tujuan tertentu. Ciri-ciri pokok dari 

adanya suatu situasi kelompok sosial antara lain: 

• Adanya motif yang sama dari anggotanya untuk 

membentuk kelompok; 

• Adanya kecakapan yang berbeda dari anggota 

kelompok; 

• Kelompok tersebut mempunyai struktur yang 

tegas; 

• Adanya kaidah-kaidah yang mengatur hubungan 

timbal balik; 

• Masing-masing anggota merasa dirinya sebagai 

bagian dari kelompok, oleh karena masing-masing 

mempunyai kepentingan yang relatif sama; 

• Adanya suatu pola interaksi sosial.2 

b. Kebudayaan 

Kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu 

pedoman bagi hubungan antar manusia maupun 

2 Ibid. 164 
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hubungan antar kelompok. Selain itu juga sebagai 

wadah bagi manusia, untuk dapat menyalurkan 

perasaan dan kemampuan-kemampuan lainnya. 

c. Lembaga-lembaga Sosial 

Pelembagaan merupakan suatu proses, dimana 

kaida-kaidah tertentu diketahui, dipahami, dihargai, 

dan ditaati, oleh warga masyrakat. Sehingga kaidah-

kaidah tersebut menjadi pedoman yang mengatur 

kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. 

d. Stratifikasi 

Di dalam masyarakat senantiasa terdapat 

stratifikasi, yaitu suatu sistem berlapis-lapis yang 

membagi warga-warga masyarakat ke dalam beberapa 

lapisan, secara bertingkat. Artinya suatu lapisan 

tertentu kedudukannya lebih tinggi dari lapisan 

lainnya, dan seterusnya. 

Berbagai ukuran untuk menentukan lapisan 

masyarakat (staritifikasi) tersebut, diantaranya adalah 

kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan kehormatan.3 

e. Kekuasaan dan Wewenang 

Kekuasaan digambarkan sebagai suatu proses, 

dimana satu pihak mempengaruhi pihak lain 

sedemikian rupa, sehingga pihak lain tersebut 

3 Op.cit. 165 
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mengikuti pihak yang pertama. Apabila kekuasaan 

tersebut diakui, maka terjadilah wewenang. 

Sebagai suatu proses, kekuasaan maupun 

wewenang merupakan suatu pengaruh yang nyata atau 

bersifat potensi, yang dapat dibedakan antara lain: 

• Pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi 

dan bersifat persuasif; 

• Pengaruh tergantung atau tidak bebas yang 

menjadi efektif, oleh karena ciri tertentu yang 

dimiliki oleh pihak yang berpengaruh. 

 Proses Sosial 

Proses sosial pada dasarnya adalah pengaruh timbal 

balik antara berbagai bidang kehidupan. Proses sosial 

mencakup, antara lain: interaksi sosial, perubahan sosial, 

dan masalah sosial. 

a. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal 

balik antara individu dengan individu, antara 

kelompok dengan kelompok, antara individu dengan 

kelompok, yang didasarkan pada adanya kebutuhan. 

Kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan 

sesamanya, didasarkan pada keinginan manusia untuk 

mendapat: 

• Kepuasan dalam mengadakan hubungan serta 

mempertahankannya (kebutuhan akan inklusi); 
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• Pengawasan dan kekuasaan (kebutuhan akan 

kontrol); 

• Cinta dan kasih sayang (kebutuhan akan refleksi).4 

b. Perubahan-perubahan Sosial 

Suatu masyarakat serta kebudayaan yang 

dihasilkannya tidak mungkin berhenti berproses. 

Dengan kata lain, bahwa masyarakat pada umumnya 

selalu berproses sesuai dengan perjalanan waktu. Suatu 

proses akan lebih mudah terjadi, apabila masyarakat 

yang bersangkutan bersikap terbuka terhadap hal-hal 

baru baik yang berasal dari dalam maupun dari luar 

masyarakat tersebut. 

Proses perubahan masyarakat yang dikehendaki 

dan direncanakan dinamakan modernisasi. Modernisasi 

hakekatnya merupakan peningkatan kemampuan dari 

masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yang mencakup: 

kebutuhan akan sandang pangan papan, keselamatan 

terhadap jiwa dan harta benda, kesempatan yang wajar 

untu dihargai, kesempatan untuk dapat 

mengembangkan kemampuan atau potensi, dan 

mendapatkan kasih sayang dari sesamanya.5 

c. Masalah-masalah Sosial 

4 Ibid. 166 
5 Op.cit. 167 
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Biasanya setiap perubahan sosial senantiasa 

menimbulkan masalah, walaupun tidak semua masalah 

tersebut dapat menggoncangkan masyarakat. Suatu 

masalah sosial bisa terjadi apabila harapan (das sein) 

tidak sesuai dengan kenyataan (das solen) yang terjadi. 

c. Objek yang Disoroti Sosiologi Hukum, antara lain : 

 Hukum dan sistem sosial masyarakat 

 Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hokum 

 Hukum dan kekuasaan  

 Hukum dan nilai-nilai sosial budaya 

 Kepastian hukum dan kesebandingan 

 Peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat 

Berdasarkan objek yang disoroti tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa : 

“Sosiologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara 

teoritis, analitis dan empiris, menyoroti pengaruh gejala sosial 

lain terhadap hukum dan sebaliknya”. 

d. Ciri-Ciri Utama Sosiologi: 

a. Bersifat empiris, sosiologi didasarkan pada observasi 

terhadap kenyataan dan akal sehat, tidak bersifat 

spekulatif. 

b. Bersifat teoritis, sosiologi selalu berusaha untuk 

menyusun abstraksi dari hasil observasi. 
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c. Bersifat kumulatif, teori-teori sosiologi dibentuk atas 

dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, 

memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. 

d. Bersifat non-etis, yang dipersoalkan bukanlah baik atau 

buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk 

menjelaskan fakta secara analitis. 

 

B. Antropologi Hukum 

adalah studi hukum dengan antropologi terdapat suatu 

hubungan yang erat karena keduanya berbicara dan mengkaji 

ketertiban organisasi masyarakat dengan segala pengendalian 

yang dicoba diefektifkan oleh para penguasa di dalam struktur. 

Antara studi hukum dan antropologi terdapat suatu 

hubungan yang erat, dikarenakan keduanya mengkaji perihal 

ketertiban organisasi masyarakat, seperti masalah-masalah 

struktur, fungsionalisasi struktur, pemeran sosial dalam struktur. 

Melalui ajaran ini ditelaah bagaimana sesungguhnya hukum 

bekerja dalam masyarakat, baik masyarakat modern maupun 

transisi. Antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai 

persamaan dan pendekatan, bahwa itu tidak bisa dilepaskan dari 

keseluruhan proses-proses dalam masyarakat, proses-proses yang 

lebih besar yang didalamnya termasuk hukum. 

Karakteristik antropologi hukum terletak pada sifat 

pengamatannya, penyelidikannya dan pemahamannya yang secara 

menyeluruh terhadap kehidupan manusia, lingkungan hidup, 
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kehidupan keluarga, pemukiman, ekonomi, politik, agama, bangsa 

sehingga pengertian-pengertian yang dibentuknya mempunyai 

nilai universal baik menurut tempat maupun waktu. 

Pada hakikatya studi antropologi hukum didasarkan pada 

premis-premis sebagai berikut: 

1) Hukum masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem-

sistem politik, ekonomi dan agamanya, dan juga kerangka 

struktur sosial dari hubungan-hubungan antar orang dan 

kelompok. 

2) Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap 

prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian 

sengketa. 

3) Prosedur-prosedur yang berhubungan dengan sengketa 

tersebut gilirannya akan menjadi penting, jika penelitian 

dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan 

perbandingan. 

4) Agar dapat dibuat laporan yang sah mengenai suatu hukum 

masyarakat, apa yang dipandang sebagai perbuatan yang 

dilarang dan bentuk-bentuk serta prosedur-prosedur 

penindakan yang harus diambil. Kesemuanya ini 

diterjemahkan dalam sarana komunikasi yang dipakai dalam 

masyarakat yang terkadang sedang mengalami proses 

modernisasi. 
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Jadi, persoalan-persoalan yang banyak dikaji dalam 

antropologi hukum adalah persoalan-persoalan tentang sekitar 

penyelesaian sengketa dalam masyarakat.6 

C. Perbandingan Hukum 

Dalam literatur ilmu hukum, istilah perbandingan hukum, 

menunjukkan dua pengertian yang berbeda. Pertama, 

perbandingan hukum sebagai metode studi hukum; kedua, 

perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. 

Beberapa pengertian Perbandingan Hukum yaitu sebagai 

berikut : 

1. Rudolf B.Schlesinger  

Perbandingan Hukum merupakan metoda penyelidikan 

dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih 

dalam tentang bahan hukum tertentu. 

2. Winterton 

Perbandingan Hukum adalah suatu metoda yang 

membandingkan sistem – sistem hukum dan perbandingan 

tersebut menghasilkan data sistem hukum yang di 

bandingkan. 

3. Lemaire 

6 Ibid. 176 
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Perbandingan Hukum sebagai cabang ilmu 

pengetahuan ( yang juga mempergunakan metoda 

perbandingan ) mempunyai lingkup isi dari kaidah – kaidah 

hukum, persamaan dan perbedaanya,sebab- sebab dan dasar – 

dasar kemasyarakatannya. 

4. Zweigert dan Kotz 

Perbandingan Hukum adalah perbandingan dari jiwa 

dan gaya dari sistem hukum yang berbeda – beda atau 

lembaga –lembaga hukum yang berbeda – beda atau 

penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan 

dalam sistem hukum yang berbeda – beda.7 

Perbandingan hukum bisa dilakukan dalam satu negara 

saja, yang mempunyai suatu hukum yang pluralistik atau 

majemuk. Seperti Indonesia, dapat diadakan perbandingan 

hukum antara sistem-sistem hukum adat, atau antara sistem 

hukum barat dengan sistem hukum adat. 

 Tujuan Perbandingan Hukum: 

o Untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan yang 

adadiantara sistem hukum atau bidang-bidang hukum 

yang dipelajari. 

7 Diambil di: http://samalovernosasa.blogspot.com/2011/04/perbandingan-hukum-
pidana.html. pada 18-12-2013 
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o Untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau 

perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang 

menyebabkannya. 

o Untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing 

sistem yang digunakan. 

o Untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa 

yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi 

banding yang telah dilakukan. 

o Untuk merumuskan kecenderungan-kecenderungan 

yang umum pada perkembangan hukum, termasuk 

didalamnya irama dan ketentuan yang dapat dilihat 

pada perkembangan hukum tersebut. 

o Untuk menemukan asas-asas umum yang didapat 

sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan 

cara membandingkan hukum tersebut. 

Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah mandiri 

harus dibedakan dari metode perbandingan (hukum). Metode 

perbandingan adalah salah satu cara melakukan penelitian 

atau pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan 

tentang hukum. Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah 

adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum 

positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan 

hukum didalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah 

berlaku. 
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Dalam perbandingan hukum, isi dan bentuk sistem-

sistem hukum itu saling diperbandingkan untuk menemukan 

dan memaparkan persamaan dan perbedaan, serta menjelaskan 

faktor-faktor yang menyebabkannya dan kemungkinan arah 

perkembangannya. 8 

 

D. Sejarah Hukum 

Sejarah hukum adalah satu bidang studi hukum, yang 

mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam 

suatu masyarakat tertentu serta membandingkan antara hukum 

yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Soejono 

Soekanto mengatakan sejarah hukum adalah bidang studi hukum 

yang mempelajari tentang perkembangan dan asal usul daripada 

sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.9 

Sejarah adalah suatu proses, jadi bukan sesuatu yang 

berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak, bukan mati melainkan 

hidup. Segala yang hidup selalu berubah. Demikian juga 

masyarakat manusia, dan juga bagian dari masyarakat yang 

disebut hukum. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum 

adalah gejala sejarah, ia mempunyai sejarah. Hukum sebagai 

gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus 

menerus. Pengertian pertumbuhan memuat dua arti, yaitu unsur 

pertumbuhan dan unsur stabilitas. 

8 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, jakarta: prestasi pustaka, 2006. 179 
9 Op.cit. 180 
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Hukum pada masa kini dan pada masa lampau merupakan 

satu kesatuan. Oleh karena itu kita hanya dapat mengerti hukum 

masa kini dengan mempelajari sejarah. Mempelajari hukum secara 

ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah. 

Hukum yang berlaku sekarang memang berbeda dengan 

hukum pada masa silam dan tidak sama dengan hukum pada masa 

yang akan datang. Tetapi dalam tata sekarang terkandung anasir-

anasir dari tata hukum yang silam, dan dalam tata hukum yang 

sekarang terbentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa 

yang akan datang. 

Satjipto Rahardjo mengatakan, dengan mengetahui dan 

memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, 

faktor-faktor yang menyebabkannya, interaksi faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, proses adaptasi terhadap hukum yang baru, 

fungsi lembaga-lembaga hukum tertentu, faktor-faktor yang 

menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya lagi suatu 

lembaga hukum tertentu dan sebagainya, akan memberikan 

tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami gejala 

hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan oleh cabang studi 

hukum yang disebut sejarah hukum.10 

Sedangkan fungsi dan kegunaan sejarah hukum, 

diantaranya adalah: 

1) Mempertajam pemahaman dan penghayatan tentang hukum 

yang berlaku sekarang. 

10 Ibid. 182 
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2) Mempermudah para pembuat hukum sekarang, menghindari 

kesalahan dimasa lalu serta mengambil manfaat dari 

perkembangan positif hukum dimasa lalu. 

3) Mengetahui makan hukum positif bagi para akademisi 

maupun praktisi hukum dengan melakukan penelusuran dan 

penafsiran sejarah. 

4) Sejarah hukum mengungkap atau setidaknya memberi suatu 

indikasi dari mana hukum tertentu berasal, bagaimana 

posisinya sekarang, dan hendak kemana perkembangannya. 

5) Mengungkapkan fungsi daaan efektivitas dari lembaga-

lembaga hukum tertentu. Artinya , dalam keadaan yang 

bagaimana suatu lembaga hukum dapat efektif menyelesaikan 

persoalan hukum dan dalam keadaan yang bagaiman pila 

lembaga tersebut gagal. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan 

yang ada dalam sejarah hukum tersebut.11 

 

Sejarah Hukum di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode: 

• Periode Kolonialisme  

• Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal  

• Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru  

• Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang) 

 

a. Periode Kolonialisme 

11 Diambil di:  http://juwandaginting.blogspot.com/2012/06/hukum-sebagai-ilmu-
kenyataan.html. pada 18-12-2013 
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Periode kolonialisme terbagi ke dalam tiga tahapan 

besar, yakni: periode VOC, Liberal Belanda dan Politik etis 

hingga penjajahan Jepang. 

b. Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal 

a. Periode Revolusi Fisik 

Pembaruan hukum yang sangat berpengaruh di 

masa awal ini adalah pembaruan di dalam bidang 

peradilan, yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi: 

1) Meneruskan unfikasi badan-badan peradilan dengan 

melakukan penyederhanaan; 2) Mengurangi dan 

membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan 

swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang 

bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam 

Tinggi. 

b. Periode Demokrasi Liberal 

UUDS 1950 yang telah mengakui hak asasi 

manusia. Namun pada masa ini pembaharuan hukum dan 

tata peradilan tidak banyak terjadi, yang ada adalah 

dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat 

atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi 

hukum nasional yang peka terhadap perkembangan 

ekonomi dan tata hubungan internasional. Kemudian yang 

berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan 

menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme 

pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
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negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang 

Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang 

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. 

c. Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru 

a) Periode Demokrasi Terpimpin 

Langkah-langkah pemerintahan Demokrasi 

Terpimpin yang dianggap sangat berpengaruh dalam 

dinamika hukum dan peradilan adalah: 

1) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan 

mendudukan MA dan badan-badan pengadilan di 

bawah lembaga eksekutif; 

2) Mengganti lambang hukum “dewi keadilan” menjadi 

“pohon beringin” yang berarti pengayoman; 

3) Memberikan peluang kepada eksekutif untuk 

melakukan campur tangan secara langsung atas proses 

peradilan berdasarkan UU No.19/1964 dan UU 

No.13/1965; 

4) Menyatakan bahwa hukum perdata pada masa kolonial 

tidak berlaku kecuali sebagai rujukan, sehingga hakim 

mesti mengembangkan putusan-putusan yang lebih 

situasional dan kontekstual. 

b) Periode Orde Baru 

Perkembangan dan dinamika hukum dan tata 

peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh 

penyingkiran hukum dalam proses politik dan 
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pemerintahan. Di bidang perundang-undangan, rezim Orde 

Baru membekukan pelaksanaan UU Pokok Agraria, dan 

pada saat yang sama membentuk beberapa undang-undang 

yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia; 

di antaranya adalah UU Penanaman Modal Asing, UU 

Kehutanan, dan UU Pertambangan. Selain itu, orde baru 

juga melakukan: 

1) Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah 

eksekutif; 

2) Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran 

pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; 

Singkatnya, pada masa orde baru tak ada 

perkembangan yang baik dalam hukum Nasional. 

 

E. Pysikologi Hukum 

adalah  ialah suatu cabang pengetahuan yang 

mempelajari hokum sebagai suatu perwujudan dari 

perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu 

pengetahuan tentang perilaku manusia (human behaviour), 

maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat 

hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia 

suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, 

terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara 

sadar sebagai alat untuk rnencapai tujuan-tujuan yang 

dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah 
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memasuki bidang yang menggarap tingkah-laku manusia. 

Bukankah proses demikian ini menunjukkan bahwa hukum 

telah mernasuki bidang psikologi. Terutama psikologi sosial. 

Sebagai contoh hukum pidana misalnya merupakan bidang 

hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seper-ti tentang 

paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap 

kriminalitas dan lain sebagainya yang menunjukkan hubungan 

antara hukum dan psikologi. Contoh studi yang jelas misalnya 

yang diketengahkan dalam pendapat Leon Petrazic (1867 -

1931), ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis 

dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama. 

Leon Petrazycki beranggapan bahwa fenomen-fenomen hukum 

itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik, yang dapat 

dilihat dengan menggunakan metode introspeksi. Apabila kita 

mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain 

dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka semua itu 

bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-

peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita 

harus berbuat seperti itu. Petrazicky memandang hak-hak dan 

kewajiban sebagai hal yang hanya ada dalam pikiran manusia, 

tetapi yang mempunyai arti sosial. Oleh karena ia menciptakan 

"pengalaman imperatifatributif' yang mempengaruhi tingkah-

laku mereka yang merasa terikat olehnya. Beberapa sarjana 

hukurn secara khusus dan mendalam mempelajari psikologi 

hukum, sehingga mengembangkan ilmu ini. 
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Ilmu pengetahuan ini mempelajari perikelakuan atau sifat 

tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-

gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari 

perikelakuan atau sikap tindak tersebut. 

Meskipun pysikologi hukum usianya relatif masih muda, 

akan tetapi kebutuhan akan cabang ilmu pengetahuan ini sangat 

dirasakan. Misalnya dalam bidang penekanan hukum. Pysikologi 

hukum dapat menelaah faktor-faktor pysikologis apakah yang 

mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum, dan 

meneliti faktor apakah yang mendorong seseorang untuk 

melanggar kaidah. Walaupun faktor lingkungan ada pengaruhnya, 

tetapi tinjauan utamanya adalah faktor pribadi. Sedangkan faktor 

lingkungan sosial secara analitis menjadi ruang lingkup dari 

sosiologi hukum. Dan faktor lingkungan sosial budaya, terutama 

menjadi ruang lingkup penelitian dari antropologi budaya. 

Pengungkapan faktor-faktor pysikologis mengapa 

seseorang melakukan pelanggaran hukum, mempunyai arti 

penting dalam penegakan hukum pidana di pengadilan. Dalam 

hukum pidana misalnya dibedakan ancaman terhadap orang yang 

menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja dan tidak dengan 

sengaja. Direncanakan dan tidak direncanakan, yang dilakukan 

oleh orang yang akalnya sehat dan dilakukan oleh orang yang 

gila. 

Pentingnya pysikologi hukum bagi penegakan hukum 

sebagai berikut: 
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1) Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah 

hukum serta pengertiannya, seperti misalnya pengertian 

iktikad baik, iktikad buruk, tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai suami/ istri, mempertanggungjawabkan 

perbuatan dan seterusnya. 

2) Untuk menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan 

keadaan psikis pelaku. 

3) Untuk lebih menyerasikan ketertiban dengan ketentraman 

yang menjadi tujuan utama dari hukum. 

4) Untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan 

kekerasan dalam penegakan hukum. 

5) Untuk memantabkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum 

dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya. 

6) Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai 

sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.12 

 

 

 

 

 

 

12 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, jakarta: prestasi pustaka, 2006. 
185-186 
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PAKET 14 

PENAFSIRAN HUKUM 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket empat belas ini difokuskan pada 

penafsiran hukum. Kajian dalam paket ini meliputi;  

1. Macam penafsiran hukum. 

2. Sifat penafsiran hukum. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan 

peta konsep (mind map) tentang Penafsiran Hukum.  dan aturan-

aturan yang didasarkan pada ilmu hukum sebagai dasar untuk 

mempelajari ilmu hukum lebih lanjut. 

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; Penafsiran 

Hukum. 

 

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  
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Mahasiswa mampu memahami Penafsiran Hukum dan 

menyikapi masalah dengan berbagai penafsiran tentang 

hukum 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan Penafsiran Hukum  

b. Mampu Menyebutkan macam-macam Penafsiran Hukum 

c. Menyebutkan sifat Penafsiran Hukum 

 

3. Waktu 

2x50 menit 

4. Materi Pokok 

a. Penafsiran Hukum 

b. Macam-macam Penafsiran Hukum 

c. Sifat Penafsiran Hukum 

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang Penafsiran Hukum 

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 14 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 
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1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok 

2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

a. Kelompok 1: Penafsiran Hukum 

b. Kelompok 2: Macam-macam Penafsiran Hukum 

c. Kelompok 3: Sifat Penafsiran Hukum 

3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

5. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau 

menyampaikan konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Penafsiran Hukum 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 

 

D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Ilmu Hukum  

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang penafsiran hukum melalui kreatifitas 

penafsiran 
hukum

macam

gramatikal 
(bahasa)

historis 
(sejarah)

sistematis

sosiologis 
(teologis)

otentik

sifat

subyektif
obyektif

sempit terbatas 
(restriktif)

luas
(ekstensif)
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ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  dalam 

bentuk mind maping.  

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

PENAFSIRAN HUKUM 

 

Membahas penafsiran hukum, kita perlu kembali pada sejarah 

perkembangan hukum, khususnya tugas-tugas hakim sebagai penegak 

hukum dan pengadilan. Mengapa hukum khususnya perundang-

undangan perlu ditafsirkan? Ada 3 alasan pokok:  

1. Perundang-undangan sering tidak jelas maksud dan artinya. 

2. Banyak hal-hal yang ternyata sudah ketinggalan jaman pada 

aturan perundang-undangan tersebut. 

3. Ada hal-hal yang belum diatur pada perundang-undangan itu. 

Dahulu di jaman raja-raja berkuasa sering ditafsirkan oleh 

raja-raja itu sekehendak raja sebagai hakim disaat itu. Menjadi 

perundang-undanagn yang sewenang-wenang. 

Di jaman revolusi besar perancis berhasil menjatuhkan 

kekuasaan raja-raja, penafsiran hukum justru dilarang. Hakim hanya 

sebagai corong undang-undang. Di saat itu undang-undang bersistem 
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tertutup. Tak boleh ditafsirkan oleh hakim apalagi ditambah-tambah 

adalah larangan. 

Para hakim dijadikan robot, alat penerus undang-undang 

berkala. Para hakim tentu saja “Menggugat” atas posisi dan 

fungsinya yang mati tersebut.  

Akhirnya hakim bisa bebas menafsirkan hukum setelah 

mengalami masa suram reaksi keras hakim melalui ajaran hukum 

bebas.  

Pada dasarnya ada tiga tahapan sejarah tugas hakim: 

 

 

•Dipelopori oleh Montesquieu
•hakim tidak boleh menafsirkan UU. karena 
dianggap sbg penyakit menular yg dilarang 
pemerintah

tugas hakim 
abad ke XIX

•Pelopornya Herman Kontorowich dan Eugen 
Ehrlich
•tidak menggunakan sama sekali perundang-
undang. Diluar undang-undang masih ada 
hakim. Misal hukum kebiasaan.

tugas hakim 
ajaran 
Hukum 
Bebas

•dipelopori oleh  Apeldoorn 
•Orang bebas menafsir hukum/UU bahkan kalau 
perlu menambah isi perundang-undang 
(undang-undang bersistem terbuka).

Tugas hakim 
menurut 

pandangan 
masa kini
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1. Pelopornya adalah Montesquieu. 

Disaat itu hakim tak boleh menafsirkan perundang-

undangan. Hakim hanya corong undang-undang berkala. 

Menafsirkan undang-undang adalah penyakit menular yang 

dilarang pemerintah. 

2. Pelopornya antara lain Herman Kontorowich dan Eugen 

Ehrlich.  

Reaksi terhadap masa abad XIX di mana hakim hanya 

boleh mengetrapkan perundang-undangan (corong undang-

undang) saja tanpa boleh menafsir hukum, dreaksi dengan 

keras. Kalau perlu dengan tak menggunakan sama sekali 

perundang-undang. Diluar undang-undang masih ada hakim. 

Misalnya hukum kebiasaan. 

3. Apeldoorn bisa merupakan salah satu pelopor disini. 

Orang bebas menafsir hukum/undang-undang bahkan 

kalau perlu menambah isi perundang-undang (undang-undang 

bersistem terbuka). 

A. Macam Penafsiran Hukum 

1. Penafsiran gramatikal (bahasa). 

Penafsiran berdasarkan arti tatabahasa yang umum/lazim. 
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Contoh: mengikuti orang, ditafsir mengikuti dari belakang, 

lazimnya begitu. 

2. Penafsiran historis (sejarah). 

Ada 2 macam: 

a. Penafsiran berdasarkan sejarah hukum (Rechtshistorische 

interpretatie). 

Contoh: BW Indonesia ditafsirkan seperti asal BW dari 

BW Nederland (asal-usul). 

b. Penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang ketika 

dibuat (wethistorische interpretatie). 

Contoh: penafsiran pasal tertentu sewaktu pasal tersebut 

dibuat di DPR. 

3. Penafsiran sistematis. 

Dengan menghubungkan satu pasal dengan pasal lain. Atau 

satu undang-udang dengan undang-udang lain. 

4. Penafsiran sosialogis (teologis). 

Penafsiran dengan menyesuaikan perkembangan keadaan 

masyarakat. 

5. Penafsiran otentik. 

Penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri. 

 Sesungguhnya lima macam penafsiran tersebut di atas itu 

mengambarkan metode penafsiran. Jadi ada 5 metode penafsiran. 

 

B. Sifat Penafsiran Hukum 

Sedang sifat penafsiran ada dua kelompok: 
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1. Sifat penafsiran Subyektif, yaitu penafsiran sesuai dengan 

pembentuk hukum/perundang-undangan. Lazim disebut 

penafsiran otentik. 

2. Sifat penafsiran Obyektif, bila yang menafsirkan bisa 

bebas menurut akal dan perkembangan tidak harus terkait 

pada kehendak pembentuk aturan hukum itu. 

3. Sifat penafsiran Sempit/terbatas (restriktif). Diartikan 

terbatas. Misal mata uang ditafsir hanya uang logam saja. 

Tidak termasuk uang kertas dsb. 

4. Sifat penafsiran Luas (ekstensif), ditafsir sesuai 

perkembangan zaman/teknologi. Misal uang, tidak hanya 

logam, tetapi juga uang kertas, cek dst. 

Penafsiran hukum, pengujian hukum dan ajaran hukum 

dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam proses 

peradilan dalam bahasa kesenian hukum. 

1. Penjelasan umum 

a. Penafsiraan hukum mengandung dengan sendirinya 

penafsiran perundang-undangan mempunyai arti 

pekerjaan unutuk memperjelas arti dan maksud 

peraturan hukum agar dapat digunakan untuk 

menegakkan hukum khususnya pada proses peradilan. 

b. Penegakan hukum mempunyai artian formil dan 

material. Artian formil jika dilakukan oleh petugas 

yang berdasarkan undang-undang diberi wewenang 

menegakkan hukum. Missal kepolisian, kejaksaan dan 
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hakim pengadilan. Artian material tertuju pada semua 

kawula Negara baik warganegara ataupun orang asing 

di suatu Negara tertentu harus patuh dan mendukung 

hukum di Negara itu. Missal lalu lintas mobil di 

Negara itu harus ambil sisi kiri, mereka harus patuh 

dan mendukung ketentuan hukum seperti itu. Jika di 

Neagar yang menentukan sisi jalur kanan, orang harus 

patuh dan mendukung ketentuan itu. Itu namanya 

menegakkan hukum dalam artian material. 

c. Pengujian hukum mengandung arti ada hukum yang 

teruji tugas itu utamanya dilakukan oleh para haikm. 

Proses pengujian dimulai dengan penafsiran 

hukum. Jika setelah ditafsirkan (oleh hakim misalnya) 

ketentuan hukum itu arti dan maksudnya menjadi jelas 

maka tugas itu tidak berhenti sampai disitu saja 

melainkan diteruskan dengan menguji apakah 

ketentuan hukum yang sudah jelas arti dan maksudnya 

itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang 

derajatnya lebih tinggi. 

Missal undang-undang setelah ditafsirkan 

menjadi helas itu tidaklah bertentangan terhadap 

UUD? Jika benar bertentangan dengan UUD maka 

undang-undang itu harus tidak diberlakukan atau 

diderograsi (disingkarkan). 
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Dapat disebut bahwa pengujian hukum adalah 

perbuatan penafsiran hukum plus atau penafsiran 

hukum ditambah adanya tindak lanjutan. Tindak lanjut 

itu dengan menguji apakah ketentuan hukum 

bertentangan tidak dengan ketentuan hukum yang 

lebih tinggi. 

Hasilnya  bisa bertentangan atau tidak 

bertentangan. Kalau tidak bertentangan, aturan itu 

aman untuk dijalankan terus. 

Pengujian hukum ada 2 macam: 

a. Menguji secara formil: mengujia apakah aturan 

hukum itu memenuhi syarat sesuai prosedur/tata 

cara pembentukannya. Contoh di Indonesia 

prosedur pembentukan U.U harus dibentuk oleh 

Presiden bersama DPR. 

b. Menguji secara material (isi peraturan hukum) 

dengan cara menguji isi peraturan hukum itu. 

Apakah adil-tidak adil. Apakah isinya baik atau 

buruk. Menguji secara material dilarang. 

Menurut pasal 26 UU No. 14 th. 1970 di 

Indonesia pengujian secara material dapat dilakukan 

terhadap peraturan undang-undang itu dan bisa 

dilakukan jika peraturan yang diuji itu diperiksa pada 

tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Jadi di 
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Indonesia pengujian hukum dapat dilakukan tetap 

terbatas oleh persyaratan tertentu. 

d. Ajaran hukum. 

Ajaran hukum meliputi beberapa hal yaitu: 

1) Konstruksi hukum 

2) Begriffjurisprudenz 

3) Penghalusan hukum 

4) Fiksi hukum 

Masalah ajaran hukum ini akan dikupas lebih 

lanjut pada bahasan tersendiri. Hanya ada catatan yang 

perlu diajukan lebih awal sebagai berikut: 

Apakah beberapa dari ajaran hukum yang itu 

pada dasarnya bisa dimasukkan dalam penafsiran 

hukum? Prof. Syeh menyatakan tidak bisa. Beliau 

kataka kontrksi hukum tidak bisa dimasukkan pada 

penafsiran hukum. 

Alasannya dasar konstruksi hukum adalah 

masalah/peristiwa yang belum diatur oleh aturan 

hukum. Konstruksi hukum adalah mencoba 

menundukkan sesuatu hal yang belum diatur oleh 

suatu hukum pada aturan yang ada. Jadi tidak bisa 

masuk penafsiran hukum. Penafsiran hukum menurut 

Prof. Syeh semata-mata bila didasarkan pada aturan 

yang memang sudah ada saja. Tetapi menurut Dosen 
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konstruksi hukum, Begriffjurisprudenz dan 

penghalusan hukum pada dasarnya masih dapat 

dimasukkan pada penafsiran hukum. Sungguhpun bisa 

disebut sebagai penafsiran hukum canggih, penafsiran 

hukum lebih rumit yang memerlakukan daya kejiwaan 

yang lebih bijak. 

Untuk itu akan diuraikan sebagai berikut: 

Penafsiran hukum dan konstruktif hukum, 

perbedaan dan persamaan. Memang perlu ditegaskan 

sekali lagi bahwa penafsiran hukum itu perbuatan 

untuk memperjelas arti dan maksud aturan hukum 

yang sudah ada. Jadi, aturannya atau katakanlah 

UUnya sudah ada dan UU itulah yang menjadi obyek 

penafsiran. Sedangkan dalam konstruksi hukum 

(missal analogi hukum, argumentum acontratio dan 

penghalusan hukum) terdapat keadaan demikian: 

1. Ada aturan hukum / UU yang ada 

2. Masalah / kejadian yang belum diatur pada aturan 

hukum / UU 

Disini misalnya bagaimana usaha penegak 

hukum menentukan apakah masalah/kejadian yang 

belum diatur pada aturan hukum itu bisa 

dimasukkan/ditundukkan pada peraturan hukum/UU 
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yang sudah ada, maka kejadian/masalah yang belum 

diatur aturan hukum itu menjadi tak ada masalah lagi. 

Orang tidak perlu susah payah membuat aturan 

hukum baru  buat perkara/kejadian/masalah tersebut. 

Konstruksi hukum adalah: 

I     II 

Aturan hukum yang sudah ada Masalah yang 

hendak diatur 

dan memang 

belum ada 

aturannya 

Menafsirkan arti dan maksud aturan hukum I 

dan memahami masalah II ternyata dapat 

dipersamakan No.I dengan No.II tersebut. Apa yang 

ada dipermasalahkan(analogi)? Ternyata hakekatnya 

antara masalah II dan aturan hukum I yang bisa 

disampaikan hakekatnya (dianalogikan). 

Contoh: 

Aturan yang sudah ada ps. 1576 KUHPerdata isinya: 

“Jual beli tidak dibahas : tentang memutusakan sewa-

menyewa” bagaimana dengan warisan? Hibah? Apa 
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juga tidak memutus hubungan sewa-menyewa? 

Padahal warisan dan hibah belum ada aturannya. 

Penyelesaian: antara jual-beli dan warisan dan hibah 

itu terdapat persamaan hakekat (analogi). 

Antara keduanya itu merupakan hakekat 

penghasilan/pemindahan hak kebendaan. Jadi sama 

atau analog. Perbuatan penafsiran ukum dengan 

menyamakan hakekat antara hal yang sudah diatur 

dengan hal-hal lain yang belum diatur tersebut sebagai 

penafsiran hukum analogi. Dengan demikian analogi 

masih bisa dimasukkan pada kerja peafsiran hukum 

tetapi jauh lebih rumit disbanding penafsiran hukum 

secara murni (menafssir pada aturan tertentu yang 

memang aturannya sudah ada). 

 

Contoh berikut: 

Aturan hukumnya yang sdah ada pasal masalah yang 

hendak 34 KUHPerdata, “wanita yang putus dibahas 

bagaimana perkawinan namanya dilarang kawin lagi 

dengan laki-laki yang sebelum lewat 300 hari sejak 

terputusnya perkawinannya itu”. Hal ini tidak ada 

aturannya. 
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Penyelesaian: disini tidak harus kita analogikan/dicari 

persamaannya. Sebab kalu dicari annaloginya dengan 

sendirinya laki-laki yang putus perkawinannya ya 

dilarang juga untuk kawin sebelum lewat 300 hari. 

Tetapi apakah itu masuk akal? Sebab laki-laki tak 

mungkin hamil, sedang pada pasal 34 KUH Perdata itu 

ada karena dikhawatirkan wanita yang putus 

perkawinannya itu saat itu ia sedang hamil. Jadi perlu 

kepastian bayi itu anak dari suami yang 

meninggal/yang menceraikannya. 

Oleh karenanya orang tidak menggunakan analogi 

tetapi argumentum  a contratio (pembuktian dengan 

sebaliknya). Disini yang dicari justru perbedaannya. 

Laki-laki perbedaanya dengan wanita adalah tidak 

mungkin hamil, sehingga pemecahannya untuk laki-

laki yang putus perkawinannya bisa dikenai pasal 34 

KUH Persata, melalui penafsran argumentum a 

contrario. 

Contoh berikut lagi: 

Aturan yang sudah ada pada pasal 1365 KUH masalah 

yang belum Perdata: “barangsiapa yang karena ada 

aturannya jika kesalahannya menimbulkan kerugian 

seseorang hanya pada orang lain wajib mengganti 

rugi” membuat sebagian kesalahan yang lain perbuatan 
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orang  laian (missal pejalan kaki ditabrak mobil. 

Kesalahan ada pada sopir tetapi juga pejalan yang 

tidak hati-hati). 

Penyelesaian:  

Masalah itu bisa ditubdukkan pada pasal 1365 KUH 

Perdata, tidak perlu membuat aturan hukum baru 

untuk masalah tersebut. Jika kerugian hukum itu 

karena 100% kesalahan sopir mobil, dia harus bayar 

100% ganti rugi. 

Bagaimana jika kesalahannya 50% ? dengan sendirinya 

membayar ganti rugi juga hanya 50% saja. Kalau tidak 

salah, ya sama sekali tidak bayar ganti rugi. Inilah 

yang disebut penafsiran dengan cara penghalusan 

hukum. 

Semua contoh diatas adalah masalah kontruksi hukum 

yang bila diulas tidak lain kepanjangan dari penafsiran 

hukum dengan menggunakan akal dan kebijakan 

dengan cara menyamakan permasalahan (analogi), 

mencari masalah dengan patokan pasal aturan hukum 

yang ada, untuk memecahkan masalah-masalah yang 

begitu banyak di masyarakat. Dengan demikian orang 

tidak perlu susah payah selalu harus membuat aturan 

hukum baru yang merupakan tindakan berlebih-lebihan 

(bahkan sia-sia/mubazir). 
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Hasil dari usaha penafsiran hukum biasa ataupun penafsiran 

melalui konstruksi hukum tersebut merupakan tindakan ekonomis 

(tindakan berhemat) dalam pembentukan peraturan 

hukum/perundang-undangan.   

Pada uraian ajaran hukum memang membahas: 

1. Konstruksi hukum 

2. Begriffjurisprudenz 

3. Penghalusan hukum 

4. Fiksi hukum 

Ad. A dan ad. C dosen menggabungkan dalam kontruksi 

hukum. Jadi, dari ajaran hukum yang belum diuraikan adalah ad. 

B dan ad. D saja.  

Begriffjurisprudenz 

Begriffjurisprudenz adalah ajaran tentang penggunaan 

masalah satu dari sarana konstruksi hukum yaitu analogi hukum. 

Pada Begriffjurisprudenz tersebut, hakim menetapkan sebagai 

analogi hukum untuk dipakai memecahkan suatu masalah yang 

belum diatur dalam aturan hukum dengan menggunakan suatu 

aturan hukum yang sudah ada. Jadi, Begriffjurisprudenz adalah 

penggunaan konstruksi hukum. 

Apakah analogi ataukah argumentum a contratio. Mungkin 

juga penghalusan hukum. Tapi sayangnya pada 

Begriffjurisprudenz ini dipakai salah satu sarana itu dengan akal 
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(logika) yang tidak tepat yaitu mutlak hanya analogi semata. 

Hasilnya memang terasa logis/sejalan  dengan teori hukum. 

Tetapi hasil yang demikian hanya memuaskan akal/logika saja. 

Tapi perlu diketahui bahwa penggunaan konstruksi hukum itu 

bijak apabila: 

1. Tidak mutlak harus memilih analogi saja. Bisa memilih 

argumentum a contratio juga jika itu dianggap lebih sesuai 

dengan kemanusiaan. 

2. Penggunaan konstruksi hukum, apakah analogi atau 

argumentum didasarkan pada hasil yang menimbulkan 

keadilan bagi masalah tersebut. Jadi, tidak harus mutlak 

analogi yang dipilih/digunakan. Kalau memang argumentum 

yang harus dipilih dan itu lebih member keadilan, mengapa 

tidak? 

Jadi, pada Begriffjurisprudenz orang bisa terpeleset pada 

logika semata-mata dengan hanya memilih analogi pada ajaran 

tersebut. Maka hasilnya menimbulkan ketidakadilan. Bahkan kita 

bisa terpeleset pada “blunder” (kekhilafan yang bodoh) 

menggunakan logika/akal yang ternyata justru tidak bijak dan 

adil. 

Contoh putusan Hoge Raad Belanda tgl. 31 Mei 1875 

terkenal Druyvestein Arrest. Kisah singkatnya sbb: 

Druyvestein sebagai pewaris menetapkan badan hukum 

suatu museum sebagai ahli warisnya disamping ada ahli waris 

326 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

yang lain. Kebetulan ahli waris Druyvestein yang bukan badan 

hukum museum itu tidak senang dengan harta warisan yang jauh 

padaa museum tersebut. Kebetulan waktu Druyvestein meninggal 

dunia, museum itu waktunya sebagai badan hukum sudah 

berakhir. Ini kesempatan bagi ahli waris lain menggugat hak 

museum itu dengan alasan yang tentunya hak buat mewaris harta 

warisan menjadi lenyap dengan berakhirnya waktu sebagai badan 

hukum museum sudah habis. Tetapi HR (Mahkamah Agung 

Belanda) tetap menolak hak waris museum tersebut dengan 

alasan pokok subyek hukum bisa mewaris jika subyek itu jatuh 

warisan dalam keadaan “hidup” (eksis). Dalam hal ini museum itu 

justru waktu berlakunya sebagai badan hukum sudah habis 

(walaupun kemudian diperpanjang).  

Prof. syah tidak menganggap tepat (mungkin juga tidak 

adil) atas putusan HR negeri Belaanda itu. Alasannya kalau 

manusia mati tepat dikatakan dia tidak boleh mewaris lagi sesuai 

UU. Tetapi badan hukum (museum) bukankah bisa dihidupkan 

lagi, tetapi hidupnya badan hukum yang “mati”/habis waktunya, 

bukankah masih bisa dihidupkan lagi/diperpanjang sebagai badan 

hkum? 

Dengan demikian, analogi yang dipakai oleh pendirian HR 

menyatakan museum dengan manusia tidaklah tepat. 

Seyogyanya menggunakan argumentum a contratio (bukti 

sebliknya) seperti pendirian Prof. syah diatas, itu lebih tepat 
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menurut beliau. Manusia berbeda disbanding museum (badan 

hukum). Itulah masalahnya, menetapkan kepastian dan keadilan 

suatu masalah memang tidak gampang. 

Cuma dihimbau memilih salah satu dari konstruksi hukum 

jangan hanya mendasarkan pada alasan logika semata-mata, 

tetapi juga bijak dan keadilan perlu difahami. 

Dosen berpendirian tidak memihak HR Belanda maupun 

Prof. syah, hanya berpesan dalam putusan pengadilan jangan 

berdasarkan semata-mata pada akal atau logika ketentuan formil 

perundang-undangan semata-mata belaka, tetapi logika 

dipadukan dengan kebijakan dan azas keadilan sesuai azas bahwa 

hukum itu sarana yang digunakan bagi kemaslahatan manusia. 

Fiksi Hukum 

 Ajaran yang menggambarkan sesuatu yang ada 

digambarkan sebagai tidak ada, sesuatu yang tidak ada 

digambarkan ada. Tujuan utama fiksi adalah kepastian hukum dan 

keadilan. 

Contoh fiksi: a. kapal yang berisi 20 m3 difiksikan sebagai benda 

tak bergerak. Padahal kapal tentunya berlayar kemana-

mana.  

Disini azas: ada anggapan tidak ada. 
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b. kandungan bayi dianggap telah lahir jika 

kepentingan hukumnya menghendaki (pasal 2 ayat 1 

KUH Perdata).  

Azas fiksi: tidak ada (belum lahir) dianggap   ada 

(lahir). Dsb. 

Kebijakan hukum yang ditetapkan pada berbagai pasal 

perudangan-undangan yang dinamakan fiksi tersebut demi 

kepastian hukum dan keadilan. Missal pasal 2 ayat 1 KUH 

Perdata tersebut di atas, disana digambarkan seandainya X masih 

dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Jika tidak ada pasal 

fiksi tersebut tentunya nasib X akan sangat buruk tidak mendapat 

warisan ayahnya. Tetapi dengan pasal fiksi tersebut, X pasti dan 

mendapat keadilan yaitu dicadangkan sudah hak warisnya. 

 

Terdapat peraturan hukum yang kurang jelas diperlukan 

adanya penafsiran hukum. Ada beberapa penafsiran hukum yaitu: 

a. Penafsiran restruktif : mempersempit arti peraturan 

perundangan. 

b. Penafsiran ekstensif : memperluas arti peraturan 

perundangan. 

c. Penafsiran analogi : penafsiran yang mengkiaskan 

arti kata-kata sesuai dengan asas hukumnya. 
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d. Penafsiran gramatika : penafsiran sebagai bahasa 

sehari-hari. 

e. Penafsiran sistematika : penafsiran dengan cara 

menghubungkan pasal satu dengan pasal lain yang 

terkait dalam satu bidang hukum. 

f. Penafsiran otentik : penafsiran sebagaimana yang 

diberikan oleh pembuat undang-undang. 

g. Penafsiran a contra rio : menafsirkan undang-

undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian 

antara pasal yang diatur dalam suatu pasal undang-

undang. 
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PAKET 15 

LEMBAGA ATAU INSTITUSI HUKUM 

 

A. Pendahuluan 

Perkuliahan pada paket lima belas ini difokuskan pada 

Lembaga Atau Institusi Hukum. Kajian dalam paket ini meliputi;  

1. Pengadilan  

2. Kejaksaan. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen menunjukkan 

peta konsep (mind map) tentang Lembaga Atau Institusi Hukum.  

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD 

dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan laptop digunakan 

untuk pemaparan dalam bentuk power point tentang; Lembaga 

Atau Institusi Hukum. 

   

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  

Mahasiswa mampu memahami Lembaga Atau Institusi 

Hukum  
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2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan Lembaga Atau Institusi Hukum  

b. Mampu Menyebutkan jenis-jenis peradilan  

c. Menjelaskan pengertian peradilan dan kejaksaan 

d. Menyebutkan tugas dan wewenang masing-masing 

lembaga 

 

3. Waktu 

2x50 menit 

4. Materi Pokok 

a. Pengertian pengadilan dan kejaksaan 

b. Macam-macam peradilan 

c. Tugas masing-masing peradilan 

d. Tugas dan wewenang kejaksaan 

 

B. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang Lembaga Atau Institusi Hukum 

b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 15 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok 
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b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Pengertian dan jenis peradilan 

2) Kelompok 2: Macam-macam peradilan 

3) Kelompok 3: Pelaksana kekuasaan Negara 

4) Kelompok 4: Tugas dan wewenang kejaksaan 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan 

konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Lembaga Atau Institusi Hukum 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

C. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
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D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Ilmu Hukum  

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmu Hukum 

Pengadilan 

 

Kejaksaan 

 

Macam-macam Peradilan 

 

1. Peradilan Umum 

 

3. Peradilan Militer  

 
4. Peradilan Pajak 

 

2. Peradilan Agama  

 

5. Peradilan Tata Usaha 

Negara 
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun 

pemahaman tentang Lembaga Atau Institusi Hukum melalui 

kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan  

dalam bentuk mind maping.  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 
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Uraian Materi 

LEMBAGA ATAU INSTITUSI HUKUM 

 

A. Pengertian Pengadilan 

Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana 

kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk 

menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal 

sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam 

negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara 

utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti 

bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke 

pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak 

untuk meminta perlindungan di pengadilan. Kata Pengadilan dan 

Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang 

memiliki pengertian: 

a. Proses mengadili 

b. Upaya untuk mencari keadilan 

c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan 

d. Berdasar hukum yang berlaku. 

 

B. Jenis Peradilan 

312 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Forum
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kekuasaan_publik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sipil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keadilan_kriminal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Common_law


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

1. Pengadilan Kriminal Internasional 

Pengadilan Kriminal Internasional (bahasa Inggris: 

International Criminal Court/ICC) dibentuk pada 2002 

sebagai sebuah "tribunal" permanen untuk menuntut 

individual untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, 

dan kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan oleh 

beberapa persetujuan internasional, terutama Rome Statute of 

the International Criminal Court. ICC dirancang untuk 

membantu sistem yudisial nasional yang telah ada, namun 

pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya bila 

pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk 

menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti di atas, dan 

menjadi "pengadilan usaha terakhir", meninggalkan kewajiban 

utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadapt kriminal 

tertuduh kepada negara individual. 

International Criminal Court juga disingkat sebagai 

ICCt untuk membedakannya dari International Chamber of 

Commerce. ICC berbeda dengan Mahkamah Internasional, 

yang merupakan badan untuk menyelesaikan sengketa 

antarnegara, dan Hukum Kejahatan Perang. 

2. Pengadilan Revolusi (Revolusi Perancis) 

Revolusi Perancis (bahasa Perancis: Révolution 

française; 1789–1799), adalah suatu periode sosial radikal dan 
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pergolakan politik di Perancis yang memiliki dampak abadi 

terhadap sejarah Perancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa 

secara keseluruhan. Monarki absolut yang telah memerintah 

Perancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu tiga tahun. 

Rakyat Perancis mengalami transformasi sosial politik yang 

epik; feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan 

oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-

jalan, dan oleh masyarakat petani di perdesaan.1 Ide-ide lama 

yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, 

aristokrat, dan Gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba 

dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru; Liberté, égalité, 

fraternité (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). 

Ketakutan terhadap penggulingan menyebar pada monarki 

lainnya di seluruh Eropa, yang berupaya mengembalikan 

tradisi-tradisi monarki lama untuk mencegah pemberontakan 

rakyat. Pertentangan antara pendukung dan penentang 

Revolusi terus terjadi selama dua abad berikutnya. Secara 

internal, sentimen radikal Revolusi berpuncak pada naiknya 

kekuasaan Maximilien Robespierre, Jacobin, dan kediktatoran 

virtual oleh Komite Keamanan Publik selama Pemerintahan 

Teror dari tahun 1793 hingga 1794. Selama periode ini, antara 

16.000 hingga 40.000 rakyat Perancis tewas.2 Setelah 

jatuhnya Jacobin dan pengeksekusian Robespierre, Direktori 

1"French Revolution" 
2Donald Greer, The Incidence of the Terror during the French Revolution: A 
Statistical Interpretation (1935). 
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mengambilalih kendali negara pada 1795 hingga 1799, lalu ia 

digantikan oleh Konsulat di bawah pimpinan Napoleon 

Bonaparte pada tahun 1799. 

Revolusi Perancis telah menimbulkan dampak yang 

mendalam terhadap perkembangan sejarah Modern. 

Pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya 

sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan 

gagasan perang total adalah beberapa warisan Revolusi 

Perancis3 Peristiwa berikutnya yang juga terkait dengan 

Revolusi ini adalah Perang Napoleon, dua peristiwa restorasi 

monarki terpisah; Restorasi Bourbon dan Monarki Juli, serta 

dua revolusi lainnya pada tahun 1834 dan 1848 yang 

melahirkan Perancis modern. 

 

C. Macam-macam Peradilan 

1. Peradilan Umum 

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada 

umumnya. Peradilan umum juga merupakan salah satu 

3Bell, David Avrom (2007). The First Total War: Napoleon's Europe and the birth 
of warfare as we know it. New York: Houghton Mifflin Harcourt. hlm. 51. ISBN 0-
618-34965-0. "The French Revolution, which began in 1789 and led to the total war 
of 1792–1815...." 
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lingkungan peradilan di luar peradilan agama, tata usaha 

negara dan peradilan militer. Landasan yang mengatur 

susunan dan kekuasaan peradilan umum adalah Undang-

undang Nomor 8 tahun 2004. disebutkan dalam undang-

undang tersebut bahwa peradilan umum adalah salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

pada umumnya (pasal 2). 

• Bagian bagian peradilan umum: 

a) Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) 

merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan 

Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu 

kotakabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat 

Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada 

umumnya.Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi 

wilayah Kota atau Kabupaten.Susunan Pengadilan 

Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil 

Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan 

Jurusita. 

b) Pengadilan Tinggi 
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Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) 

merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan 

Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu 

kotaProvinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding 

terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan 

Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan 

tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa 

kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di 

daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah 

hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi 

terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang 

Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan 

Sekretaris. 

 

2. Peradilan Agama  

a) Pengadilan Agama  

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) 

merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan 

Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu 

kotakabupaten atau kota.Sebagai Pengadilan Tingkat 

Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan 

wewenang untuk memeriksa, memutus, dan 

317 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hakim_Anggota&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panitera&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekretaris
http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

• perkawinan 

• warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam 

• wakaf dan shadaqah 

• ekonomi syari'ah 

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-

Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau 

Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari 

Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim 

Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. 

 

b) Pengadilan Tinggi Agama 

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah 

lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang 

berkedudukan di ibu kotaProvinsi. Sebagai Pengadilan 

Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki 

tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 

banding.Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga 

bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat 

318 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
http://id.wikipedia.org/wiki/Warisan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasiat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hibah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf
http://id.wikipedia.org/wiki/Shadaqah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_syari%27ah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panitera&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Juru_Sita&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 

antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.Pengadilan 

Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan 

daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan 

Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua 

dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan 

Sekretaris.  

3. Peradilan Militer  

a) Pengadilan Militer 

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana 

kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di 

lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan 

memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang 

terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke 

bawah.Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum 

Pengadilan Militer ditetapkan melalui Keputusan 

Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dapat 

bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar 

daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer 

Utama.  

b) Pengadilan Tinggi Militer  

Pengadilan Tinggi Militer merupakan badan 

pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah 
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Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk 

memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara 

pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat 

Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan Tinggi Militer juga 

memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara 

pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam 

daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan 

Tinggi Militer juga dapat memutuskan pada tingkat 

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 

antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya. 

c) Pengadilan Utama Militer 

Pengadilan Utama Militer merupakan badan 

pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk 

memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara 

pidana dan sengketa Tata UsahaAngkatan Bersenjata yang 

telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi 

Militer yang dimintakan banding. Selain itu, Pengadilan 

Utama Militer juga dapat memutus pada tingkat pertama 

dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili 

antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah 

hukum Pengadilan Tinggi Militer yang berlainan, antar 

Pengadilan Militer Tinggi, dan antara Pengadilan Tinggi 

Militer dengan Pengadilan Militer. 

320 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkara_pidana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkara_pidana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mayor
http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_Usaha&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata_Usaha&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Banding
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

 

4. Peradilan Pajak  

a) Pengadilan Pajak 

Pengadilan pajak adalah badan peradilan 

yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di 

Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak 

yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.  

Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah 

sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara 

wajib pajak dengan pejabat yang berwenang 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang 

dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada 

Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas 

pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-

undang penagihan dengan surat paksa. Pengadilan 

pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota 

negara.  Persidangan oleh Pengadilan Pajak 

dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula 

dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan 

Ketua Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak 

terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, 

dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri 
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terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 

5 orang Wakil Ketua. Pembinaan serta pengawasan 

umum terhadap hakkim Pengadilan Pajak 

dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan 

pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan 

ditanggulangi oleh Kementrian Keuangan. Selain 

itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2009 , secara tegas dinyatakan bahwa 

putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan 

pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara.  Adapun dasar untuk menegaskan 

kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, 

adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

atas perkara nomor 004/PUU-11/2004 dinyatakan, 

pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan 

peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak 

kepada Mahkamah Agung. 
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5. Peradilan Tata Usaha Negara 

a) Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa 

disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga 

peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara yang berkedudukan di ibu kotakabupaten 

atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, 

Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 

Tata Usaha Negara.Pengadilan Tata Usaha Negara 

dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan 

daerah hukum meliputi wilayah Kota atau 

Kabupaten.Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara 

terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil 

Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan 

Sekretaris 

b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

(biasa disingkat: PTTUN) merupakan sebuah 

lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota 

Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki 

tugas dan wewenang untuk memeriksa dan 

memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat 

banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara juga bertugas dan berwenang untuk 

memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan 

terakhir sengketa kewenangan mengadili antara 

Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah 

hukumnya.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah 

hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari 

Pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua 

PTTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris 

D. Pengertian Kejaksaan 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara 

merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang 

penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang 
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penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan 

Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan 

undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut 

diselenggarakan oleh: 

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara 

Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa 

Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan 

penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, 

mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan 

Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan 

oleh presiden. 

2. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan 

Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang 

merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang 

memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang 

kejaksaan di daerah hukumnya. 

3. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. 

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan 

negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab 

kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, 

dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada 
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Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan 

Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 

E. Tugas dan wewenang kejaksaan 

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah 

mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 30, yaitu : 

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang: 

• Melakukan penuntutan; 

• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan bersyarat; 

• Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang; 

• Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan 

ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya 

dikoordinasikan dengan penyidik. 
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2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan 

kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar 

pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan 

turut menyelenggarakan kegiatan: 

• Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

• Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

• Pengamanan peredaran barang cetakan; 

• Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat 

membahayakan masyarakat dan negara; 

• Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

• Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. 

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan 

bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk 

menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat 

perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan 

tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang 

dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. 

Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut 

menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut 

dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan 

wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 

mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak 
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hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. 

Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat 

memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi 

pemerintah lainnya. 
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PAKET 16 

KEPOLISIAN, ADVOKAD/PENGACARA, 

DAN NOTARIS/PPAT 

 

 

A. Pendahuluan 

        Perkuliahan pada paket enam belas ini difokuskan pada 

Kepolisian, Advokad/Pengacara, Dan Notaris/Ppat. Kajian dalam 

paket ini meliputi: 

1. Kepolisian;   

2. Advokad/Pengacara;  

3. Notaris/Ppat. 

Saat pemaparan tentang materi ini, dosen 

menunjukkan peta konsep (mind map) tentang Kepolisian, 

Advokad/Pengacara, Dan Notaris/Ppat. 

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini 

berupa LCD dan laptop, kertas plano dan spidol. LCD dan 

laptop digunakan untuk pemaparan dalam bentuk power 

point tentang; Kepolisian, Advokad/Pengacara, Dan 

Notaris/Ppat. 

   

B. Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Kompetensi Dasar  
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Mahasiswa mampu memahami Kepolisian, 

Advokad/Pengacara, Dan Notaris/Ppat. 

 

2. Indikator 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :   

a. Mampu menjelaskan Kepolisian 

b. Menjelaskan Advokad/Pengacara 

c. Menjelaskan Notaris/Ppat  

 

3. Waktu 

  2x50 menit 

 

4. Materi Pokok 

a. Kepolisian 

b. Advokad/Pengacara 

c. Notaris/Ppat 

 

C. Kegiatan Perkuliahan 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Brainstorming dengan mencermati slide tentang berbagai 

kegiatan tentang Kepolisian, Advokad/Pengacara, Dan 

Notaris/Ppat 
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b. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 16 ini 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok 

b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 

1) Kelompok 1: Kepolisian 

2) Kelompok 2: Advokad/Pengacara 

3) Kelompok 3: Notaris/Ppat 

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 

d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain 

memberikan klarifikasi 

e. Penguatan hasil diskusi dari dosen 

f. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menanyakan sesuatu yang belum paham atau 

menyampaikan konfirmasi 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan hasil perkuliahan 

b. Menyusun sistematika Kepolisian, Advokad/Pengacara, 

Dan Notaris/Ppat 

c. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 

4. Kegiatan Tindak lanjut (5 menit) 

a. Memberi tugas latihan 

b. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
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D. Lembar Kegiatan 

Membuat Peta Konsep (Mind Map) tentang Kepolisian, 

Advokad/Pengacara, Dan Notaris/Ppat 

               Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (Mind Map)  

 

 

 

 

 

a. Unsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepolisian Advokad/Pengac
ara 

Notaris/Ppat 

Mabes Polri 

 

 

Unsur Pelaksana Pendidikan 

dan Pelaksana Staf Khusus 

 

Unsur Pembantu Pimpinan dan 

Pelaksana Staf 

 

Unsur Pelaksana Utama Pusat 

Susunan Lembaga Kepolisian 
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E. Tujuan 

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk 

membangun pemahaman tentang Kepolisian, Advokad/Pengacara, 

Dan Notaris/Ppat melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota 

kelompok yang dituangkan  dalam bentuk mind maping.  

 

F. Bahan dan Alat 

LCD dan laptop, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi. 

 

G. Langkah Kegiatan 

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep 

hasil kerja! 

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota 

kelompok! 

3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana 

dalam contoh gambar di atas! 

4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas! 

5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi! 
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6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan 

waktu masing-masing + 5 menit! 

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain! 

Uraian Materi 

KEPOLISIAN, ADVOKAD/PENGACARA, DAN NOTARIS/PPAT 

 

 

A. Kepolisian 

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, 

artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “police” 

(Inggris), “polite” (Belanda), “polizei” (Jerman) dan menjadi 

“polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara 

kriminal. Adapun Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 pasal 1 dan 

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2002 pasal 1 ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, 

tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) 

terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara 

yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) 

yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat 

serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi 
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pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyrakat yang diperoleh secara atributif melalui 

ketentuan Undang-Undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI) .  

Susunan Lembaga Kepolisian: 

2) Mabes Polri 

a. Unsur Pimpinan 

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri 

adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam 

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri 

(Wakapolri). 

b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf 

Unsur-Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf 

terdiri dari: 

1) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas 

membantu Kapolri dalam penyelenggaraan 

pengawasan dan pemeriksaan umum dan 

perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk 

satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di 

bawah pengendalian Kapolri 

2) Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan 

Pengembangan (Derenbang), bertugas membantu 

Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan 
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umum dan pengembangan, termasuk pengembangan 

sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan 

pengembangan dalam lingkungan Polri 

3) Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops), bertugas 

membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi 

manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri 

termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta 

pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu 

Polri lainnya 

4) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De 

SDM), bertugas membantu Kapolri dalam 

penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber 

daya manusia termasuk upaya perawatan dan 

peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan 

Polri 

5) Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog), bertugas 

membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi 

manajemen bidang logistik dalam lingkungan Polri 

6) Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan 

mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya 

c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus 

Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf 

Khusus terdiri dari: 

1) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah 

unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang 
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berkenaan dengan pendidikan tinggi dan 

pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian 

2) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), 

adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus 

yang berkenaan dengan pengembangan manajemen 

Polri 

3) Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana 

pendidikan pembentukan Perwira Polri 

4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) 

5) Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) 

6) Divisi Pembinaan Hukum (Div Binkum) 

7) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan 

Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf 

khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan 

pengamanan internal 

8) Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div 

Telematika), adalah unsur pelaksana staf khusus 

bidang Informatika yang meliputi informasi kriminal 

nasional, informasi manajemen dan telekomunikasi 

d. Unsur Pelaksana Utama Pusat 

Unsur Pelaksana Utama Pusat terdiri dari: 

1) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas 

membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam 

bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas 

operasional dan manajemen Polri maupun guna 

315 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Notaris/PPAT 

mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. 

2) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas 

membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi 

identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam 

rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang 

Komisaris Jenderal (Komjen) 

3) Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam), bertugas 

membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan 

keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya 

peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam 

negeri. 

4) Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas 

menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan 

khususnya yang berkenaan dengan penanganan 

gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam 

rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini 

dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen). 

e. Satuan Organisasi Penunjang lainnya 

Satuan organisasi penunjang lainnya, terdiri dari: 

1) Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol 
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2) Pusat Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan, termasuk 

Rumah Sakit Pusat Polri. Rumah Sakit Pusat Polri 

dikepalai oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen). 

3) Polda 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 

(Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan 

yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas 

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. 

Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab 

kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda 

(Wakapolda). 

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Wilayah (Polwil), dan Polwil membawahi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) 

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota 

(Polresta). Baik Polwil maupun Polres dipimpin oleh 

seorang Komisaris Besar (Kombes). Lebih lanjut lagi, 

Polres membawahi Polsek, sedang Polresta membawahi 

Polsekta. Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh 

seorang Komisaris Polisi (Kompol). 

B. Tugas Kepolisian 

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, 

yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini 

adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu 
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menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila 

telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas 

preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar 

peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.  

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan 

di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara 

yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya 

menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya 

tugas pokok kepolisian adalah: 

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. menegakkan hukum; dan 

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat 

 

C. Advokat / Pengacara 

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin 

yaitu advocare, yang berarti to defend (mempertahankan), to call 

to ones said (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), 

to vouch or to warrant (menjamin). Dalam bahasa Inggris, 

pengertian advokat diungkapakan dengan kata advocate, yang 

berarti: to defend by argument (mempertahankan dengan 

argumentasi), to support (mendukung), indicate or recommend 
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publicly (menandai adanya atau merekomendasikan di 

depan umum). 

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan 

sebaga i  pembela ,  seorang  (a h l i  hukum)  yang 

pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam 

atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut UU 

Advokat Indonesia pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa 

advokat  adalah orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. 

Pengert ian advokat  secara ist ilah, adalah 

seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu 

suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang 

at au kelompok orang unt uk memfasilit asi dan 

memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien 

seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang 

b e r l a k u . 

 

C. Kode Etik Advokat 

Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan 

tentang asas-asas akhlak (moral), nilai, kesusilaan, yang 

mengatur tentang perilaku baik dan buruk dalam hidup 

dimasyarakat. Antara etika dan etiket terdapat perbedaan 

yang jelas. Etika sama berarti dengan moral, sedangkan 
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etiket berarti sopan santun. Namun kedua istilah ini sering 

dicampuradukkan. 

Mengenai tujuan adanya kode etik, Subekti menilai bahwa 

“fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi 

dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya 

dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan 

kesejahteraan materiil para anggotanya”. Senada dengan Bertens, 

Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat 

kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam 

mengemban suatu profesi. 

Jadi paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam 

pembentukan kode etik, yaitu : 

1. menjaga dan  meningkatkan kualitas moral;  

2.  menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; 

3. melindungi kesejahteraan materiil para pengemban 

profesi. Kesemua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat 

utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode 

etik. 

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara 

lain : 

1. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan 

berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi 

tertentu. 
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a. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan yang 

meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi 

itu sendiri. 

b. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila 

keberadaannya di-drop begitu saja dari atas, sebab 

tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup 

dalam kalangan professional sendiri. 

c. Kode etik merupakan self-regulation (pengaturan diri) 

dari profesi itu sendiri, Ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki, 

yang prinsipnya tidak pernah dapat dipaksakan dari 

luar. 

2. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah 

perilaku yang tidak etis, oleh karenanya kode etik sering berisi 

ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya. 

 

Dilihat dari dalam  kode etik advokad Indonesia, 

Pasal 2 yang menyebutkan :” Advokat Indonesia adalah 

warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan 

keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, 

luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya 

menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar 
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Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya” 

 

Kode etik advokat: 

1. Etika Kepribadian Advokat. 

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, 

jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran 

dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam 

melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta 

sumpah jabatannya (Pasal 2 Kode Etik Advokat) 

Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam 

Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa : 

a.  Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan 

bantuan hukum karena pertimbangan  keahlian dan 

bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat 

menolak dengan alasan karena perbedaan agama, 

kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan 

politik dan atau kedudukan sosialnya. 

b.Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih 

mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. 

c. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi 

oleh siapapun dan wajib menjujung tinggi hak asasi 

manusia dalam negara hukum Indonesia. 
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d.Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan 

wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang 

yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana. 

e. Dst. 

 

2. Etika Hubungan Dengan  Klien. 

Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga 

etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 

4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan 

penyelesaian dengan jalan damai. 

b. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat 

menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. 

c. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan 

menang 

d. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib 

mempertimbangkan kemampuan klien 

e. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang 

tidak perlu. 

f. Dst. 

 

3. Hubungan Dengan Teman Sejawat. 
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Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik 

advokat. Hubungan dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 

5 Kode Etik Advokat yang menerangkan : 

a)   Saling menghormati, saling menghargai dan saling 

mempercayai. 

b)   Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata 

yang tidak sopan baik scara lisan maupun tertulis. 

c)   Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap 

bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan 

kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak 

dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara 

lain. 

d)  Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman 

sejawat 

e)  dst. 

4. Etika Cara Bertindak menangani Perkara 

Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat 

juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Adapun etika 

cara bertindak menangai perkara sesuai dengan Pasal 7 

Kode Etik adalah : 

a) Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-

teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan 

kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat 
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yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan 

“sans Prejudice” 

b) Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya 

perdamaian antar advokat, tetapi tidak berhasil , tidak 

dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan 

c) Dalam perkara yang sedang berjalan advokat tidak dapat 

menghubungi hakim tanpa adanya pihak lawan dalam 

perkara perdata ataupun tanpa jaksa penuntut umum dalam 

perkara pidana 

d) Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi 

saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara 

perdata atau oleh jaksa penuntut Umum daam perkara 

pidana. 

 

D. Notaris/ Ppat 

Notaris dan PPAT adalah dua profesi yang berbeda dengan 

kewenangan yang juga berbeda. Walaupun, dalam keseharian kita 

banyak temui notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT. Rangkap 

jabatan profesi notaris dan PPAT memang dimungkinkan oleh peraturan 

perundang-undangan (penjelasan selengkapnya simak artikel Rangkap 

Jabatan Profesi Hukum). Berikut tabel perbandingan profesi notaris dan 

PPAT sebagai gambaran umum mengenai kedua profesi tersebut: 
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  Notaris PPAT 

Pengertian Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang 

untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan 

lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam 

Undang-Undang ini 

(Pasal 1 angka 1 UUJN) 

Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, selanjutnya 

disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta 

otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun 

(Pasal 1 angka 1 PP 

37/1998) 

Kewenangan 1. Notaris berwenang 

membuat akta 

otentik mengenai 

semua perbuatan, 

perjanjian, dan 

ketetapan yang 

diharuskan oleh 

peraturan perundang-

(1)    PPAT bertugas 

pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah 

dengan membuat 

akta sebagai bukti 

telah dilakukannya 

perbuatan hukum 
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undangan dan/ atau 

yang dikehendaki 

oleh yang 

berkepentingan 

untuk dinyatakan 

dalam akta otentik, 

menjamin kepastian 

tanggal pembuatan 

akta, menyimpan 

akta, memberikan 

grosse, salinan dan 

kutipan akta, 

semuanya itu 

sepanjang 

pembuatan akta-akta 

itu tidak juga 

ditugaskan atau 

dikecualikan kepada 

pejabat lain atau 

orang lain yang 

ditetapkan oleh 

undang-undang. 

(2) Notaris berwenang 

pula: 

tertentu mengenai 

hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas 

Satuan Rumah 

Susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi 

pendaftaran 

perubahan data 

pendaftaran tanah 

yang diakibatkan 

oleh perbuatan 

hukum itu. 

  

(2)   Perbuatan hukum  

       sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagai 

berikut: 

a. Jual beli; 

b. Tukar menukar; 

c. Hibah; 

d. Pemasukan ke 

dalam perusahaan 

(inbreng); 
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a)    mengesahkan 

tanda tangan dan 

menetapkan 

kepastian tanggal 

surat di bawah 

tangan dengan 

mendaftar dalam 

buku khusus 

(legalisasi); 

b) membukukan 

surat-surat di 

bawah tangan 

dengan mendaftar 

dalam buku 

khusus 

(waarmerking); 

c)    membuat kopi 

dari asli surat-

surat di bawah 

tangan berupa 

salinan yang 

memuat uraian 

sebagaimana 

ditulis dan 

digambarkan 

e. Pembagian hak 

bersama; 

f. Pemberian Hak 

Guna 

Bangunan/Hak 

Pakai atas tanah 

Hak Milik; 

g. Pemberian Hak 

Tanggungan; 

h. Pemberian kuasa 

membebankan 

Hak Tanggungan. 

  

(lihat Pasal 2 PP 37/1998) 
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dalam surat yang 

bersangkutan;  

d)    melakukan 

pengesahan 

kecocokan 

fotokopi dengan 

surat aslinya; 

e)    memberikan 

penyuluhan 

hukum 

sehubungan 

dengan 

pembuatan akta; 

f)     membuat akta 

yang berkaitan 

dengan 

pertanahan; atau 

g)    membuat akta 

risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai 

kewenangan lain 
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yang diatur dalam 

peraturan 

perundang-

undangan. 

(lihat Pasal 15 UUJN) 

  

Notaris dan kode etiknya 

Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah 

yang salah satu isinya adalah “bahwa saya akan menjaga sikap, 

tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai 

dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung 

jawab saya sebagai Notaris” (Pasal 4 ayat [2] UUJN). Berarti 

kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah 

laku jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh 

Organisasi Notaris (Pasal 83 ayat [1] UUJN).  

  Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 

2003 tentang Kenotarisan, Organisasi Notaris satu-satunya yang 

diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (“INI”). 

Kemudian, Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode 

Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI 

tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (“Kode Etik Notaris”). 

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan 

bahwa: 
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“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan 

disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang 

ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia yang selanjutnya akan disebut 

“Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres 

Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta 

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 

Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan 

tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya 

para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, 

dan Notaris Pengganti Khusus.” 

 Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan 

penindakan kode etik Notaris ada pada Dewan 

Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat 

daerah, wilayah, dan pusat (Pasal 1 angka 8 Kode 

Etik Notaris).  

  

PPAT dan kode etiknya 

Kemudian mengenai PPAT, di dalam ketentuan PP 37/1998 tidak 

disebut sama sekali mengenai etika profesi atau kode etik profesi. 

Akan tetapi, di dalam peraturan yang lebih lanjut yaitu Pasal 28 

ayat (2) huruf c Perka BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa PPAT 

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala 

Badan (BPN) karena melanggar kode etik profesi. Kode etik 

profesi PPAT disusun oleh Organisasi PPAT dan/atau PPAT 

Sementara dan ditetapkan oleh Kepala BPN yang berlaku secara 

nasional (Pasal 69 Perka BPN 1/2006). Organisasi PPAT saat ini 

adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Dalam 

laman resmi IPPAT (ippatonline.com) dicantumkan Kode Etik 

Profesi PPAT yang berlaku saat ini yaitu hasil keputusan Kongres 

IV IPPAT 31 Agustus – 1 September 2007.  

  

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Profesi PPAT, disebutkan 

bahwa: 

  

“Kode Etik PPAT dan untuk selanjutnya akan 

disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang 

ditentukan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan 

kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib 

ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan 

IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas 

jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para 

PPAT Pengganti.” 
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Kewenangan pengawasan dan penindakan kode etik 

PPAT ada pada Majelis Kehormatan yang terdiri dari 

Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat 

(Pasal 7 Kode Etik PPAT).  
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SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN 
  
 
A. Proses Penilaian Perkuliahan 

Pengambilan nilai dalam mata kuliah Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari 
Studi Hukum) ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana 
dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel 
Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian: 
1. Ujian Tengah Semester (UTS)  

UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket 
I bahan perkuliahan (paket 1–8) . Materi UTS diambil dari pencapaian 
indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, 
essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan 
(100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen 
pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. 

2. Tugas 
Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan 
potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun 
secara individual atau kelompok yang bersifat futuristik dan memberi 
manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara 
mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen 
pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100. 

3. Ujian Akhir Semester (UAS) 
UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket 
II bahan perkuliahan (paket 8–16). Materi UAS diambil dari pencapaian 
indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, 
essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan 
(100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen 
pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100. 

4. Performance 
Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam 
mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan 
terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada 
setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan 
mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) 
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penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, 
dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati). 
Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi 
penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor 
maksimal 100. 
Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-
catatan penilaian performance atau membuat format sendiri. Catatan 
penilaian performance tidak diperkenankan langsung di dalam absen 
perkuliahan mahasiswa. 
 

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester  
Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah 

Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan 
Performance 10 %.  

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang 
mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut. 
 

Angka Interval 
Skor (skala 100) 

Skor (skala 4) Huruf Keterangan 

91 – 100 3,76 – 4,00 A+ Lulus 
86 – 90 3,51 – 3,75 A Lulus 
81 – 85 3,26 – 3,50 A- Lulus 
76 – 80 3,01 – 3,25 B+ Lulus 
71 – 75 2,76 – 3,00 B Lulus 
66 – 70 3,51 – 2,75 B- Lulus 
61 – 65 2,26 – 2,50 C+ Lulus 
56 – 60 2,01 – 2,25 C Lulus 
51 – 55 1,76 – 2,00 C- Tidak Lulus 
40 – 50  – 1,75 D Tidak Lulus 
< 39 0 E Tidak Lulus 
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Keterangan: 
a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang 

dengan memprogram kembali pada semester berikutnya 
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus 

memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur 
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester: 

NMK  =     (NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10) 
    100 
NMK = Nilai Matakuliah 
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester 
NT = Nilai Tugas 
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester 
NP = Nilai Performance 
 

d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: 
UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong 
(tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, 
kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses 
penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh. 

e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di 
belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst. 
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